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Salam Hormat,
Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala 
limpahan rahmat dan nikmat-Nya. Berbeda dengan edisi-edisi sebelumnya, Jurnal Ilmu 
Hukum AMANNA GAPPA Volume 19 Nomor 3, September 2011 kali ini, hadir tanpa 
mengangkat sebuah tema tertentu, namun redaksi secara umum mengangkat artikel seputar 
wacana-wacana hukum kontemporer. 
Pada edisi kali ini, redaksi memuat 9 (sembilan) buah artikel dengan pendekatan atas 
permasalahan sesuai bidang masing-masing penulis. Salah satunya, tulisan dari salah seorang 
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Prof. Dr. Musakkir, S.H., M.H., 
yang membahas mengenai keadilan restoratif (restorative justice), yang berjudul “Kajian 
Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian 
Perkara Pidana”. Dan beberapa tulisan menarik lainnya yang dimuat pada edisi kali ini.
Akhir kata, kehadiran jurnal ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan. Olehnya 
itu, segala masukan, kritik, dan saran konstruktif dari segenap pembaca sangat diharapkan 
untuk mengisi kekurangan yang dijumpai dalam edisi kali ini.
Selamat Membaca.
Tim Penyunting
DARI REDAKSI
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PENDAHULUAN
Sebelum menguraikan tentang prinsip keadilan restoratif (restoratif justice), maka terlebih 
dahulu saya menjelaskan secara singkat tentang karakteristik kajian sosiologi hukum. Kajian 
sosiologi hukum adalah kajian yang memfokuskan kajiannya pada realitas, tindakan, dan 
perilaku hukum, atau mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai das Sein (kenyataan). Dengan 
demikian, tidak akan dipertanyakan, apakah prinsip keadilan restoratif dapat atau tidak dapat 
digunakan dalam penyelesaian perkara pidana, karena pertanyaan ini adalah pertanyaan 
dalam lingkup kajian normatif yang mengkaji hukum dalam wujudnya sebagai kaidah atau 
das Sollen. Dalam perspektif sosiologi hukum, akan digambarkan bagaimana manfaat bagi 
umat manusia dalam penegakan hukum (law enforcement) ketika prinsip keadilan restoratif 
diterapkan dalam penyelesaian perkara pidana. 
KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PENERAPAN 
PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM 
PENYELESAIAN PERKARA PIDANA 
Oleh: 
Musakkir
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
E-mail: musakkir_2007@yahoo.com 
Abstract: Restorative Justice will further provide a sense of justice, because the law is not 
implemented rigidly to the rule of law. In addition to providing certainty should also provide 
a sense of justice and benefit to the community. Application rigidly often injured sense of 
justice. Therefore, restorative justice is the best option in resolving the rigidity in the law. 
However, law enforcement officials do not abuse the restorative justice for its own sake 
distorted. Law enforcement should not ask the defendant and his family for the help that has 
been given. Should be purely for the sake of justice and the public kemaslaham. So it should 
be really selective and appropriately implemented the principles of the law itself.
Keywords: Sociological Jurisprudence, Restorative Justice
Abstrak: Keadilan restoratif akan lebih memberikan rasa keadilan, karena hukum tidak 
dilaksanakan secara kaku demi kepastian hukum. Selain memberikan kepastian hendaknya 
juga memberikan rasa keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Penerapan secara 
kaku sering melukai rasa keadilan. Karena itu, adanya  keadilan restoratif adalah pilihan 
terbaik dalam menyelesaikan kekakuan dalam hukum. Namun demikian, para penegak hukum 
tidak menyalahgunakan keadilan restoratif untuk kepentingan sendiri yang menyimpang. 
Penegak hukum tidak boleh meminta kepada terdakwa dan keluarganya atas bantuan yang 
telah diberikan. Harus murni demi keadilan dan kemaslaham masyarakat. Jadi harus benar-
benar selektif dan dilaksanakan secara tepat sesuai asas-asas hukum itu sendiri.
Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Keadilan Restoratif
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Untuk memahami karakteristik kajian sosiologi hukum, maka berikut ini akan 
dikemukakan berbagai pandangan dari para pakar sosiologi maupun sosiologi hukum. Antara 
lain oleh Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, yang menyatakan, “Ilmu masyarakat 
atau sosiologi adalah ilmu yang mempelajari struktur  sosial dan proses-proses sosial termasuk 
perubahan-perubahan sosial.”1
Menurut Achmad Ali2:
“...sosiologi hukum menekankan kajian pada law in action, hukum dalam kenyataannya, 
hukum sebagai tingkah laku manusia, yang berarti berada di dunia sein. Sosiologi 
hukum menggunakan pendekatan empiris yang bersifat  deskriptif...”
Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri merupakan ilmu sosial, 
yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya, 
yaitu pergaulan hidup, dengan kata lain, sosiologi hukum mempelajari masyarakat khususnya 
gejala hukum dari masyarakat tersebut.
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut Satjipto Rahardjo,3 
yaitu:
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena hukum yang bertujuan untuk 
memberikan penjelasan terhadap praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan 
mengapa dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-sebabnya, faktor-
faktor yang berpengaruh, latar belakang dan sebagainya.
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (empirical validity)  dari suatu 
peraturan atau pernyataan hukum. Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah 
sesuai dengan bunyi atau teks dari peraturan itu. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang 
menaati hukum dan yang menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek 
pengamatan yang setaraf. Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada memberikan penjelasan atau 
gambaran terhadap objek yang dipelajarinya.
Selanjutnya Satjipto Rahardjo4 menambahkan bahwa untuk memahami permasalahan 
yang dikemukakan dalam kitab ujian ini dengan seksama, orang hanya dapat melakukan 
melalui pemanfaatan teori sosial mengenai hukum. Teori ini bertujuan untuk memberikan 
penjelasan mengenai hukum dengan mengarahkan pengkajiannya keluar dari sistem hukum. 
Kehadiran hukum di tengah-tengah masyarakat, baik itu menyangkut soal penyusunan 
sistemnya, memilih konsep-konsep serta pengertian-pengertian, menentukan subjek-subjek 
1 Soerjono Soekanto, 1985, Perspektif Teoretis Studi dalam Masyarakat, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 110.
2 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhdap Hukum, Yasrif Watampone, Jakarta, hal. 11.
3 Satjipto Rahardjo, 1983, Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis, Sinar Baru, Bandung, 
hal. 310-311.
4 Satjipto Rahardjo, 1979. Hukum dan Perubahan Sosial, Alumni, Bandung, hal. 19.
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yang diaturnya, maupun soal bekerjanya dengan tertib sosial yang lebih luas. Apabila di 
sini boleh dipakai istilah ‘sebab-sebab sosial’, maka sebab-sebab yang demikian itu hendak 
ditemukan baik dalam kekuatan-kekuatan budaya, politik, ekonomi atau sebab-sebab sosial 
yang lain.
Menurut pendapat Max Weber5:
“…these three approaches are (1) a moral approach to law, (2) an approach from 
standpoint of jurisprudence, and (3) a sociologycal approach to law. Each of these 
approaches has a distinct focus on the relations among law and society and ways in 
which law should be studied.”
Pendekatan moral terhadap hukum menegaskan bahwa hukum adalah berakar pada 
kepercayaan-kepercayaan tentang karakter alami manusia (the nature of human being) dan 
juga berdasarkan pada kepercayaan tentang apa yang benar dan apa yang tidak benar. Perhatian 
terhadap hukum adalah terfokus pada tuntutan bahwa hukum harus mengekspresikan suatu 
moralitas umum (a common morality) yang didasarkan pada suatu konsensus tentang apa 
yang secara moral dianggap salah dan benar.
Pendekatan ilmu hukum berpandangan bahwa hukum seharusnya otonom. Selanjutnya 
legitimasi dari pendekatan hukum seharusnya bersandar pada kapasitasnya untuk 
membangkitkan suatu perangkat hukum yang bertalian  secara logis (kohern) yang dapat 
diaplikasikan baik terhadap tindakan-tindakan individual ataupun terhadap kasus-kasus, 
yang dapat menimbulkan hal yang bersifat ambiguitas (bermakna ganda).
Baik pada pendekatan moral terhadap hukum maupun pendekatan ilmu hukum terhadap 
hukum, keduanya mempunyai  kaitan dengan bagaimana norma-norma hukum membuat 
tindakan-tindakan bermakna dan tertib. Pendekatan moral mencakupi hukum dalam suatu 
arti yang mempunyai makna luas melalui pertalian konstruksi hukum dan kepercayaan-
kepercayaan serta asas yang mendasarinya dijadikan sebagai sumber hukum.
Pendekatan ilmu hukum mencoba untuk menentukan konsep-konsep hukum dan 
hubungannya yang independen dengan asas-asas dan nilai-nilai non hukum. Kedua 
pendekatan ini meskipun memiliki perbedaan meskipun keduanya memfokuskan secara 
besar pada kandungan  dan makna hukumnya. 
Pendekatan sosiologi hukum juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan  logika 
internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologi hukum menurut Gerald Turkel,6 adalah:
1. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial.
2. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh masyarakat dalam “the sosial world” 
mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata hukum.
5  Turkel, Gerald. 1996. Law and Society: Critical Approaches, Allyn & Bacon, USA, hal. 10.
6  Achmad Ali, Op.cit, hal. 34.
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4. Tentang bagaimana hukum itu dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.
Apabila kita membuat konstruksi hukum dan membuat kebijakan-kebijakan untuk 
merealisir tujuan-tujuannya, maka merupakan suatu hal yang esensial bahwa kita mempunyai 
pengetahuan empiris tentang akibat yang dapat ditimbulkan dengan berlakunya undang-
undang atau kebijakan-kebijakan  tertentu terhadap perilaku masyarakat. Sesuai dengan 
pendekatan sosiologis harus dipelajari undang-undang dan hukum itu, tidak hanya berkaitan 
dengan maksud dan tujuan moral etikanya dan juga tidak hanya yang berkaitan dengan 
substansinya, akan tetapi yang harus kita  pelajari adalah yang berkaitan dengan bagaimana 
undang-undang itu diterapkan dalam praktik.
Curzon,7 menjelaskan:
“The term ‘legal sociology’ has been used in some texts to refer to a spesific study of 
situations in which the rules of law operate, and of behavior resulting from the operation 
of those rules.”
Kajian terhadap hukum dapat dibedakan ke dalam beberapa pandangan di antaranya 
bahwa	selain	kajian	sosiologi	hukum	terdapat	pula	kajian	normatif	dan	kajian	filosofis.	Jika	
dalam kajian empiris sosiologis memandang hukum  sebagai kenyataan, mencakup kenyataan 
sosial, kultur dan hal-hal empiris lainnya, maka kajian normatif memandang hukum dalam 
wujudnya sebagai kaidah, yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh 
dilakukan. Kajian  normatif menekankan kajian pada law in books, hukum sebagaimana 
mestinya, olehnya itu berada dalam dunia sollen. Di samping itu, juga kajian normatif pada 
umumnya  bersifat preskriptif, yaitu sifat yang menentukan apa yang salah dan apa yang 
benar. Kajian normatif terhadap hukum antara lain ilmu hukum pidana positif, ilmu hukum 
perdata positif, ilmu hukum tata negara, dan lain-lain.
Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum sebagaimana 
dikemukakan oleh Achmad Ali,8 sebagai berikut:
1. Menurut istilah Donald Black,9 dalam mengkaji hukum sebagai Government Social 
Control, sosiologi hukum mengkaji hukum sebagai perangkat kaidah khusus yang 
berlaku serta dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu kehidupan 
masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan yang akan digunakan oleh pemerintah 
dalam hal, melakukan pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat.
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum dikaji dalam kaitannya 
dengan sosialisasi yaitu proses dalam pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial 
yang menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakatnya, yang 
7   Curzon, L.B., 1979.  Jurisprudece, M & E Handbook, hal. 139.
8   Achmad Ali, opcit hal.19-32.
9  Black, Donald. 1976. The Behavior of Law, Department of Sociology, Yale University, New Haven, 
Connecticut, Academic Press, New York, San Francisco, London, hal. 2-4.
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meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut 
diharapkan warga masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi sebagai suatu proses yang 
mendahului dan menjadi pra kondisi sehingga memungkinkan pengendalian sosial 
dilaksanakan secara efektif.
3. Obyek	utama	sosiologi	hukum	lainnya	adalah	stratifikasi.	Stratifikasi	sebagai	obyek	yang	
membahas	 sosiologi	 hukum	bukanalah	 stratifikasi	 hukum	 seperti	 yang	dikemukakan	
oleh Hans Kelsen dengan teori grundnormnya,	melainkan	stratifikasi	yang	dikemukakan	
dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam hal ini dapat dibahas bagaimana dampak 
adanya	strstifikasi	sosial	terhadap	hukum	dan	pelaksana	hukum.	
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah pembahasan tentang perubahan, 
dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting dalam kajian sosiologi 
hukum adalah bahwa perubahan yang terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, 
dalam arti  direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan menggunakan 
perangkat hukum sebagai alatnya.
Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka lahirlah konsep law as a 
tool of social engineering yang berati bahwa hukum sebagai alat untuk mengubah secara 
sadar masyarakat atau hukum sebagai alat rekayasa sosial. Oleh karena itu, dalam upaya 
menggunakan hukum sebagai alat rekayasa sosial diupayakan pengoptimalan efektivitas 
hukum pun menjadi salah satu topik bahasan sosiologi hukum.10
Jadi fungsi hukum itu pasif, yaitu mempertahankan status quo sebagai  a tool of social 
control, sebaliknya hukum pun dapat berfungsi aktif sebagai a tool of social engineering. Oleh 
karena itu, penggunaan hukum sebagai alat rekayasa sosial didominasi oleh kekuasaan negara. 
Apabila kajian sosiologi hukum tentang bagaimana fungsi hukum, sebagai alat pengendalian 
sosial lebih banyak mengacu pada konsep-konsep antropologis, sebaliknya kajian sosiologi 
hukum tentang fungsi hukum sebagai alat rekayasa sosial lebih banyak mengacu pada konsep 
ilmu politik dan pemerintah. 
Roscoe Pound dalam mengembangkan konsep law as o tool of social engereering, 
memandang bahwa problem utama yang menjadi perhatian utama bagi para sosiolog hukum 
adalah untuk memungkinkan dan untuk mendorong pembuatan hukum, dan juga menafsirkan 
dan menerapkan aturan-aturan hukum, serta untuk membuat lebih berharganya fakta-fakta 
sosial di mana hukum harus berjalan dan di mana hukum itu diterapkan.11 Roscoe Pound 
memang harus diakui sebagai kekuatan pemikiran baru yang mencoba mengonsepsikan ulang 
bagaimana hukum dan fungsi hukum harus dipahami. Roscoe Pound merupakan ilmuan 
10  Achmad Ali, Op.cit, hal. 98-103.
11  Achmad Ali, Op.cit, hal. 14.
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hukum yang terbilang orang pertama yang berani menganjurkan agar ilmu pengetahuan 
sosial didayagunakan demi kemajuan teori-teori yang diperbaharui dan dibangun dalam ilmu 
hukum.12
Selanjutnya karakteristik dan kegunaan sosiologi hukum, menurut Vilhelm Aubert,13 
yaitu:
“Sosiology of law is here viewed as a branch of general sosiology, just like family 
sosiology, industrial or medical soiology. It should not be overlooked, however, that 
sosiology legitimately may also be viewed as auxiliary of legal studies, an aid in 
executing the tasks of the legal profession. Sosiological analyses of phenomena which 
are regulated by law, may aid legislators or even the courts in making decisions. Quite 
important is the critical function of sociology of law, as an aid in enhancing the legal 
profession’s awareness of its own function in society. Sosiology is concerned with 
values, with the preferences and evaluations that underlie basic structural arrgements 
in a society.”
Sosiologi hukum memperkenalkan banyak faktor-faktor non hukum yang 
mempengaruhi perilaku hukum tentang bagaimana mereka membentuk dan melaksanakan 
hukum. Dalam hal ini sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar 
atau patut, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang 
menuntun hakim menghasilkan putusan yang adil, di mana hakim diberi kebebasan dalam 
menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat 
menyelaraskan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan 
umum dari warga masyarakat. 
Menurut Baumgartner:14
“Sociology is the scientific study of social life, and the sociology of law is accordingly 
the scientific study of legal behavior. Its mission is to predict and explain legal variation 
of every kind, including variation in what is defined as illegal, how cases enter legal 
system, and how cases are resolved.”
Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah satu misi 
sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan berbagai fenomena hukum, antara 
lain bagaimana suatu kasus memasuki sistem hukum, dan bagaimana penyelesaiannya. 
Sosiologi hukum menggunakan fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu 
berlaku. Kajian ini bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang mengatur bagaimana 
hukum bekerja secara konrit di dalam praktik. Sekalipun demikian, sosiologi hukum tidak 
memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ada akan tetapi menjelaskan 
bagaimana fakta-fakta hukum itu sesungguhnya terjadi dan apa penyebabnya. Sebagaimana 
12 Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Lembaga 
Studi Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Masyarakat dan 
Ekologi (HUMA), Jakarta, hal. 71.
13 Aubert, Vilhelm, 1969, Sociology of Law,  Penguin Books Inc, Baltimore, USA, hal. 10-11.
14 Patterson, Dennis, 1999. A Companion to Philosophy of Law and Legal Theory,  Blackwell Publishers 
Inc, Massachucestts, USA, hal. 406.
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penegasan Baumgartner:15
“As a scientific enterprise, the sociology of law is not in a potition to pass judgment 
on the facts it uncovers. Those facts, however, often possess great moral relevance for 
participants and critics of a legal system.”
Pandangan sosiologi hukum pada dasarnya adalah hukum hanya salah satu dari 
banyak sistem sosial dan sistem-sistem sosial lain yang juga ada di dalam masyarakatlah 
yang banyak memberi arti dan pengaruh terhadap hukum. Dengan menggunakan pandangan 
yang sosiologis terhadap hukum, maka akan menghilangkan kecenderungan untuk selalu 
mengidentikkan hukum sebagai undang-undang belaka, seperti yang dianut oleh kalangan 
positivis atau legalistik. 
Titik tolak sosiologi hukum sebagaimana dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman,16 
beranjak dari asumsi dasar:
“The people who make, apply, or use the law are human beings. Their behavior is 
social behavior. Yet, the study of law has proceeded in relative isolation from other 
studies sciences.”
Asumsi dasar yang menganggap bahwa orang yang membuat, menerapkan dan 
menggunakan hukum adalah manusia. Perilaku mereka adalah perilaku sosial. Inilah yang 
perlu dipahami bahwa hukum bertujuan untuk manusia dan bukan hukum bertujuan untuk 
hukum. 
Dalam kajian sosiologi hukum, eksistensi pengadilan tidak mungkin netral atau 
otonom. Bagaimanapun setiap pengadilan yang berada pada suatu negara, sangat wajar jika 
memiliki keberpihakan pada ideologi dan “political will” negaranya. Oleh karenanya, adalah 
tidak aneh bagi sosiologi hukum jika pengadilan menjadi ”älat politik”, sebagaimana yang 
dinyatakan oleh Curzon:17
“…the core of political jurisprudence is a vision of the courts as political agencies and 
judges as political actors…”
Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum, sehingga pakar 
sosiologi hukum adalah seorang juris dan bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang 
sosiolog hukum pertama-tama harus mampu membaca, mengenal dan memahami, berbagai 
fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Setelah itu, ia tidak menggunakan pendekatan 
ilmu hukum (dogmatik) untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan 
ia melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial.18
Keadilan restoratif dalam perspektif kajian sosiologi hukum adalah sebuah 
konsep pemikiran yang dapat merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan 
15 Ibid, hal. 416.
16 Friedman,  Lawrence M., 1975. The  Legal  Sysytem A Social  Science Perspective, Russel Sage 
Foundation, New York, hal. vii. 
17  Curzon, L.B., Op.cit, hal. 19.
18  Acmad Ali, Op.cit hal. 18.
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menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan 
dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di 
pihak	lain,	keadilan	restoratif	juga	merupakan	suatu	kerangka	berfikir	yang	baru,	dan	dapat	
digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum. 
Beberapa	definisi	tentang	keadilan	restoratif,	antara	lain	Dignan	menyatakan:19
“Restorative justice is a new framework for responding to wrongdoing and conflict 
that is rapidly gaining acceptance and support by educational, legal, social work, and 
counseling professionals and community groups. Restorative justice is a valued-based 
approach to responding to wrongdoing and conflict, with a balanced focus on the person 
harmed, the person causing the harm, and the affected community.”
Menurut Tony F. Marshall:20
“Restorative Justice is a process where by parties with a stake in a specific offence 
collectively resolve how to deal with the aftermath of the offence and its implications 
for the future.” 
Marshall memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses dimana semua pihak yang 
terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana 
menangani akibat di masa yang akan datang. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Prinsip Keadilan Restoratif
Secara umum, prinsip-prinsip yang dimuat dalam keadilan restoratif meliputi sebagai 
berikut: 
1. Membuat pelanggar bertangung jawab untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan 
oleh kesalahannya; 
2. Memberikan kesempatan kepada pelanggar untuk membuktikan kapasitas dan 
kualitasnya, di samping mengatasi rasa bersalahnya secara konstruktif; 
3. Melibatkan para korban, orang tua, keluarga besar, sekolah, dan teman sebaya;
4. Menciptakan fórum untuk bekerjasama dalam menyelesaikan masalah;
5. Menetapkan hubungan langsung dan nyata antara kesalahan dengan reaksi sosial yang 
formal.21
Pandangan-pandangan tersebut, menempatkan keadilan restoratif pada posisi yang 
mengusung lembaga musyawarah sebagai upaya yang dapat dilakukan dalam mencari jalan 
terbaik atas suatu pemecahan masalah yang timbul akibat dilakukannya suatu tindak pidana. 
Keadilan restoratif (restorative justice) adalah keadilan yang berupaya mengembalikan 
keadaan pada kondisi semula, menguntungkan dan memenangkan semua pihak, dan tidak 
19  Dikutip pada laman website:  http://evacentre.blogspot.com/2009/11.
20	 Marshall,	 Tony	 F.,	 1999.	 Retorative	 Justice	 an	 Overview.	 London:	 Home	 Office,	 Information	 &	
Publications Group.
21  Dikutip pada laman website: http://www.unicef.org/indonesia/id/resources_6896.html  
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terkungkung pada mekanisme hukum yang kaku dan prosedural. Perserikatan Bangsa-bangsa 
(PBB) telah menganjurkan pendayagunaan konsep keadilan restoratif secara lebih luas dalam 
sistem peradilan pidana melalui Declaration on the Basic Principles on the Use of Restorative 
Justice Programmes in Criminal Matters (2000).22 
Berdasar pada deklarasi PPB tersebut, maka di Indonesia telah dibuat UU tentang 
Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) bahkan telah sampai pada pengusulan 20 nama 
calon komisioner KKR, tetapi harapan tersebut menjadi pupus karena secara kebablasan 
Mahkamah Konstitusi (MK) melakukan judicial review terhadap UU tersebut. Di berbagai 
negara dengan berdasar pada Keputusan Presiden (Kepres) saja Komisi Kebenaran dan 
Rekonsiliasi terbentuk dan berjalan dengan baik. Sekalipun demikian, Pemerintah Indonesia 
tidak kehilangan harapan setelah Menteri Luar Negeri Republik Indonesia melalui jalur 
diplomatik telah berhasil melahirkan kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Timor 
Leste untuk membentuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan (The Commission Truth & 
Friendship)	Indonesia	–	Timor	Leste.	Komisi	Kebenaran	dan	Persahabatan	(KKP)	Indonesia	–	
Timor	Leste	ini	telah	sukses	menyelesaikan	berbagai	bentuk	pelanggaran	HAM	dalam	konflik	
Timor Timur tanpa melalui peradilan, dalam hal ini tanpa melalui Mahkamah Internasional. 
Pembentukan komisi ini telah menciptakan pergeseran konsep keadilan (concept 
of justice) dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu dari keadilan atas dasar pembalasan 
(retributive justice/prosecutorial justice) yang melekat pada sistem peradilan pidana, ke 
arah keadilan yang bersifat restoratif (restorative justice/community based justice), yang 
menekankan betapa pentingnya aspek restoratif atau penyembuhan bagi mereka yang 
menderita karena kejahatan.
Pendekatan keadilan restoratif diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari 
berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani 
perkara-perkara pidana pada saat ini. PBB melalui basic principles di atas, telah menegaskan 
penilaiannya bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat dipakai 
dalam sistem peradilan pidana yang rasional. Hal ini sejalan dengan pandangan Hoefnagels 
yang menyatakan bahwa politik kriminil harus rasional (a rational total of the responses to 
crime). Pendekatan keadilan restoratif merupakan suatu paradigma yang dapat dipakai sebagai 
bingkai dari strategi penanganan perkara pidana yang bertujuan menjawab ketidakpuasan atas 
bekerjanya sistem peradilan pidana yang ada saat ini.23
Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dalam Perkara Pidana
Di Amerika Utara, Australia dan sebagian Eropa, proses restoratif sudah lama 
diterapkan pada semua tahap penyelenggaraan peradilan pidana yang konvensional, yaitu 
22		Dikutip	pada	laman	website:	http://evacentre.blogspot.com/2009/11/definisi-keadilan-restoratif.html
23  Dikutip pada laman website: http://evacentre.blogspot.com/2009/11 
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tahap penyidikan dan penuntutan, tahap ajudikasi dan tahap eksekusi pemenjaraan. Intinya, 
keadilan restoratif memberi peran utama kepada korban kejahatan. Pelakunya tetap harus 
bertanggung jawab dan harus pula menyembukan luka jiwa sang korban, dan pelakupun 
layak memperoleh hukuman seringan mungkin. 
Keadilan restoratif di Indonesia dewasa in masih berhadapan dengan sistem peradilan 
pidana konvensional. Dapat dikatakan, para pelopor perubahan (change agents) terutama 
penegak hukum belum siap mengubah cara pandangnya dan masih memegang paradigm 
lama, di mana perbuatan pidana adalah pelanggaran terhadap negara, mereka belum dapat 
membayangkan, bahwa perbuatan dimaksud sesungguhnya adalah pelanggaran antarindividu 
dalam komunitas. Bilamana para penyelenggara peradilan pidana di Indonesia telah mengubah 
paradigma berpikirnya dan mengakui dan menerapkannya, dalam waktu yang tidak terlalu 
lama, keadilan restoratif akan berjalan bergandengan (in juxtaposition) dengan proses pidana 
yang konvensional.
Tentu saja disadari bahwa tidak pada semua jenis atau tingkatan tindak pidana dapat 
diterapkan prinsip keadilan restoratif, tetapi dalam tindak pidana tertentu penerapan prinsip 
ini jauh lebih efektif dibandingkan dengan proses peradilan pidana yang konvensional. Salah 
satu fakta yang ada telah membuktikan bahwa prinsip keadilan restoratif merupakan salah 
satu prinsip yang lebih fektif dalam menyelesaikan perkara pidana di Indonesia, dengan 
lahirnya UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengharuskan penerapan 
keadilan restoratif dalam penanganan anak yang bermasalah dengan hukum. Menangani 
masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan 
secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. 
Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah 
berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh. Seyogianya 
ini	merupakan	salah	satu	contoh	untuk	menjustifikasi	penyelesaian	tindak	pidana	yang	lain	
melalui prinsip keadilan restoratif, dan tidak malah sebaliknya, seperti kekerasan dalam 
rumah tangga (KDRT) yang kini senantiasa berujung di Pengadilan, dan pada gilirannya akan 
memberikan dampak yang buruk bagi keluarga itu sendiri. 
Masih terbayang dalam ingatan kita tentang kasus ”sengatan lebah”, “buah kakao 
si Nenek Minah”, “Sendal jepit yang bolong” yang tidak hanya menyengat empati dan 
keprihatinan dari keluarga, kerabat, dan para sahabatnya, melainkan juga membuka mata dan 
pikiran kita tentang sisi-sisi penegakan hukum selama ini. 
Kerap kali dijumpai adanya pemikiran bahwa setiap perkara pidana harus diadili melalui 
mekanisme peradilan pidana dan dipenjara sebagai balasan dari perbuatan pelaku. Dalam 
tataran tertentu, penghukuman pidana berupa penjara dapat menjadi sarana efektif dalam 
mencegah terjadinya kejahatan. Akan tetapi, secara kasat mata ternyata kehidupan di lembaga 
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pemasyarakatan di Indonesia masih menyisakan pekerjaan rumah, yang berdampak negatif 
dalam perlakuan narapidana/warga binaan, bahkan dalam lembaga pemasyarakatan tertentu 
menjadi salah satu wadah tumbuh suburnya kejahatan, antara lain masih adanya peredaran 
narkoba dalam lembaga pemasyarakatan. 
Dalam proses peradilan pidana di Indonesia, lembaga pemasyarakatan masih dianggap 
sebagai “keranjang sampah”, yaitu tempat penampungan dari berbagai kegiatan aparat 
penegak hukum lainnya. Dari mulai maling sandal jepit yang sudah bolong, maling kakao 2 
biji, bandar togel, pelaku mutilasi, bandar narkoba, sampai koruptor kelas kakap bercampur 
aduk dan dipenjarakan di suatu lokasi. Belum lagi tersangka yang dititipkan oleh penyidik 
ataupun terdakwa yang sedang menjalani proses persidangan, menambah hiruk pikuknya 
serta sumpeknya lembaga pemasyarakatan. Kondisi yang demikian itu, mengakibatkan 
fungsi-fungsi pemasyarakatan tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. 
Lembaga pemasyarakatan bukan lagi merupakan tempat melakukan rehabilitasi, 
reedukasi, resosialisasi, dan reintegrasi sosial, melainkan menjadi “tempat pengkaderan untuk 
melakukan kejahatan baru” (meminjam istilah Prof. Achmad Ali) atau menjadi “perguruan 
tinggi kejahatan” (menurut istilah Prof. Barda Nawawi) yang meningkatkan kualitas 
kejahatan nara pidana. Dalam istilah Ramsey Clark, “prisons factories of crime”, (lembaga 
pemasyarakatan merupakan pabrik kejahatan). 
Kultur penjara yang memengaruhi perilaku sipir selama ini telah memberikan andil 
dan kontribusi tersendiri terhadap persoalan yang ada di lembaga-lembaga pemasyarakatan. 
Sebagaimana tulisan Donald Taft Ralph W. England,24 yang menyatakan, pidana penjara 
yang dilaksanakan berdasarkan pandangan yang bersifat pemidanaan semata-mata akan lebih 
banyak menghasilkan penjahat daripada mencegahnya.
Oleh karena itu, sangat diperlukan prinsip keadilan restoratif dalam merespons 
pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada pelibatan masyarakat 
dan korban dalam penyelesaian perkara pidana.  Prinsip ini berbasis pada penyelesaian perkara 
secara musyawarah antara pelaku dan korban tersebut, selain itu prinsip ini dimaksudkan 
untuk menjadikan hukum berpihak kepada kelompok rentan hukum, termasuk di dalamnya 
anak-anak, kelompok manula, dan masyarakat miskin. Model keadilan restoratif tersebut tidak 
saja mengakomodasi kepentingan masyarakat “rentan hukum”, melainkan juga mencegah 
penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA). 
Dalam praktik peradilan pidana, seluruh perkara mulai dari pencurian sandal jepit 
sampai korupsi kelas kakap sekalipun, dapat dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung. 
Bertumpuknya jumlah perkara pidana yang diselesaikan melalui proses peradilan, tidak saja 
melahirkan banyaknya orang yang harus masuk “bui”, tetapi menjadikan aparat penegak 
24  Dikutip pada laman website: http://bataviase.co.id/node/85121
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hukum bekerja layaknya mesin produksi. Beroperasinya hukum yang berjalan secara mekanik 
telah menjauhkan “mata hati” aparat dalam menangani suatu kasus. Bagaimana mungkin 
mengharapkan hati nurani aparat, sedangkan di kepalanya telah dihadapkan kembali dengan 
tumpukan perkara lain yang harus segera diselesaikannya. 
Apalagi kalau aparat penegak hukum terjebak dalam pikiran-pikiran hukum normatif, 
bahwa hukum memberi kesan angker dan menakutkan untuk masyarakat.  Penegak hukum 
terjebak dalam kekakuan bahasa dan teks undang-undang serta peraturan-peraturan. Apa yang 
tertulis itu juga yang dilaksanakan. Padahal, yang harus cepat disadari bahwa, hukum harus 
berkembang seiring dengan berkembangnya masyarakat. Seharusnya para penegak hukum 
berani membuat terobosan, tanpa mengurangi nilai penegakkan hukum itu sendiri. Selain 
berfungsi sebagai penegak keadilan, hukum juga berfungsi sebagai sarana pembangunan, 
pemelihara dan penjaga keamanan serta sarana pendidikan bagi masyarakat. 
Dengan demikian, penerapan prinsip keadilan restoratif untuk memediasi perkara 
pidana tertentu perlu direspon. Konsep mediasi perkara pidana tersebut memungkinkan 
perkara pencurian biji kakao yang dilakukan Nenek Minah tidak perlu diajukan ke meja 
hijau, melainkan cukup dengan memanggil pihak-pihak yang berperkara untuk diselesaikan 
di kepolisian. Dengan pendekatan personal dan sosiologis di ruang hakim. Lebih tepatnya, 
pembinaan hukum, sehingga hukum tidak dipandang masyarakat kecil sebagai sesuatu yang 
menakutkan. Pada gilirannya, konsep mediasi diharapkan dapat mengurangi berjubelnya 
terhukum di lembaga pemasyarakatan serta dapat mengeliminasi tumpukan perkara di MA.
Bekerjanya hukum dalam masyarakat menurut Brian Z. Tamanaha,25  seharusnya bertolak 
dari konsepsi law is mirror society (hukum adalah cerminan dari masyarakat). Dalam tataran ini, 
hukum	tidak	hanya	merupakan	cerminan	masyarakat,	tetapi	dapat	merefleksikan	rasa	keadilan	
masyarakatnya. Pemenuhan rasa keadilan tersebut disebabkan masyarakat merupakan tempat 
bekerjanya hukum. Dalam praktik penegakan hukum, pemenuhan rasa keadilan substantif 
tersebut sering kali berhadapan dengan prosedural hukum yang mengharuskan ditempuhnya 
tata cara dan kaidah-kaidah baku. Dengan demikian, dalam implementasinya, pemenuhan 
terhadap kepastian hukum kerap kali mengorbankan nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan. 
Begitu pula halnya ketika kemanfaatan hukum yang dikedepankan, maka akan menerabas 
kepastian hukum dan tidak dapat mengakomodasi rasa keadilan. Pertentangan pemenuhan 
ketiga tujuan hukum dalam waktu bersamaan merupakan persoalan klasik, yang disebut oleh 
Gustav Radbuch sebagai spatnung verhatnis. 
Mencermati konsepsi mediasi hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restoratif, 
tentunya harus diikuti dengan percepatan pembaruan hukum pidana (penal reform) yang saat 
ini digodok di Kementerian Hukum dan HAM. Berkaitan dengan penerapan prinsip keadilan 
25  Tamanaha, Brian Z., 2001, A General Jurisprudence of Law and Society, Oxford University Press.
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restoratif, maka terdapat tiga hal yang seyogianya diakomodasi, yakni: 
1. Kategorisasi kejahatan dalam beberapa tingkatan. Dalam hal ini, pembedaan tindak 
pidana ke dalam pelanggaran dan kejahatan yang selama ini dianut dalam KUHP, 
diganti menjadi kategorisasi kejahatan dalam tiga tingkatan yaitu kejahatan ringan, 
sedang, dan berat yang diikuti dengan pembedaan tata cara dan mekanisme penyelesaian 
perkaranya. Misalnya, untuk kategori kejahatan ringan, penyelesaian perkaranya cukup 
melalui mediasi para pihak di kepolisian. Kategori kejahatan sedang telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap (in-kracht van gewijsde) dalam tahapan pengadilan banding, 
sehingga tidak perlu sampai pada tingkat kasasi. Kategori kejahatan berat  yang boleh 
sampai pada tingkat kasasi. Selain itu, semakin tinggi kategori kejahatan, semakin berat 
pula ancaman sanksinya. Misalnya untuk kategori, kejahatan berat, ancaman sanksinya 
dapat berupa pidana 15 tahun, seumur hidup, ataupun pidana mati. 
2. Perluasan konsepsi alasan penghapus pidana. Selama ini dalam tataran teori hukum 
pidana yang menganut asas perdamaian ataupun pembayaran ganti rugi sekalipun, 
tidaklah menghapus sifat melawan hukum suatu perbuatan. Meskipun pelaku membayar 
“uang ganti rugi” sebagai bentuk perdamaian dengan korban, tetapi hal tersebut tidak 
menghentikan proses pidananya melainkan hanya merupakan sesuatu yang dapat 
meringankan tuntutan pidana terhadap pelaku. Konsep ini perlu diperluas dalam tindak 
pidana tertentu, apalagi dalam realitasnya telah terjadi, dimana pelaku kejahatan yang 
telah membayar sejumlah uang yang telah disepakati dengan keluarga korban, maka 
pelaku tidak lagi dilanjutkan kasusnya pada tingkat penuntutan. 
3. Adanya peradilan prajustisial yaitu suatu model penyelesaian perkara sebelum diajukan 
ke pengadilan. Peradilan prajustisial ini dimaksudkan agar korban dan pelaku dapat 
mempunyai ruang yang leluasa untuk menentukan penyelesaian perkara selanjutnya. 
Kalaulah mereka bersepakat untuk menyelesaikannya secara damai, dibuatkan akta 
perdamaian sehingga tidak perlu dilanjutkan lagi melalui proses pemeriksaan di 
sidang pengadilan. Tentu saja mekanisme dan tata cara model prajustisia seyogianya 
diakomodasi dalam pembaharuan KUHAP, sebagai payung dalam penegakan hukum 
acara pidana.
Ketiga substansi tersebut diharapkan menjadi mediasi perkara pidana sebagaimana 
yang diwacanakan, dan dapat diimplementasikan tanpa mengorbankan kepastian hukum. 
Dengan mengakomodasi prinsip keadilan restoratif, setidaknya dapat membantah pernyataan 
Gustav Radbuch yang senantiasa mempertentangkan antara keadilan substantif dan kepastian 
hukum. Justeru sebaliknya, memadukan antara keadilan dan kepastian hukum, bukan 
mempertentangkannya, yang pada gilirannya akan melahirkan rasa keadilan masyarakyat 
yang bersendikan kepastian hukum. 
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Bukankah Brian Z. Tamahana di atas telah menegaskan bahwa hukum yang baik adalah 
hukum yang merupakan cermin dari masyarakatnya. Apalagi secara antropologis, kultur 
hukum bangsa Indonesia dikenal sebagai masyarakat cenderung untuk bermusyawarah 
dan	berdamai	dalam	menyelesaikan	setiap	konflik	yang	terjadi	tanpa	ada	pembatasan	atau	
pembedaan antara perkara perdata dan perkara pidana. Oleh karena itu, tidak mengherankan 
kalau di dalam praktik penegakan hukum, masih kerap kita temukan adanya perdamaian 
antara pelanggar dengan petugas, karena keduanya memiliki kultur hukum yang sama yaitu 
kultur	hukum	yang	selalu	berdamai	dalam	menghadapi	setiap	persoalan	atau	konflik.	
PENUTUP
Penerapan prinsip keadilan restoratif sangat tepat dalam penyelesaian perkara pidana di 
Indonesia dengan batasan-batasan sebagaimana diuraikan di atas. Hal ini telah disadari 
oleh Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori,26 yang menyatakan bahwa keadilan 
restoratif akan lebih memberikan rasa keadilan, karena hukum tidak dilaksanakan secara 
kaku demi kepastian hukum. Selain memberikan kepastian hendaknya juga memberikan rasa 
keadilan dan kemanfaatan kepada masyarakat. Penerapan secara kaku sering melukai rasa 
keadilan. Karena itu, adanya  keadilan restoratif adalah pilihan terbaik dalam menyelesaikan 
kekakuan dalam hukum.
Oleh karena itu, dilaksanakan restorasi itu adalah pilihan bijaksana. 
Namun demikian, Imam Anshori mengingatkan kepada para hakim untuk tidak 
menyalahgunakan keadilan restoratif untuk kepentingan sendiri yang menyimpang. Hakim 
tidak boleh meminta kepada terdakwa dan keluarganya atas bantuan yang telah diberikan. 
Harus murni demi keadilan dan kemaslaham masyarakat. KY akan terus memantau jika prinsip 
keadilan restoratif ini diterapkan, agar tidak menyimpang dari subtansi dilaksanakannya 
kebijakan tersebut. Jadi harus benar-benar selektif dan dilaksanakan secara tepat sesuai asas-
asas hukum itu sendiri.
26   Dikutip pada laman website: www.today.co.id, Minggu, 20 Maret 2011.
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PENDAHULUAN 
Teori klasik yang diutarakan oleh Hans Morgenthau tentang “marwah” suatu negara dalam 
pergaulan hukum atau politik terantung dari sejumlah unsur dalam apa yang disebut Elements 
of National Power, walaupun ia secara kategoris mengumpulkannya ke dalam dua rumpun 
yakni rumpun yang stabil dan rumpun yang tidak stabil (relative stable and constant to 
change).1
Dari sembilan unsur tersebut, secara sederhana ia bisa dirujuk ke dalam dua rumpun 
besar, yakni dalam ketegori “human resources” terdiri dari 7 unsur2 dan Natural Resources 
dua unsur.3 Kesembilan unsur inilah yang akan menentukan “bargaining position” suatu 
negara dalam pergaulan internasional.
1 Hans. J. Morgenthau. 1973. Politics Among Nations, Alfred A KNQF Inc. Newyork, hal 117
2 Industrial Capacity, Military Prepardness, population, National Character, National Morale, Quality Di-
plomacy dan Quality of Government Ibid hal 126-155
3 Geography and Natural Resources, Ibid hal 116-125
KONVENSI ILO 185: PERLINDUNGAN UNTUK TKI 
DAN PELAUT INDONESIA DI LUAR NEGERI (?)
Oleh: 
Firman Hasan
Fakultas Hukum Universitas Andalas
E-mail: firmanhasan1952@yahoo.com
Abstract: To protect it’s labour who work overseas Indonesia has initiated cooperation 
with some Middle-Eastern countries and some organization such as United Nation High 
Commision on Refugees (UNHCR) and International Organization of Migration (IOM). ILO 
Convention 185/2003 has been put in place as a result of the American pressure on the 
International Labour Organization (ILO). While the benefits of convention are difficult to 
deny there are also concern about its potensial abuse and other problem arising from its 
implementation.
Keywords: ILO Convention, Sailor, Indonesian Labour
Abstrak: Dalam rangka melindungi tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri, 
Indonesia sudah berinisiatif menjalin kerjasama dengan beberapa Negara di Timuur 
Tengah serta beberapa organisasi internasional, seperti UNHCR dan IOM. Konvensi ILO 
185/2003 sudah mulai diberlakukan sebagai akibat dari tekanan Amerika Serikat kepada 
ILO. Di samping sejumlah manfaat yang mungkin diperoleh dari konvensi itu, sulit juga 
untuk mengabaikan adanya potensi gangguan dan berbagai masalah yang mungkin muncul 
dalam pelaksanaannya.
Kata Kunci: Konvensi ILO, Pelaut, Tenaga Kerja Indonesia
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Dalam pergaulan internasional klasik sampai pada kondisi faktual dewasa ini, 
memperlihatkan bahwa faktor manusia jauh lebih dominan menentukan “standing position” 
suatu negara dibandingkan dengan elemen yang disediakan oleh alam. Tulisan ini mencoba 
mendiskusikan 2 faktor dari unsur manusia, yakni population dan quality of diplomacy 
khususnya dari kaca mata Indonesia dalam pergaulan antar bangsa. Population atau penduduk 
dalam tulisan ini dimaksudkan adalah bagian dari penduduk Indonesia dan mutu diplomasi 
yang dimiliki oleh negara ini. Namun dari awal perlu dicatat kedua kategori di atas tidak 
diartikan dalam makna semantic persis sama dengan yang dipakai oleh Hans Morgenthau, 
ada beberapa perampingan kategori dan permasalahan yang dalam persepsi penulis tidak 
bertentangan dengan “opini” pakar di atas.
Dalam rangka memudahkan pemahaman di sini, coba dikongkritkan kedua unsur 
di	 atas	 diproyeksikan	 dengan	 konfigurasi	 Kementrian	 Luar	 Negeri,	 sebagai	 wadah	 para	
diplomat Indonesia berkumpul dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dalam tulisan ini pula 
dipergunakan untuk uneducated worker dan para pelaut Indonesia yang bekerja di berbagai 
kapal-kapal asing di seantero dunia.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Peran Kementrian Luar Negeri
Penyelenggaraan hubungan luar negeri Indonesia pada umumnya dilakukan oleh 
Departemen Luar Negeri Republik Indonesia. Departemen Luar Negeri Republik Indonesia 
juga berperan sebagai koordinator penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan 
politik luar negeri. Tujuan utama dari hubungan dan politik luar negeri adalah memperjuangkan 
dan mempertahankan kepentingan nasional,4 termasuk perlindungan kepada warga negara 
Indonesia di luar negeri, diperlukan upaya yang mencakup kegiatan politik dan hubungan 
luar negeri yang berlandaskan peraturan perundang-undangan nasional dan internasional
Pancasila merupakan landasan ideal dan UUD NRI 1945 sebagai landasan struktural dan 
konsepsional dalam melaksanakan peryelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan 
politik luar negeri. Sedangkan landasan hukum operasional penyelenggaraan hubungan luar 
negeri dan pelaksanaan politik luar negeri dewasa ini adalah Undang-Undang Nomor 37 
Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional.5
4  Di zaman Orde Baru ini disebut bahwa politik luar negeri adalah kelanjutan politik dalam negeri, lihat 
misalnya TAP MPR No. V/tahun 1997 tentang GBHN, ini berbeda dengan catatan yang diutarakan oleh Yuwono 
Sudarsono yang mengatakan bahwa bagi negeri “kuat” statement di atas valid, tetapi ironisnya bagi negara 
lemah bahwa justru terjadi bahwa kebijaksanaan dalam negeri “sekedar” merespon dinamika internasional. 
Bandingkan denga Hans Morgenthau di atas dalam political among nations nya 
5  Bahkan dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Menteri Luar Negeri menjadi pihak 
yang amat menentukan lahir suatu hubungan hokum dan politik antara Indonesia dengan pihak luar (Pasal 2)
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Untuk memberikan sekilas gambaran mengenai hubungan luar negeri, perlu kiranya 
dijelaskan	definisi	yang	digunakan,	yaitu	setiap	kegiatan	yang	menyangkut	aspek	regional	
dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-
lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga 
swadaya masayarakat, atau warga negara Indonesia. Formula ini meletakkan hubungan luar 
negeri atau hubungan internasional di dalam domein publik dan privat dan quasi di antara 
keduanya.6
Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa memberikan perlindungan kepada warga 
negara Indonesia di luar negeri merupakan salah satu tugas pokok dari Kementrian Luar 
Negeri Republik Indonesia dan Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tugas demikian 
merupakan amanat konstitusional yang harus dilaksanakan sebaik dan semaksimal mungkin 
oleh aparatur penyelenggara hubungan luar negeri. Pasal 19 huruf a Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 1999 tentang hubungan luar negeri menegaskan bahwa pemerintah berkewajiban 
memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan 
hukum Indonesia di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta 
hukum dan kebiasaan internasional. 
Kaedah ini mengabaikan persoalan apakah subjek hukum Indonesia itu dalam berbuat 
dan belakangan menimbulkan persoalan “memberitahukan” atau tidak kepada pemerintah 
Indonesia akan melakukan sesuatu di negara asing. Dalam kalimat yang lebih kurang sama 
Pasal 92 ayat (2) UU No. 39 Tahun 2004 memberikan pula kewajiban yang sama kepada 
Perwakilan Republik Indonesia setempat.7
Pemberian perlindungan dan bantuan hukum terhadap warga negara Indonesia termasuk 
tenaga kerja Indonesia (TKI) baik yang bersifat legal worker ataupun undocumented worker 
tidak bisa dilakukan begitu saja tapi memerlukan bantuan dan kerjasama baik secara bilateral 
maupun multilateral dengan pihak-pihak terkait di luar negeri, seperti negara dimana 
mereka bekerja atau terdampar, organisasi internasional dan lembaga sosial masyarakat 
asing maupun individu asing yang peduli dengan warga negara Indonesia. Dalam kerangka 
kerja memberikan perlindungan kepada WNI,8 secara bilateral, Indonesia telah mengadakan 
perjanjian tentang penempatan tenaga kerja Indonesia dengan Kuwait, Yordania, Malaysia, 
Korea Selatan dan Taiwan.9 Sedangkan dengan Singapura, Bahrain, Uni Emirat Arab, 
6 Lihat Pasal 5 UU No 24 Tahun 2000
7 Pesan yang disampaikan UU ini adalah Negara berkewajiban melindungi warga Negara Indonesia di luar 
negeri apakah dia legal worker atau undocumented worker bahkan mereka yang berstatus terpidana pun di luar 
negeri tidak mengurangi kewajiban Negara untuk melindungi mereka
8 Lihat pasal 78 ayat (1) dan (2) UU No 39 / 2004, multilateral terlepas ada tidaknya “agreement” antara 
negara bersangkutan dengan RI terutama bagi mereka yang jadi pelaut di berbagai kapal asing yang menjelajahi 
berbagai pelabuhan di berbagai negara 
9 Dengan Kuwait 10 Mei 1996, Malaysia diperbaharui tanggal 10 Mei 2004, Korea Selatan 13 Juli 2004, 
Jordan (09) Libya, Kuwait, Syria dan Libanon masih bersifat informal sedangkan khusus dengan Taiwan para 
pihaknya	adalah	Indonesia	Economi	and	Trade	Office	dan	Counterpart	nya	di	Taiwan,	hal	ini	dilakukan	untuk	
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Qatar, Brunei Darussalam dan Australia masih dalam tahap perundingan. Diharapkan 
dalam waktu tidak terlalu lama kesepakatan sudah dapat dicapai. Kesepakatan ini tentunya 
bertujuan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik kepada para pencari devisa 
yang berpendidikan sederhana itu. Walaupun kenyataanya laporan media massa masih 
mengungkapkan perlakuan yang tidak manusiawi dialami khususnya oleh TKI baik yang 
legal ataupun undocumented worker di luar negeri termasuk dengan negara mana Indonesia 
sudah tanda tangani perjanjian kerja sama.
Perlindungan terhadap hak-hak TKI merupakan masalah yang paling krusial hal ini 
merupakan konsekuensi logis karena kedaulatan hukum negara penerima terusik dengan 
adanya permintaan jaminan perlindungan oleh Indonesia termasuk akses kekonsuleran apabila 
TKI menghadapi masalah hukum. Bagaimanapun negara (asing) itu pasti lebih memperhatikan 
kepentingan warganya dibandingkan dengan kepentingan orang lain. Problematika ini 
seharusnya tidak perlu mengganggu hubungan antara Indonesia dengan negara mana TKI 
menghadapi persoalan, sebab persoalan muncul tidak saja oleh kelalaian dan atau kesalahan 
yang sengaja dibuat oleh berbagai pihak dari Indonesia tetapi juga unsur yang sama ada pula 
dari pihak-pihak negara tempatan. Dengan pemahaman ini apabila timbul suatu persoalan 
hukum yang menimpa TKI, otoritas yustisial negara (tempatan) harus pula melihat dari sisi 
ini, tidak sekedar melihat suatu akhir dari satu peristiwa dengan mengabaikan latar belakang 
langsung dan tidak langsung dari peristiwa bersangkutan muncul.10 
Namun pada kenyataannya upaya penyelesaian suatu persoalan hukum dan terutama 
bagi pemerintah Indonesia dalam menberi perlindungan hukum untuk khususnya “uneducated 
worker” (baik yang bersifat legal worker ataupun undocumented worker) di luar negeri akan 
lebih baik dalam kerangka kerjasama multilateral dengan lembaga-lembaga internasional 
seperti Organisasi Perburuhan International (International Labor Organization-ILO), Komisi 
Tinggi PBB tentang Pengungsi (United Nations High Commission on Refugee-UNHCR), 
Organisasi Migrasi Internasional (International Organization of Migration-IOM) ataupun 
dengan negara-negara sahabat dimana ada dan banyak tenaga kerja Indonesia mencari nafkah. 
Kerjasama multilateral ini telah pula diupayakan, Indonesia dan ILO bersama merumuskan 
norma-norma standar universal bagi pekerja. Sedangkan kerjasama dengan Komisi Tinggi 
PBB	tentang	Pengungsi	merupakan	kerjasama	untuk	membantu	TKI	apabila	terjadi	konflik	
di negara tempat mereka bekerja 
Dalam	 rangka	menghindarkan	 sensitifitas	 yang	 berlebihan	 di	 negara	 tempatan	maka	
Indonesia bekerjasama dengan IOM bertujuan untuk mendata, yang sekaligus bisa jadi payung 
menghidarkan	sensitifitas	RRC	dengan	Politic,	one	and	only	one	China	policy-	(Dit	Pirjan	International	Ke-
menlu)
10  Beberapa kali terjadi unjuk rasa di berbagai kota besar di Indonesia akibat cedera yang mengerikan yang 
diderita oleh para TKI khususnya wanita yang bekerja di Malaysia 
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
227
perlindungan bagi TKI atas perlakuan yang tidak manusiawi. Pola ini diharapkan pula mampu 
mendorong pemerintah setempat untuk “mendisiplin” pula warganya dalam menggunakan 
tenaga asing di rumah atau di perusahaannya. Langkah berikutnya, Indonesia “harus” mencari 
payung hukum internasional yang bersifat umum untuk memberikan perlindungan hukum 
kepada warganya saat sang warga membutuhkan atau saat ia terperangkap dalam persoalan 
hukum tertentu di negara asing. 
Konvensi ILO 185 tentang Dokumen Identitas Pelaut 
Serangan teroris terhadap Pusat Perdagangan Dunia (World Trade Centre-WTC) di 
New York telah meluluhlantakan gedung kembar tersebut menjadi puing-puing dengan cara 
menabrakan pesawat penumpang komersial. Serangan tersebut dilakukan pula atas Pentagon 
yang menjadi pusat komando pertahanan yang paling ketat keamanannya di dunia pada 
tanggal 11 September 2001, yang lebih dikenal dengan peristiwa 9/11 (nine eleven). Korban 
yang ditimbulkan oleh serangan teroris tersebut ribuan jiwa melayang.11
Serangan teroris tersebut merupakan tragedi yang tidak pernah terbayangkan oleh 
bangsa Amerika Serikat setelah tragedi serupa sewaktu tentara Jepang menyerang pangkalan 
angkatan laut Amerika Serikat di Pearl Harbor, Hawaii pada tanggal 7 Desember 1941.12 
Sebelum terjadi peristiwa 9/11, paradigma yang selalu dipahami oleh para analis intelijen dan 
pertahanan menyatakan bahwa Amerika Serikat aman dari ancaman dan gangguan keamanan 
dari dalam territorialnya dan kalaupun ada serangan ataupun gangguan dari luar teritoral 
Amerika Serikat kemungkinan itu hanya datang dari segelintir kecil negara seperti dari Rusia, 
Korea Utara atau dari Cina. Paradigma tersebut meleset karena serangan tidak dilakukan dari 
luar akan tetapi serangan dilakukan dari “jantung” territorial Amerika Serikat yaitu dengan 
membajak pesawat penumpang komersil sebagai wahananya dan menabrakan ke gedung-
gedung vital yang melambangkan kedigdayaan Amerika Serikat baik secara politik, ekonomi 
maupun militer dan menimbulkan efek psikologis yang luar biasa serta telah mengakibatkan 
bangsa atau setidaknya pemerintah Amerika Serikat menjadi paranoid.13
Untuk melindungi bangsa dan negaranya, Kongres Amerika Serikat telah menetapkan 
UU anti teroris yang sangat represif yang dikenal dengan USA Patriot. UU tersebut 
mewajibkan seluruh komponen pertahanan dan keamanan Amerika Serikat untuk mengambil 
11  Lihat: The 9/11 Commission Report
12  Tanggal 7 Desember 1941 adalah suatu tanggal yang selalu tidak terlupakan bagi Amerika Serikat di-
mana tanggal tersebut secara mendadak dan dengan sengaja diserang oleh angkatan laut dan angkata darat 
Kekaisaran Jepang. Pearl Harbor Attacked, http://pearlharborattacked.com/
13  Persoalan terlepas dari suatu tanda tanya besar, khususnya dari kalangan dunia Islam, apakah tidak 
mungkin hal ini adalah “ulah” terorisme Internasional yang ingin memakai dan memaksa tangan Amerika 
menekan negara yang penduduknya mayoritas Islam atau bersifat resmi menyebut diri Negara Islam dan mem-
perlihatkan sikap lebih independen terhadap skenario global Amerika Serikat yang dalam mana banyak keun-
tungan yang diraih oleh Israel?
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langkah-langkah secepatnya untuk melindungi bangsa dan negara Amerika Serikat dari segala 
aspek ancaman yang terkait terutama matra pertahanan dan keamanan darat, laut, dan udara. 
Kebijakan ini bahkan berkembang lebih “liar” lagi di mana Amerika Serikat merasa punya 
mandat untuk mengancam dan menindak negara yang tidak sejalan dengan kepentingannya 
dengan dalil misalnya tuduhan pengembangan senjata nuklir atau tuduhan sebagai negara 
yang tidak demokratis atau melanggar hak-hak azasi manusia atau negara yang melindungi 
para teroris dan terorisme. Sebagai sebuah Negara Adidaya yang dewasa ini nyaris tanpa 
tanding Amerika Serikat dengan “leluasa” mengintrodusir berbagai ketentuan internasional 
yang harus dipatuhi oleh negara-negara lain terlepas dari adakah negara bersangkutan 
merasa berkepentingan atau tidak atas norma internasional tersebut. Dengan kedigdayaannya 
itu, Amerika Serikat mampu mempergunakan Otoritas Organisasi Internasional untuk 
mengusulkan (atau memaksakan?) pemberlakuan norma-norma baru yang bersifat global.
Dalam rangka mensterilkan negaranya dari berbagai gangguan potensial maka Amerika 
Serikat mengitrodusir suatu kebijakan baru yang amat protektif dan menuntut bahwa setiap 
kapal yang masuk ke dalam territorialnya harus mematuhi atau memenuhi persyaratan 
tertentu sesuai dengan bidang pelayaran internasional. Amerika Serikat mengajukan suatu 
proposal komprehensif kepada Organisasi Maritim Internasional (International Maritime 
Organization-IMO) yang meliputi empat bidang yaitu kapal penumpang, kapal kargo, pelaut 
dan pelabuhan. Barangkali karena tekanan AS dari dalam, dalam rangka menghindari negara 
adidaya itu mendiktekan seluruhnya kemauannya dalam pergaulan internasional maka IMO 
akhirnya mampu menciptakan suatu kesepakatan dalam menangani pelaksanaan kaedah-
kaedah baru dan sistim digital baru yang teknologinya milik Amerika Serikat terhadap kapal 
penumpang. Norma internasional ini memberi kewenangan kepada Organisasi Pabean Dunia 
(World Customs Organization-WCO) menangani kapal kargo dan ILO menangani pelaut.14
Latar belakang keinginan Amerika ini “dibungkus” dengan anggapan bahwa Konvensi 
ILO 108/1958 tentang Dokumen Identitas Pelaut (Seafarer Identity Document-SID) tidak 
memadai lagi dari segi keamanan dan Konvensi tersebut harus direvisi guna mengatur ketentuan 
baru yang berkaitan dengan ciri-ciri keamanan modern15 bagi pelaut termasuk keharusan 
14  “Dinamika” ini selaras dengan Statement Bush ini dikukuhkan oleh Wapresnya Dick Cheney yang ingin 
mensterilkan berbagai pelayaran internasional dari jangkauan teroris (Republika 22 dan 24 Januari 2004 hal 
1 dan 5). Perkembangan ke depan agak menarik karena Inggris menolak ajakan Bush ini. Dunia Islam amat 
tersinggung dan kuatir atas sikap rezim Amerika dewasa ini sebagaimana disampaikan oleh Wakil Perdana 
Menteri Malaysia Najib Tun Razak yang mencurigai terorisme itu sekedar “sampul” untuk tidak mengatakan 
bahwa mereka / teroris itu dekat atau bahkan berasal dari Islam (Republika, 24 Januari 2004). International La-
bour Organization, Second Informal Special Meeting on Improved Security of Seafarers’ Identity Documents, 
Geneva 17 October 2002 (SSSID/2002/2). Hal 2 
15  Adapun dalam SID harus tercakup : 1) photo digital ,2) tandatangan pemegang, 3) otoritas yang menge-
luarkan,	4)	bukti	kebangsaan,	5)	identifikasi	positif	qualifikasi	pelaut,	6)	izin	untuk	memasuki	negara	lain	dan	7)	
contoh biometrik , International Labour Organization, Consultation Meeting on Improved Security of  Seafar-
ers’	Identification,	Geneva	9-10	May	2002	(CMISSI/2002)	Appendix	2,	Prevention	and	Suppression	of	Act	of	
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adanya contoh biometrik (biometric template).16 Pada Juni 2003, ILO telah menerima suatu 
revisi yang dikenal dengan Konvensi ILO 185/2003 tentang Dokumen Identitas Pelaut (SID). 
Konvensi ini banyak menampung keinginan Amerika Serikat seperti yang termuat di dalam 
UU keamanan trasportasi laut (Maritime Transportation Security Act of 2002-MTSA 2002), 
walaupun konstruksi hukumnya kurang sesuai dengan selera Amerika Serikat.17 Dinamika 
ini mempertegas kenyataan bahwa apa yang disampaikan oleh Yuwono Sudarsono tentang 
negara	 adidaya	 mampu	 mengifiltrasikan	 berbagai	 kepentingan	 dalam	 bentuk	 “packing” 
kaedah hukum internasional positif, dalam hal ini Konvensi ILO 185/2003. Amerika Serikat 
menganggap bahwa Konvensi ILO 108/1958 sudah tidak memadai lagi dari segi keamanan 
karena SID18 yang diatur dalam Konvensi ILO 108/1958 sangat mudah dipalsukan oleh 
pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti teroris, yang akan melancarkan berbagai 
serangan terhadap kepentingan Amerika Serikat yang akan membahayakan pertahanan atau 
keamanannya.
Sesuai amanat Seksi 103 (a) MTSA 2002, yang meminta pemerintah Amerika Serikat 
untuk menegosiasikan agar Konvensi 108/1958 direvisi guna mencegah pemalsuan syarat-
syarat SID yang baru dan sisi keamanannya dapat dipertanggungjawabkan.19 Sedangkan pada 
Seksi 103 (b) menyatakan bahwa pemerintah Amerika Serikat diminta untuk mengajukan 
kepada Komite Perdagangan, Ilmu Pengetahuan dan Transportasi Senat serta kepada  Komite 
Transportasi dan Infrastruktur DPR suatu rancangan peraturan yang apabila disetujui akan 
membentuk	suatu	keseragaman	dan	komprehensif	sistem	identifikasi	untuk	pelaut.20
Konvensi ILO 185/2003 memuat beberapa ketentuan baru, yang dalam Konvensi ILO 
108/1958 belum diatur seperti SID dapat dibaca oleh mesin yang didesain untuk itu; database 
elektronik nasional yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun oleh pihak yang berwenang; 
Terrorism	Against	Shipping,	Seafarer	Identification	Submitted	by	the	United	States	hal	2.	selanjutnya	disingkat	
Prevention and Suppression  
16	Pengertian	biometrik	adalah	setiap	yang	dapat	diukur	secara	otomatis	yaitu	karakteristik	fisik	yang	sehat	
secara	tersendiri	atau	ciri	personal	yang	dapat	digunakan	untuk	mengidentifikasi	seseorang	atau	membuktikan	
penegasan identitas seseorang, John D. Woodward, et.al, Biometric A Look at Facial Recognition, (prepared for 
the Virginia State Crime Commission), Rand, 2003 , Santa Monica-California hal 1
17 Section 103 mengamankan bahwa Treaty Initiative-The Secretary of the department in which the Coast 
Guard is operating is encouraged to negotiation an international agreement or an amendment to an inter-
national to an international agreement, that provides for a uniform, comprehensive, international system of 
identification for seafarer that will enable the United States and another country to establish authoritatively the 
identity of any seafarer aboard a vessel within the jurisdiction, including the territorial waters, of  the United 
States or such other country  
18		Pasal	4	ayat	(3)	mensyaratkan	SID	harus	memuat:	(a)	full	name	(first	and	last	names	where	applicable),	
(b) date and place of birth, (c) nationality, (d) physical characteristics, (e) photograph and (f) signature or, if 
bearer is unable to sign, a thumbprint
19 Infra footnote 14
20 Pola politik internasional yang diperlihatkan oleh Amerika Serikat adalah sejauh itu direstui oleh Kon-
gres, Amerika Serikat tidak ragu “menabrak” kaedah-kaedah hukum internasional karena seperti kata Morgen-
thau negara ini bisa mandiri dan segala aspek kehidupan antar bangsa dan punya instrument teknologi mutakhir 
yang mampu memaksa pihak atau negara lain yang terlibat atau yang dilibatkan, (lihat Morgenthau pada bab 
VII dan VIII)
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pengendalian mutu dan evaluasi SID; fasilitas kemudahan cuti darat, transit dan transfer bagi 
pelaut; dan perpanjangan serta penarikan SID.
Kemajuan teknologi digital “dipaksakan” untuk menjadi sistim yang outputnya 
melahirkan SID setiap pelaut sehingga memudahkan pemantau dan keberadaan setiap pelaut 
dan terhindar dari kemungkinan pindahnya SID kepada orang lain (bahasa Amerika Serikat; 
Teroris). Namun suatu hal yang sudah jadi rahasia umum dengan dalil perlindungan atas Hak 
Kekayaan Intelektual (HAKI) pemakai teknologi ini tetap tergantung kepada penemunya. 
Ada suatu pertanyaan yang bisa diajukan apakah tidak mungkin semua data tentang pelaut di 
setiap tempat menjadi mudah diterobos oleh Amerika Serikat sebagai pemilik teknologinya?21 
Pertanyaan kedua adalah apakah tidak mungkin pembuat teknologi bisa “mengatur” data 
sesuai kepentinggannya, bukankah mungkin dari sini awal lahirnya teroris ciptaan Amerika 
Serikat? Pertanyaan diatas rasanya tidak apriori melihat kemampuan Amerika “menciptakan” 
seorang Al Farouk sebagai teroris sementara Indonesia tidak pernah tahu sepak terjang dan 
informasi yang diperoleh oleh Amerika Serikat dari dia dan mengukuhkannya sebagai teroris, 
namun melihat ia akhrinya lolos dari Penjara Guantanamo dan tewas ditembak di Pakistan, 
bukan tidak mungkin yang bersangkutan “dipelihara” oleh suatu Negara dan kemudian setelah 
tujuan tercapai ia dilepas dan akhirnya dihabisi (?) 22
Arti Penting Konvensi ILO No. 185 Tahun 2003
Sumber daya manusia memiliki peran sangat penting dan strategis dalam pembangunan 
kelautan dan perikanan di Indonesia. Salah satu bagian dari SDM kelautan dan perikanan yang 
memiliki peran penting dan langsung berkiprah di laut, menantang ganasnya alam adalah para 
pelaut. Bekerja di kapal seperti halnya di kapal penumpang dan kapal niaga dituntut memiliki 
keberanian tinggi dalam menghadapi segala tantangan alam, ulet, disiplin tinggi, dan tahan 
hidup dalam suatu komunitas kecil di atas kapal dalam jangka lama, sekitar dua sampai tiga 
bulan di tengah laut, sehingga perlu dijaga hubungan yang harmonis antar individu di atas 
kapal
Kaitan dengan kompetensi pelaut dewasa ini, para pelaut niaga dituntut untuk memenuhi 
persyaratan Standard Training Certification and Watchkeeping for Seafarer 1995, sedangkan 
untuk pelaut kapal perikanan dituntut untuk memenuhi standar kompetensi berdasarkan 
Standard Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnels (STCW-F) 
1995 dan IMO. Pelaut berstandar dimaksud, yakni memiliki pengetahuan dan keterampilan 
tentang keselamatan jiwa, harta dan menjaga lingkungan agar laut tetap bersih dan terbebas 
dari polusi (clean ocean) serta melakukan penangkapan ikan yang bertanggung jawab 
21 Walaupun hal ini dijamin oleh artikel 4 Pasal 1 ILO Convention No. 185 tentang Perubahan Dokumentasi 
Pelaut 1950
22 Lihat artikel 1 (scope) poin 1 Convention ILO No 185 / 2003
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(responsible fishing).	Untuk	mengantisipasi	sertifikasi	tersebut,	Indonesia	telah	menetapkan	
kualifikasi	 bagi	 pelaut	 23 dan memiliki SID. Diperkirakan jumlah pelaut Indonesia lebih 
kurang 120 ribu orang.24 Dengan jumlah sebesar itu secara ekonomis telah mendatangkan 
devisa	 untuk	 negara	 yang	 cukup	 signifikan	 dan	 bekerja	 di	 kapal	 berbendera	 asing	 telah	
mengurangi pengganguran
Bagi Pelaut Indonesia yang bekerja di atas kapal yang bendera Indonesia atau kapal 
berbendera asing yang berlayar di luar wilayah teritorial Indonesia, terutama ke dan dari 
wilayah teritorial Amerika Serikat akan ada jaminan kesehatan, keamanan dan kenyamanan 
apabila mereka memiliki SID seperti yang disyaratkan oleh Konvensi ILO 185/2003
Kepemilikan SID oleh pelaut Indonesia akan lebih memudahkan bagi perwakilan 
RI di luar negeri dalam memberikan perlindungan dan bantuan hukum. Cuma yang jadi 
pertanyaan bagi pelaksana hubungan luar negeri adalah bagaimana caranya perwakilan 
dalam mengakses SID tersebut kalau ada pelaut Indonesia mempunyai masalah hukum?25 
Hal yang tidak kalah pentingnya pula adalah apakah perwakilan RI di luar negeri diberi 
kewenangan untuk memperpanjang SID dimaksud. Sekiranya perwakilan RI di luar negeri 
dapat dan leluasa mengakses dan diberi kewenangan untuk memperpanjang SID hal ini 
akan memudahkan bagi pelaut Indonesia dalam melaksanakan pekerjaannya dan begitu pula 
bagi pelaksana hubungan luar negeri di perwakilan RI di luar negeri. Sebaliknya apabila 
perwakilan tidak dapat mengakses dan tidak diberi kewenangan untuk memperpanjang 
SID akan menimbulkan permasalahan tidak hanya bagi pelaut itu sendiri tetapi juga bagi 
perwakilan RI di luar negeri terutama apabila mereka menghadapi masalah hukum dan 
habisnya masa berlaku SID.26 
Bagi pelaut, SID menyangkut kelangsungan dan keterjaminan pekerjaan dan atau 
keselamatannya, sedangkan bagi perwakilan RI setempat menjadi ukuran kinerja mereka 
sebagai diplomat, oleh karena itu kepada pemerintah Indonesia secara integral hendaknya 
sudah memikirkan jalan keluarnya atas pertanyaan yang dikemukakan tadi. Hal ini terkait 
dengan fungsi kekonsuleran yang dilakukan oleh perwakilan RI di luar negeri terhadap 
warga negara Indonesia yang berada dalam wilayah akreditasinya.
Data diri yang akurat dan jelas dalam SID bagi pelaut Indonesia akan memberikan 
rasa aman dari dugaan dan tuduhan melakukan tindak pidana terorisme dan tindak pidana 
23	Ketentuan	mengenai	kualifikasi	dan	sertifikasi	untuk	para	pelaut	diatur	oleh	Peraturan	Pemerintah	No.	7	
Tahun 2000 tentang Kepelautan 
24 Merupakan negara yang punya pelaut terbesar kedua setelah Filipina  
25 Persoalan yang sama juga dihadapi oleh TKI di luar negeri, walau UU No. 39 Tahun 2004 sudah mem-
berikan perlindungan kepada mereka dan mengatur berbagai kewajiban hukum PJTKI dan mitranya di negeri 
setempat tetapi mobilitasnya sering tidak terpantau dengan baik oleh perwakilan Indonesia 
26 Walaupun Konvensi ini juga mengatur apa yang disebut dengan focal poin (artikel 4 poin 4) Konvensi 
ILO 185 / 2003
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lainnya. Hal demikian hanya dapat terpenuhi apabila entry data diri dari awal seperti akte 
kelahiran, KTP dan kartu keluarga yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sama dan 
cocok satu dengan yang lainnya, jika tidak, justru akan menyulitkan bagi pelaut Indonesia 
bahkan akan menimbulkan berbagai macam kecurigaan dan tuduhan. Untuk itu, perlu sekali 
akurasi data diri setiap pelaut Indonesia.27 
Langkah yang Dilakukan
Dalam rangka memberikan jaminan ketentraman dalam bekerja bagi para pelaut 
Indonesia harus ada suatu langkah yang sistematis dan terkait validasi data informasi yang 
terjadi langkah-langkah berikut sudah harus dijalankan oleh berbagai instansi resmi yang 
terkait dengan perlindungan pelaut Indonesia di luar negeri.
1) Tersedianya database elektronik nasional
Kesiapan tersedianya database elektronik nasional sangat penting sekali untuk 
melaksanakan isi Konvensi ILO 185/2003. Hal demikian hanya terwujud apabila mulai 
dari sekarang sudah direncanakan secara matang dan menentukan teknologi yang akan 
dipergunakan. Dan sejauh mungkin menghindarkan ketergantungan yang lama terhadap 
pencipta terknologi yang bersangkutan, baik dalam artian operasional dan atau maintanace 
dan penyediaan suku cadang. Hal yang tidak kalah penting adalah tersedianya sarana dan 
prasarana penunjang demi terlaksana penyediaan database elektronik nasional termasuk 
sumber daya manusia handal dan berdedikasi. Data mana dapat diakses oleh instansi yang 
dianggap bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan hukum.
2) Mekanisme dan prosedur pengesahan Konvensi ILO 185/2003
Secara umum pemerintah Indonesia berkesimpulan bahwa banyak manfaatnya 
mengesahkan Konvensi ILO. Oleh sebab itu Indonesia telah menyatakan keinginan 
untuk mengesahkan Konvensi ILO 185/2003. Proses pengesahan Konvensi ILO 
185/2003 itu dengan perhatikan dua UU yang terkait, yaitu UU No. 24 Tahun 2000 
tentang Perjanjian Internasional (UU P.I) dan UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembuatan 
Peraturan Perundang-undangan (UU P3). UU P.I yang mengatur prosedur dan mekanisme 
pengesahan suatu perjanjian internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun 
multilateral. Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2000, langkah-langkah harus 
dalam rangka pengesahan konvensi internasional adalah:
a. Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai Departemen Teknis mengadakan 
rapat interdep untuk mempersiapkan bahan awal pengajuan RUU pengesahan 
Konvensi Internasional antara lain mencakup: 
27 Lihat artikel 4 poin 6 dan 7 Konvensi ILO 185
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i. Naskah akademis yang berisikan tentang (uraian latar belakang dan arti penting 
ratifikasi	bagi	kepentingan	warga	negara,	pemerintah,	negara	Indonesia	dan	pokok-
pokok dari isi konvensi)28
ii. Rancangan Undang-Undang dengan konten: mekanisme pembuatan, format dan isi 
RUU pengesahan Konvensi 185/2003 harus mengacu kepada UU P3
iii. Salinan naskah konvensi yang dilegalisir (certified true copy)  
iv. Salinan terjemahan Konvensi29
b. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengajukan permohonan ijin prakarsa kepada 
Menteri Luar Negeri untuk disampaikan kepada Presiden, setelah izin keluar 
c. Setelah izin keluar, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mulai melakukan 
pembahasan RUU secara intensif dengan membentuk Panitia Antara Departemen 
d. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengirimkan Surat Kepada Menteri, 
Kepala Instansi terkait yang dilampiri hasil kajian Panitia Antar Departemen untuk 
mendapatkan dukungan/persetujuan secara tertulis, dan kepada Menteri Luar Negeri 
untuk mendapatkan Amanat Presiden (Ampres)
e. Menteri Luar Negeri mengajukan permohonan Amanat Presiden (Ampres) kepad 
Presiden dengan melampirkan 1 buah salinan naskah konvensi yang dilegalisir (certified 
true copy), salinan certified true copy beserta terjemahannya (33 buah), naskah RUU, 
naskah akademis 
f. Setelah Amanat Presiden terbit, Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia akan 
meneruskan RUU tersebut kepada DPR untuk dibicarakan diberbagai tingkat dan 
diakhiri dengan rapat paripurna pengesahan RUU tersebut jadi UU
g. Setelah memperoleh persetujuan DPR, RUU menjadi UU dan dilakukan penomoran 
terhadap UU pengesahan konvensi internasional tersebut dan diundangkan dalam 
lembaran negara oleh Menteri Hukum dan Hak-hak Azasi Manusia, selanjutnya 
Menteri Luar Negeri menerbitkan piagam pengesahan (instrument of ratification) 
untuk kemudian di depositkan kepada Direktur Jendral ILO yang menjadi penyimpan 
(depository) dari konvensi 185/2003 dimaksud melalui Perwakilan RI Jenewa
Sesuai Pasal 15 dan 16 UU P3 tersebut Pemerintah dan DPR telah menyepakati untuk 
memasukkan RUU pengesahan Konvensi ILO 185/2003 ke dalam daftar program legislasi 
nasional dalam masa bakti DPR 2004-2009.
28 Departemen Tenaga Kerja sebagai instansi teknis menyiapkan draft naskah akademik yang untuk bisa jadi 
naskah akademik harus terlebih dahulu dibicarakan bersama dengan Deplu, Depkum dan Ham dan kalangan 
perguruan tinggi, dan komponen mana yang terkait erat dengan RUU tersebut
29 Walaupun diterjemahkan oleh mereka yang dianggap berwenang secara hukum, tetapi sesuai judulnya 
unofficial interpretation (terjemahan tidak resmi).
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Dari diskripsi mekanisme pengajuan RUU tentang pengesahan konvensi ILO 
185/2003 memang banyak instansi yang terlibat di dalamnya walaupun yang mempunyai 
“core business” nya adalah Kemenaker Trans,30 tetapi peran Kemenlu sungguh bermakna 
sebagai	 pihak	yang	memahami	makna	filosofi	dan	konvensi	 ILO	 itu.	Kementrian	dan	
instansi lain juga berperan banyak. Essensi yang harus dibaca dari mekanisme ini adalah 
lahirnya suatu Undang-Undang tentang Pengesahan suatu Konvensi (ILO) harus secara 
maksimal melindungi kepentingan Indonesia, lebih dari itu lahirnya UU tersebut harus 
jadi	refleksi	bersama	pemerintah	dan	rakyat	Indonesia	secara	keseluruhan	dan	ia	masuk	
dan jadi bagian integral perundang-undangan Indonesia khususnya dalam melindungi 
warganya di luar negeri. 
Pembahasan	RUU	ratifikasi	Konvensi	ILO	185/2003	ini	harus	pula	dengan	seksama	
memperhatikan kaedah hukum yang ada dalam UU No 39 tahun 2004 tentang penempatan 
dan	perlindungan	Tenaga	Kerja	Indonesia	di	luar	negeri.	Hanya	dengan	pola	fikir	yang	
integratif itulah bisa mengurangi kelemahan-kelemahan posisi hukum WNI yang 
bekerja di luar negeri apabila ia atau mereka terpaksa bersengketa secara hukum dengan 
majikannya, atau pihak-pihak lain di luar negeri 
Secara nasional itulah gambaran ringkas proses lahirnya suatu Undang-Undang 
termasuk dalam berwujud pengesahan suatu konvensi internasional yang akan di 
integrasikan dengan hukum nasional positif Indonesia. Namun demikian, “mekanisme” 
ini memperlihatkan kepada kita bahwa posisi tawar negeri ini dalam pergaulan 
internasional masih berwujud “kebijakan” dalam negeri merespon dinamika internasional 
ini sebenarnya menegaskan kembali element of nation power bukan menjadi asset yang 
mempertinggi posisi tawar kita, Yuwuno Sudarsono kembali benar dan dengan getir kita 
terpaksa harus menerima bahwa sikap dan pemaknaan politik luar negeri Indonesia versi 
GBHN justru masih merupakan cita-cita yang belum mampu kita raih.31 
Kondisi ini memang harus segera diperbaiki, population kata Morgenthau bagi 
Indonesia hari ini jadi beban sehingga Indonesia tidak licah dalam pergaulan internasional. 
Usaha memperbaiki mutu SDM adalah suatu usaha raksasa dan makan waktu, tetapi itu 
harus dilakukan, TKI, pelaut akan lebih bermarwah sejalan dengan makin cerdasnya 
penduduk dan warga Indonesia dalam arti sesungguhnya. Tetapi para diplomat yang lebih 
terdidik harus jadi kelompok warga yang memberi perlindungan lebih maksimal terhadap 
warga Indonesia di luar negeri secara terus menerus walaupun sampai satu saat, sang 
warga punya kemampuan dan keberanian membela dan melindungi diri dan hak-haknya.
30 Hal yang sama berlaku pada saat pembuatan RUU dan sekarang jadi Undang-Undang No 39/2004 per-
lindungan tenaga kerja di luar negeri 
31 Dan juga apa yang dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah (RPJP dan 
RPJM) masih bersifat retorika semata
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3) Sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan 
ILO 185/2003
Apabila piagam pengesahan Konvensi ILO 185/2003 didaftarkan pada Dirjen ILO 
nantinya, maka Konvensi ILO 185/2003 akan berlaku enam (6) bulan berikutnya. 
Diharapkan dalam rentang waktu enam bulan tersebut sinkronisasi dan harmonisasi 
peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan ILO 185/2003 sudah dapat 
diselesaikan. Hal ini sangat penting, mengingat apabila hal demikian tidak dilakukan 
akan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pelaut Indonesia dalm mengurus SID 
mereka
Namun demikian, sambil melaksanakan prosesi pengesahan Konvensi ILO 185/2003, 
harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional sudah dapat dimulai persiapannya 
secara simultan dengan arti kata proses pengesahan Konvensi ILO 185/2003 dan proses 
harmonisasi peraturan perundang-undangan nasional dilakukan secara serentak untuk 
mengefisien	waktu	yang	ada.
Norma lain yang tidak kalah pentingnya di dunia pelayaran adalah dengan diubahnya 
SOLAS (Save Our Life at The Sea) melalui International Ship and Port Facility Security 
Code (ISPS Code) yang pemberlakuannya di Indonesia menimbulkan biaya untuk investasi 
perbaikan pelabuhan-pelabuhan yang besar. Dilihat “Target” dari ISPS Code ini dari sisi 
manfaat mungkin tidak perlu diragukan, namun sifat pemaksaannya yang sedemikian rupa 
dimana kapal yang singgah di pelabuhan yang belum mampu memenuhi persyaratan di atas 
akan ditolak merapat di pelabuhan Amerika Serikat (dan beberapa Negara maju lainnya) atau 
sebelum diizinkan merapat akan digeledah terlebih dahulu. 
Pilihan Indonesia tentu tidak lain kecuali mematuhi norma itu, lahir keputusan Menteri 
Perhubungan No 3 Tahun 2004 dan Surat Direktur Jenderal Perhubungan Laut No UM-
48/6/16-04 sebagai pedoman adalah langkah tindak lanjut pelaksanaan penerapan keamanan 
kapal, pelabuhan dan fasilitas pelabuhan (ISPS Code).
Namun suatu hal yang lebih menyakitkan lagi “kepatuhan” pelabuhan Indonesia 
terhadap ISPS Code di complain oleh US Cost Guard (Bisnis Indonesia 30 Agustus 2007) 
fenomena ini mempertegas anggapan bahwa regulasi Internasional (baru) jadi alat bagi 
Amerika Serikat untuk mengontrol Negara lain sebagaimana dugaan pemberlakuan Konvensi 
ILO 185/2003.
Kelanjutan dari struktur dan preseden dan dinamika diatas, Pemerintah Indonesia telah 
melangkah	“lebih	maju”	yakni	dengan	meratifikasi	konvensi	di	atas	dengan	UU	No	1	Tahun	
2008 dan sesuai dengan norma yang terkandung dari konvensi itu ia mengikat Indonesia 
tanggal 5 Juli 2008 (enam bulan setelah disahkan). Oleh sebab itu konvensi ini sudah jadi 
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bagian hukum positif Nasional Indonesia.
Disamping beberapa kekhawatiran yang diutarakan di atas, seharusnya Indonesia 
mampu mengambil manfaat dari Norma Internasional positif. Selanjutnya kaedah ini bisa 
pula dimanfaatkan “secara anologi” untuk melindungi Tenaga Kerja (wanita) Indonesia yang 
bekerja di luar negeri lebih-lebih lagi yang terakhir ini pada umumnya adalah mereka yang 
kurang terdidik (uneducated worker) dan bekerja di tempat yang amat terbatas akses dari 
pihak luar dan oleh sebab itu rentan terhadap perlakuan kasar dan sejenisnya dari majikannya.
PENUTUP
Berbagai perjanjian bilateral telah dibuat oleh Indonesia dengan banyak negara dalam rangka 
mengawasi pelaksanaan dan penempatan TKI di luar negeri. Dalam upaya mengurangi tingkat 
sensitifitas	negara	setempat,	pendekatan-pendekatan	multilateral	dengan	berbagai	organisasi	
internasional juga dilakukan sehingga seharusnya terbuka akses langsung untuk perwakilan 
RI kepada para TKI di berbagai lapangan pekerjaan di luar negeri.
Upaya Indonesia untuk mensyahkan Konvensi ILO 185/2003 harus digunakan untuk 
memberikan SID kepada pelaut Indonesia yang lebih lengkap yang bisa pula digunakan 
untuk lebih menjamin perlindungan terlaksananya berbagai hak mereka disatu pihak di lain 
pihak memudahkan perwakilan RI memonitor keberadaan WNI yang bekerja di berbagai 
kapal asing di luar negeri untuk pada gilirannya dapat memberi perlindungan hukum yang 
diperlukan
Revisi Konvensi ILO (185/2003) bagi AS adalah mencegah masuknya teroris yang 
akan menggangu kepentingan negara ini harusnya digunakan oleh Indonesia sebagai sarana 
proteksi kepada pelaut Indonesia dari tuduhan-tuduhan subjektif negara adidaya itu.
Pengesahan konvensi ILO 185/2003 oleh Indonesia harus disinkronisasikan dan 
diharmonisasikan dengan UU lain yang terkait erat dengan itu seperti UU No 39/2004, UU 
No. 37 Tahun 1999 dan ketentuan-ketentuan lain yang relevan. Disamping itu harus pula 
bisa digunakan oleh Indonesia dengan membangun konstruksi hukum analogis, bisa pula 
“digunakan” untuk melindungi para TKI kita di berbagai negara.
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PENDAHULUAN
Untuk memahami betapa pentingnya masalah “saksi mata” dibahas dalam artikel ini, terlebih 
dahulu penulis mengutip beberapa pendapat  pakar tentang saksi mata (eyewitness) sebagai 
berikut:
1. William James: “Kesaksian tentang identitas personal adalah penyesatan yang sangat 
dikenal.”
2. Buckhout: “Meskipun kesaksian seperti ini sering ditentang, ini masih sering secara 
luas dianggap sebagai lebih dapat diandalkan (dipercaya) ketimbang jenis-jenis bukti 
lain. Meskipun demikian, banyak eksperimen menunjukkan bahwa ini secara mencolok 
menjadi sasaran kesalahan.“
3. Loftus dan Ketcham: “Memori manusia merupakan ciptaan yang rapuh dan misterius. 
Ini dapat dilengkapi, direstrukturisasi secara parsial, atau bahkan sepenuhnya diubah 
dengan input-input pasca peristiwa. Memori rawan terhadap kekuatan sepatah kata 
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Abstract: Testimony eyes have significance in the field of legal psychology. It is not surprising 
that attention for many years has been done to find out how the workings of the human 
brain in perceiving, remembering the faces and events all of which is a complex process, 
interactive, and dynamic. With the research done endlessly by psychologists found a variety 
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Abstrak: Kesaksian mata mempunyai arti  penting dalam bidang psikologi hukum. Tidaklah 
mengherankan perhatian selama bertahun tahun telah dilakukan untuk mengetahui bagaiman 
cara kerja otak manusia dalam mengamati, mengingat wajah-wajah dan peristiwa-peristiwa 
yang kesemuanya merupakan proses yang kompleks, interaktif, dan dinamis. Dengan riset 
yang dilakukan secara tak henti-henti oleh para psikolog ditemukan berbagai metode untuk 
membantu saksi mata dalam mengingat peristiwa-peristiwa yang pernah dialaminya.
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yang sederhana. Namun ini tidak berarti bahwa semua memori dapat diubah dan tidak 
ada memori asli yang tetap utuh.”
4. Davies: “Tidak ada permasalahan generalizability dan kehandalan temuan-temuan riset 
yang lebih akut dibanding kajian tentang dengan  saksi mata.”
5. Lindsay dan Read: “Pentinglah supaya jangan membesar-besarkan ketidakmungkinan-
salah memori manusia. Memori sering terperinci dan akurat  secara“mengagumkan.”
Pandangan beberapa pakar di atas, paling tidak telah mencerminkan keprihatinan selama 
bertahun-tahun terhadap keterbatasan-keterbatasan pembahasan tentang kesaksian dari saksi 
mata terlebih dalam tahap pembuktian.
Kita ketahui bersama dalam perkara pidana, pembuktian memiliki peranan penting 
dalam menentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang 
ditentukan oleh undang-undang dianggap “tidak cukup bukti” dalam membuktikan kesalahan 
yang didakwakan kepada terdakwa, maka ia akan dibebaskan dari hukuman. Sebaliknya bila 
kesalahan terdakwa dapat dibuktikan sesuai standar minimum pembuktian maka ia akan 
dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman.     
KUHAP sebagai instrumen hukum acara pidana Indonesia telah mengatur secara ketat, 
apa-apa saja yang menjadi alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) yakni: 1. 
keterangan saksi; 2. keterangan ahli; 3. surat; 4. petunjuk; dan 5. keterangan terdakwa. Dari 
ketentuan yang telah ditetapkan secara ketat dalam KUHAP, telah jelas bahwa keterangan 
saksi sebagai alat bukti ditempatkan pada hierarkhi paling atas dan paling utama. Dapat 
dikatakan, tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi.   
Menurut Yahya Harahap,1 hampir semua pembuktian perkara pidana selalu bersandar 
kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan 
alat bukti yang lain, selalu masih diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 
Pasal	1	ayat	(26)	KUHAP	mengatur	definisi	yang	dimaksud	sebagai	saksi	ialah	“orang	
yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 
tentang perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.     
Selanjutnya diatur dalam Pasal 1 ayat (27) KUHAP apa yang dimaksud dengan 
keterangan saksi yakni “salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan 
dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 
alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu”. Apabila keterangan yang 
diberikan oleh seorang saksi tidak memenuhi kriteria di atas maka keterangan tersebut 
semata-mata bersifat testimonium de auditu atau keterangan saksi yang diperoleh sebagai 
hasil pendengaran dari orang lain sehingga tidak memiliki nilai sebagai alat bukti.     
1    Yahya Harahap. 2000. Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP.	Sinar	Grafika:	Jakarta.
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Dari pendekatan psikologi hukum pembahasan mengenai keterangan saksi-saksi 
termasuk keterangan kesaksian dari terdakwa mendapatkan porsi yang terpenting karena 
berkaitan dengan kemampuan kognitif manusia.
Kehandalan dari kesaksian mata (eyewitness) menjadi salah satu pertanyaan yang 
penting agar hakim dapat menentukan dan meyakini apakah keterangan dari saksi mata 
benar atau salah. Bahkan prosedur yang digunakan dalam sistem common law dengan 
menggunakan “adversary system” menghendaki pihak-pihak yang bersengketa berjuang 
(bertempur) dipengadilan dengan tujuan untuk mendapatkan putusan yang menguntungkan 
dengan menyajikan sendiri versi fakta yang dipersoalkan.
Merupakan hak mutlak terdakwa untuk menghadapi langsung pendakwa secara tatap 
muka, benar-benar dijamin dalam amandemen keenam Kontitusi Amerika Serikat. Olehnya 
kehandalan saksi mata seyogianya diuji dari realitas pada si saksi mata itu, antara lain 
bagaimana kondisi psikologis saksi pada saat melihat suatu peristiwa, apakah dalam keadaan 
mabuk, atau emosional akibat suatu hal atau bagaimana? Bagaimana metode yang dipakai 
untuk membantu saksi dalam mengingat peristiwa yang pernah dialaminya?
Menurut Djamaludin Ancok,2 banyak hal yang mempengaruhi kesesuaian antara 
kesaksian yang diberikan dan faktor yang sebenarnya terjadi. Ketidaksesuaian ini bersumber 
pada tiga hal, yakni: (a). keterbatasan kemampuan otak si saksi dalam mengolah, merekam 
dan mengingat informasi; (b). bias yang terjadi dalam persepsi hakim didalam menilai 
kebenaran kesaksian; dan (c). cara penggalian informasi diruang pengadilan.
Paling tidak kesaksian mata dalam hukum pidana memiliki arti penting, yakni untuk 
melindungi	 para	 terdakwa	 dari	 putusan	 yang	 salah	 atas	 pengidentifikasian	 yang	 keliru	
dari saksi, seperti yang dialami oleh  Sengkon dan Karta, yang dinyatakan bersalah atas 
pembunuhan, kemudian dibebaskan dari penjara setelah pembunuh sebenarnya mengakui 
bahwa ialah pembunuh sesungguhnya.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Jenis-jenis Pendekatan dalam Psikologi Hukum
Sebelum masuk dalam pembahasan kesaksian mata dari aspek psikologi hukum, harus 
dijelaskan terlebih dahulu beberapa pendekatan dalam Psikologi Hukum, yang  menurut 
Blackburn, meliputi:
a. Psychology in law (psikologi dalam hukum), merujuk pada penerapan-penerapan 
praktis/spesifik	 psikologi	 di	 dalam	 hukum,	 seperti	 persoalan	 kehandalan	 kesaksian	
mata, menilai kondisi mental terdakwa dan orang mana yang cocok, ibu atau ayah, 
2     Djamaludin Ancok. 1996. Nuansa Psikologi Pembangunan. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
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untuk ditetapkan sebagai wali pemeliharaan anak dalam kasus perceraian. 
b. Psychology and law (psikologi dan hukum) mencakup riset psikolegal tentang para 
pelanggar hukum, juga riset-riset psikolegal terhadap perilaku advokat (pengacara), 
polisi, jaksa, dan hakim (atau juga juri dalam suatu peradilan yang menggunakan 
sistem juri);
c. Psychology of law (psikologi tentang hukum) digunakan untuk mengacu pada riset 
psikologi tentang issu-issu seperti: mengapa orang mentaati hukum atau tidak mentaati 
hukum, riset tentang perkembangan persepsi dan moral yang dianut warga atau 
komunitas tertentu;
d. Forensic psychology (psikologi forensik) mengacu pada “penyediaan langsung 
informasi psikologi untuk pengadilan-pengadilan”, sehingga dinakan juga “psychology 
in the court”, contohnya, jika majelis hakim meminta agar terdakwa diperiksa 
kewarasannya oleh tim psikiater, untuk dapat memutuskan ada tidaknya unsur dapat 
mempertanggungjawabkan suatu tindakan kejahatan  tertentu. 
Kalau keempat pendekatan di atas lebih berfokus pada faktor kejiwaan belaka, maka 
telah muncul ilmu baru yang identik, yang lebih menekankan pada faktor biologis dari 
pengaruh otak dan syaraf terhadap issu-issu hukum, yang disebut dengan “Neoroscience and 
law” adalah suatu kajian baru tentang keunikan pentingnya otak dan syaraf bagi perilaku 
manusia.
Ada empat area utama kajian Neoroscience and law yaitu: (1). Wawasan baru tentang 
isu-isu pertanggungjawaban; (2). Meningkatkan kemampuan untuk “membaca pikiran”; (3). 
Prediksi yang lebih baik terhadap perilaku yang akan datang; dan (4). Prospek terhadap 
peningkatan kemampuan otak manusia. Salah satu contoh penerapan kajian “neuroscience 
and law” ke dalam praktik hukum, antara lain penggunaan alat penguji kebohongan atau “lie 
detection”.
Perhatian, Persepsi dan Memori dalam Kesaksian Mata
Menurut Andreas Kapardis,3 jika ingin diasumsikan, ingatan manusia  bekerja seperti 
sebuah tape-recorder dalam mengingat detil-detil peristiwa dan tidak bisa terlepas dari kerja 
gabungan perhatian, persepsi dan memori manusia.      
Berbeda dengan Kapardis, menurut Davenport, perhatian manusia bisa dianggap 
sebagai suatu operasi ‘kapasitas rendah, bersaluran tunggal’ yang memungkinkan kita secara 
selektif menaruh perhatian kepada perangsang-perangsang di dalam lingkungan kita dan di 
dalam diri kita.     
3       Andreas Kapardis. 1999. Psychology and Law: A Critical Introduction. United Kingdom.
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Persepsi mengacu ke proses-proses yang memasukkan dalam memaknai semua sensasi 
yakni input dari alat panca indra manusia. Persepsi adalah suatu proses aktif di mana kita 
menafsirkan informasi apa yang kita terima sehingga bermakna bagi kita. Bagaimana cara 
kita menafsirkan sensasi-sensasi dipengaruhi oleh usia, latar belakang kultural, harapan-
harapan, emosi-emosi, pengetahuan khusus tertentu dan lain sebagainya. Sedangkan ingatan 
manusia (memori) mengacu bagaimana memaknai hal-hal dan mulai mempersepsi dari sudut 
pandang makna yang telah kita buat tentangnya.     
Menurut Mark Constanzo (2006), para psikolog sepakat ada tiga proses yang merupakan 
komponen	dalam	mengidentifikasi	ingatan	(memori)	yakni	encoding, strorage dan retrieval. 
Encoding mengacu pada proses mendapatkan informasi dan mengubahnya kedalam 
bentuk yang dapat disimpan di ingatan. Strorage mengacu pada proses dalam menyimpan 
informasi yang telah dikode didalam otak. Retrieval mengacu pada proses pengaksesan dan 
mengeluarkan informasi yang tersimpan di waktu mendatang.     
Ketiga proses di atas dapat disamakan seperti pembuatan rekaman video. Encoding 
serupa dengan proses merekam sebuah kejadian dalam kaset video. Strorage adalah proses 
menyimpan kaset rekaman tersebut untuk digunakan kelak, sedangkan retrieval seperti 
mengambil dan memasukkan kaset rekaman itu ke VCR dan menekan tombol play.
Menurut Davenport, kegagalan untuk mendapatkan kembali informasi dari ingatan kita 
bisa mencerminkan kegagalan untuk menyimpan informasi secara benar, karena mungkin 
saja informasi yang diterima telah tergeser atau tergantikan, atau bisa saja jejak ingatan 
itu sama sekali telah memudar atau rusak dengan berjalannya waktu, atau mungkin juga 
terdapat kontaminasi (interference) dari input sehingga terdengar mirip dan berdampak 
negatif terhadap ingatan jangka pendek yang mirip dan terkontaminasi dengan informasi di 
dalam ingatan jangka panjang, inilah yang disebut kelupaan, yang oleh dokter klinis akan 
berpendapat bahwa kelupaan bisa disebabkan oleh represi, yakni suatu proses pikiran yang 
mendorong masuk dalam ingatan disebabkan pengalaman traumatik secara tidak sadar, 
contohnya   pengalaman pelecehan seksual pada masa kanak-kanak, ada juga yang disebabkan 
oleh gangguan-gangguan ingatan lain seperti amnesia, hipermnesia dan paramnensia.      
Ketika peristiwa kejahatan terjadi, banyak sekali informasi yang masuk dalam otak 
seorang saksi. Tidak saja melihat  perbuatan si pelaku, tetapi juga memperhatikan  faktor-
faktor lain. Informasi yang datang begitu banyak, namun tak seluruhnya dapat direkam oleh 
saksi karena hanya sebagian kecil saja yang masuk dalam ingatan, faktor lain yang turut 
mempengaruhi misalnya, motivasi, faktor kepribadian, pengenalan terhadap si pelaku dan 
situasi serta faktor emosi, faktor tersebut, antara lain:4
4     Andreas Kapardis, Ibid.
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Primary and Recency. Peristiwa yang direkam kuat dalam ingatan adalah apa-apa yang 
terjadi diawal dan akhir suatu kejadian, sedangkan yang ditengah-tengah kurang mendapat 
perhatian memori. Ingatan yang kuat terhadap hal-hal yang terjadi diawal kejadian disebut 
sebagai efek awal (primacy effect), sedangkan ingatan yang kuat terhadap hal-hal diakhir 
suatu peristiwa disebut efek akhir (recency effect). 
Sejauhmana hal-hal yang terekam itu dapat bertahan lama dalam ingatan sangat 
tergantung oleh kurun waktu antara terjadinya peristiwa dan saat peristiwa tersebut harus 
diingat kembali. Semakin lama kurun waktu tersebut, maka makin besar kemungkinan orang 
lupa dengan bagian-bagian dari suatu peristiwa. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa 
daya ingat terhadap detil suatu peristiwa menjadi menurun setelah kurun waktu dua minggu. 
Faktor Stres. Kejadian yang mengerikan, seperti peristiwa pembunuhan adalah suatu hal 
yang menimbulkan stress bagi orang menyaksikannya. Beberapa penelitian tentang pengaruh 
stress terhadap kemampuan mengingat suatu kejadian, menunjukkan bahwa stres yang terlalu 
besar menyebabkan ketepatan orang dalam mengingat menjadi berkurang drastic. Faktor 
kengerian ini telah menjadi sumber penghalang mental (mental blocking) yang menyebabkan 
orang tidak mengingat dan merekam kedalam otak tentang apa-apa yang sebenarnya terjadi. 
Kemungkinan lain, orang tidak dapat menceritakan apa yang sebenarnya terjadi disebabkan 
karena orang tersebut tidak melihat semua peristiwa secara utuh. Misalnya karena ketakutan, 
orang tersebut melarikan diri dari tempat kejadian sehingga tidak konsentrasi untuk melihat 
semua kejadian.
Faktor motivasi. Kesan yang direkam didalam otak seseorang yang menyaksikan suatu 
peristiwa dipengaruhi oleh motivasi seseorang, yakni keinginan dan harapan yang hadir di 
dalam pikiran seseorang disaat menyaksikan peristiwa. Contohnya, seorang yang bertugas 
sebagai satpam seringkali melihat sesuatu dari segi keamanan, sehingga insiden kecil yang 
terjadi dilihat sebagai upaya untuk mengacaukan keamanan.    
Faktor Kepribadian. Ciri kepribadian seseorang berpengaruh terhadap hasil persepsi 
suatu kejadian. Misalnya seseorang yang mempunyai problem yang menyangkut  interaksinya 
terhadap beberapa manusia, maka intepretasinya terhadap kejadian akan lebih diwarnai oleh 
pandangan agresif (ingin menyakiti seseorang) dan kurang peka terhadap aspek yang sifatnya 
akomodatif (saling menolong).     
Pengenalan terhadap pelaku dan situasi. Ketepatan didalam melaporkan suatu kejadian 
sangat ditentukan oleh pengenalan terhadap si pelaku dan situasi ditempat kejadian. Seorang 
yang sudah pernah melihat pelaku dan sudah terbiasa dengan tempat kejadian akan lebih 
baik daya tangkap pikirannya dalam merekam kejadian. Bila pelaku dan situasi sangat asing 
bagi si saksi, maka proses rekaman kesan peristiwa menjadi kurang sempurna. Oleh karena 
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itu, kemungkinan terjadi kesalahan (error) semakin besar.     
Faktor emosi. Bila seorang korban yang dalam suasana emosi (misalnya kebencian atau 
ketakutan	yang	amat	kuat	karena	kasus	pemerkosaan)	dimintakan	untuk	mengidentifikasi	
pemerkosa dengan menunjuk si pelaku melalui foto atau dengan melihat langsung beberapa 
orang yang diduga Membantusebagai pelaku, seringkali si korban keliru menunjuk pemerkosa 
yang sebenarnya. Suasana emosi yang amat sangat kuat ini mengganggu kemampuan 
ingatannya untuk mengenali si pelaku.
Riset-Riset  dalam  Membantu Saksi Mata
Tidak diragukan lagi peran besar para psikolog kognitif seperti Dr. Gudjonsson, 
Profesor Bull, Clifford dan Davies dalam memberikan input kepada pelatihan spesialis untuk 
diberikan kepada investigator (polisi) dalam memberikan gambaran-gambaran kombinasi 
tentang para tersangka atau bahkan menjadi saksi ahli dipengadilan adalah sumbangan yang 
besar untuk menyegarkan ingatan saksi mata . Dari penelitian mereka terungkap beberapa 
metode riset untuk membantu saksi dalam memperoleh ingatannya, antara lain: 1.) Metode 
slide; 2.) Menampilkan peristiwa; 3.) Kajian-kajian lapangan; 4.) Kajian-kajian arsip; 5.) 
Kajian-kajian kasus tunggal.
1. Metode Slide
Lebih dari 80 tahun yang lalu, Stern (1910) mempercayai bahwa sebuah metode 
yang lebih baik secara apriori dengan menggunakan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan 
(stanged) sebagai sebuah metode yang lebih baik memberikan hasil untuk mengkaji cerita-
cerita saksi ketimbang hanya menyajikan cerita-cerita tersebut dengan foto-foto statis. 
Mempertontonkan slide-slide yang menggambarkan suatu peristiwa telah berguna di dalam 
meneliti pengenalan wajah oleh para saksi. Para peneliti telah menemukan suatu tingkat 
kesalahan	pengidentifikasian	yang	lebih	rendah	dengan	presentasi-presentasi slide dibanding 
dengan peristiwa-peristiwa yang ditampilkan. Namun menurut Clifford (1978) sederetan 
slide dapat mengabaikan sifat dinamis dari suatu kejahatan karena mengabaikan detil dalam 
suatu peristiwa dan fakta. 
2. Menampilkan Peristiwa
Dengan menampilkan peristiwa (staged event) telah meninggalkan suatu ingatan yang 
tidak bisa dihapuskan dari benak seseorang. Beberapa tes telah dilakukan para psikolog 
eksperimental untuk melihat reaksi responden, contohnya  penembakan pura-pura (mock), 
atau perampokan bohong-bohongan oleh seorang yang mengenakan penutup kepala yang 
hanya menampakkan mata dan hidung (balaclava) untuk melihat reaksi mereka, apakah 
reaksi yang ditimbulkan mereka kaget, panik, gemetar, mulut kering, keringat dingin atau 
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kesulitan bernafas. Namun Davies menunjukkan keterbatasan dari metode khusus ini, di 
mana ada subjek yang melihat suatu peristiwa kekerasan mungkin ingin melepaskan diri 
jauh-jauh dari peristiwa itu. Selain itu dengan menggunakan metode ini, saksi cenderung 
melakukan  penggeneralisasian,  juga terjadi kontrol laboratorium yang besar sedangkan 
fakta yang relevan secara forensik justru diabaikan.
3. Kajian-kajian lapangan
Di dalam kajian-kajian lapangan dilakukan dengan melibatkan subjek untuk 
mengulang-ulang temuan yang ditemukan di lapangan terlebih dengan bantuan kedua metode 
sebelumnya akan lebih meyakinkan kebenarannya, Namun, diakui tidaklah memungkinkan 
untuk meneliti dampak, terhadap keakuratan saksi disebabkan kendala-kendala logistik 
maupun etis terhadap riset ini.           
4. Kajian-kajian arsip
Di	 sini	 peneliti	mengkaji	 arsip-arsip	 polisi	 untuk	mengidentifikasi	 variabel-variabel	
penting. Dari temuan eksperimental yang dilakukan Clifford dan Scott (1978) didapati bahwa 
ketika terjadi cedera para wanita memberikan detil yang lebih sedikit tentang penyerangnya 
dibandingkan dengan para pria.
Keterbatasan utama dari kajian arsip tentang keakuratan saksi adalah tidak adanya 
informasi tentang keakuratan deskripsi oleh para saksi kepada polisi dalam kasus-kasus  di 
mana si pelanggar belum tertangkap atau telah dilepaskan.
5. Kajian-kajian kasus tunggal
Didasarkan pada pertimbangan keterbatasan kajian arsip yang telah disebutkan, peneliti 
di Inggris dan Kanada telah mengkaji statemen-statemen sejumlah saksi dalam kejahatan 
serius yang berkenaan dengan seseorang yang telah dihukum.     
Di sisi lain, Clifford menetapkan variabel-variabel untuk menyegarkan ingatan saksi, 
antara lain:
a). Variabel Sosial meliputi: sikap, kompromi, stereotype, prasangka, dan status 
interogator;
b). Variabel situsional meliputi: kerumitan peristiwa, durasi peristiwa, pencahayaan, 
penundaan waktu dan tipe kejahatan;
c). Variabel individual meliputi: umur, gaya kognitif, kepribadian, ras, jenis kelamin, dan 
pelatihan;
d). Variabel interogasional meliputi: sketsa seniman, sistem komputer, rangkaian 
identifikasi,	wajah	tersangka	dan	photofit.
Dari penelitian Powel dan Thomson di tahun 1994, menunjukkan bahwa semakin besar 
frekuensi suatu peristiwa, semakin baik orang akan mengingat itu sebagai telah terjadi dan 
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detil-detil tentangnya.     
Waktu, mengingat secara akurat kapan suatu peristiwa secara aktual terjadi akan 
memberikan tambahan kredibilitas ingatan seorang saksi mata tentang informasi peristiwa 
termasuk	pengidentifikasian	seorang	tersangka	yang	didakwa	telah	terlibat	di	dalam	peristiwa	
bersangkutan. Dalam Kasus Neil vs Bigger, 1972, Mahkamah Agung (Supreme Court) AS 
menerima proposisi bahwa terdapat suatu korelasi kuat antara keakuratan ingatan seorang 
saksi dan kesempatan saksi untuk mengamati.     
Durasi. Waktu yang diambil untuk melakukan suatu kejahatan tertentu bisa merentang 
dari beberapa detik hingga beberapa menit atau bahkan lebih lama. Dari sebuah survey 
ditemukan bahwa durasi kejahatan dianggap para calon juri (terhadap responden mahasiswa 
dan masyarakat di Kington, Ontario) sebagai determinan terpenting, semakin lama durasi 
kejahatan semakin baik saksi mengingat peristiwa tersebut.     
Pencahayaan. Dari survey Lindsay, pencahayaan merupakan faktor terpenting dalam 
keakuratan	 pengidentifikasian,	 bahkan	Kuehn,	melaporkan	 bahwa	 para	 saksi	 kurang	 bisa	
mengingat suatu peristiwa yang terjadi pada senja hari ketimbang siang hari dan atau malam 
hari.     
Senjata. Khususnya senjata api genggam mendominasi kejahatan di Amerika jauh 
lebih besar dari negar-negara manapun di dunia. Penggunaan senjata untuk melakukan 
kejahatan dianggap merupakan satu faktor yang memberatkan di pengadilan. Para psikolog 
eksperimental telah menyelidiki efek  senjata di tangan seorang pelanggar terhadap kesaksian 
saksi. Senjata tentunya tidak mesti senjata api berpeluru atau pisau, pecahan botol, batu, 
sepotong	kayu,	atau	alat	suntik	dan	sebagainya	juga	didefinisikan	sebagai	‘senjata’	di	banyak	
yuridiksi.     
Ketergugahan	fisiologis.	Tidak	ada	keraguan	bahwa	para	subjek	mengalami	berbagai	
kadar ketergugahan emosional, stress atau trauma yang dialami oleh para saksi setelah 
mengalami atau menyaksikan langsung suatu kejahatan serius, seperti penyerangan, 
pemerkosaan, perampokan bersenjata, penculikan, dan pembunuhan. Diberbagai negara 
terdapat program-program yang bertujuan  untuk memberikan kompensasi kepada korban/
saksi, memberikan konseling psikologi kepada karyawan-karyawannya yang telah menjadi 
korban atau menyaksikan kejahatan bersenjata di tempat kerja.     
Neurotisme. Hosch dan Bothwell menyoroti perbedaan kepribadian saksi dengan tingkat 
neurotisme, mendapat bahwa ketika level ketergugahan meningkat dari level terendah hingga 
yang	tertinggi	maka	keakuran	pengidentifikasian	saksi	yang	diklasifikasikan	sebagai	rendah	
pada neurotisme akan meningkat pula. Dengan demikian akan tampak bahwa kegagalan 
untuk mengontrol neurotisme subjek, akan membentuk setiap hubungan antara ketergugahan 
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dan keakuratan ingatan saksi.    
Ekstroversi. Keterkaitan ketergugahan seseorang juga dikaitkan dengan kadar 
ekstroversi, di mana mengkaji pentingnya ekstroversi seseorang , maka peneliti harus 
mempertimbangkan fakta-fakta yang berkaitan dengan waktu, dimana dalam sehari orang 
introvert mencapai puncak ketergugahan mereka lebih segera ketimbang orang-orang yang 
ekstrovert; dan kinerja memori orang-orang beragam tergantung pada waktu dalam sehari 
dan tipe memori yang diundang. 
Dengan demikian jika itu memori segera atau jangka pendek, atau memori kata- perkata 
(verbatim) dan memori tertata, jika pemprosesan dangkal terhadap bahan dibutuhkan, 
pagi hari lebih baik. Jika  apa yang diundang adalah memori tertunda, memori prosa dan 
pemprosesan semantic atau pemprosesan dalam, maka sore hari lebih baik.
PENUTUP
Kesaksian mata mempunyai arti penting dalam menginvestigasi sebuah kejahatan dan 
menjadi landasan untuk mengeksekusi seorang terdakwa di pengadilan. Dari literatur yang 
tersedia dan kajian psikologis yang telah mengalami kemajuan selama sekitar sepuluh 
tahun terakhir, menyimpulkan keterbatasan proses kognitif manusia yang berkaitan dengan 
perhatian, persepsi dan memori maupun kognisi sebagai suatu proses mental manusia yang 
dinamis. Olehnya itu, tidak ada metodologi tertentu yang akurat untuk memahami keakuratan 
identifikasi	terhadapa	saksi	mata	disebabkan	keterbatasan-keterbatasan	ingatan	dari	manusia.	
Pada saat yang sama sejumlah kesalahan dan kegagalan pengadilan dapat disebabkan 
kesalahan	identifikasi	dari	saksi,	dengan	dipublikasikan	secara	luas	telah	membantu	untuk	
meningkatkan skeptisisme orang-orang tentang kapasitas korban/saksi kejahatan agar 
mengingat secara akurat.
Dengan peringatan terhadap keterbatasan saksi, ulasan terhadap literatur tentang 
sejumlah karakteristik peristiwa, termasuk frekuensi, tipe,durasi, pencahayaan, dan kehadiran 
senjata,	 memperlihatkan	 bahwa	 itu	 memberikan	 dampak	 signifikan	 terhadap	 keakuratan	
ingatan saksi. Meskipun demikian, kajian laboratorium dan kajian kehidupan riil tentang 
efek stress terhadap ingatan telah melaporkan temuan-temuan yang berlawanan, menyoroti 
kebutuhan bagi para peneliti psikolegal untuk menggabungkan metode-metode riset yang 
ada.
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PENDAHULUAN
Dalam beberapa terkahir ini, wacana tentang pengungkapan kembali kasus pelanggaran Hak 
Asasi Manusia (HAM) berat kembali mencuat. Pengungkapan kasus yang berhubungan 
dengan pelanggaran HAM berdasarkan temuan Komnas HAM1 mengenai hal ini. Hal yag 
serupa juga telah disuarakan oleh kalangan masyarakat,  MPR,2 maupun oleh Presiden.3
Terlepas dari alasan politik, pengungkapan kasus pelanggaran HAM, khususnya 
pelanggaran HAM berat memang harus dituntaskan sebab, bagaimanapun, Hak asasi manusia 
adalah hak yang melekat pada setiap manusia, dimanapun ia berada tanpa perbedaan ras, 
1 Lihat Republika ‘Ditemukan Bukti Pelanggaran HAM Berat di Peristiwa 1965, 24 Juli 2012, http://www.
republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/24/m7nkvm-ditemukan-bukti-pelanggaran-ham-berat-di-
peristiwa-1965. Lihat juga BBC, Komnas HAM: Terjadi pelanggaran HAM berat pasca G30SPKI, , http://www.bbc.co.uk/
indonesia/berita_indonesia/2012/07/120723_pelanggaranham.shtml. diakses 02 Agustus  2012
2 Lihat Detiknews  ‘MPR: Perlu Dibentuk Satgas Pengusutan Pelanggaran HAM Berat, 27/07/2012,http://
news.detik.com/read/2012/07/27/082140/1976217/10/mpr-perlu-dibentuk-satgas-pengusutan-pelangga-
ran-ham-berat. diakses 02 Agustus  2012
3 Lihat: ’Presiden : Negara Berkewajiban Tuntaskan Pelanggaran HAM 1965’, 25 Juli 2012, dikutip melalui 
website: http://www.mediaindonesia.com/diakses 02 Agustus  2012
MENGARTIKAN PELANGGARAN HAM BERAT 
DALAM HAK ASASI MANUSIA INDONESIA 
Oleh:
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Universitas Negeri Makassar
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Abstract: Discourse disclosure of the cases of human rights violation in Indonesia is not 
easy to do because it implies a lack of clarity about the terms used, and homeland political 
conditions. This paper is an effort to review terms of gross human rights violations which 
later turned out to be more appropriate if interpreted as a crime against humanity. This 
understanding is drawn from an understanding of the international context that test 
understanding of human rights violations in the country.
Keywords: Human Rights, Human Rights Violations
Abstrak: Wacana pengungkapan kembali kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia tidak 
mudah dilakukan karena berimplikasi pada tidak jelasnya istilah yang dipakai dan kondisi 
politik tanah air. Tulisan ini adalah upaya review pengertian pelanggaran HAM berat yang 
kemudian ternyata lebih sesuai bila diartikan sebagai kejahatan kemanusiaan. Pengertian 
ini diambil dari pengertian konteks internasional yang menguji pengertian Pelanggaran 
HAM berat di tanah air.
Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, Pelanggaran Hak Asasi Manusia
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ideologi, serta agama atau kepercayaan yang dimiliki. Oleh sebab itu, munculnya ide dalam 
mengungkap kasus-kasus HAM di tanah air menjadi isu penting baik dalam konteks nasional, 
maupun internasional. Masyarakat dunia harus memperhatikan perkembangan ini dengan 
cara mengakui, menghormati, dan mewujudkan perlindungan HAM yang utuh.
Namun demikian, dalam pelaksanaannya untuk mempertahankan dan melindungi 
HAM tersebut, pengertian HAM yang dimaknai dalam UUD 1945 ternyata tidak mudah 
dilakukan,4  terlebih bila pengungkapan pelanggaran HAM berat berimplikasi dan terkait 
secara langsung dengan kegiatan yang berhubungan dengan HAM masa lalu. 
Sehubungan dengan desakan pengungkapan pelanggaran HAM berat, diperlukan 
upaya untuk penyamaan persepsi dalam pengertian pelanggaran HAM berat, khususnya 
pada prinsip pengaturan kejahatan masa lalu. Hal ini disebabkan karena salah satu penyebab 
ketidakselaran penerapan HAM dan tidak terungkapanya penyelasaian tuntas kasus-kasus 
HAM masa lalu karena tidak jelasnya pengertian pelangaran HAM berat tersebut.
Tulisan ini mencoba melihat kembali bagaimana pengertian pelanggaran HAM berat 
yang biasa dikenal sebagai kejahatan kemanusiaan yang ada dalam hukum internasional 
yang diselaraskan dengan pengertian dalam UUD 1945 yang dipakai dalam pertimbangan 
mengadili kasus HAM di tanah air. 
Sesuai dengan sejarah, perkembangan besar HAM setidak-tidaknya dapat dilihat 
sebelum dan setelah Perang Dunia II. Sebelum Perang Dunia II, HAM berkembang 
berdasarkan konteks pengertian negara-negara tertentu. Pada masa itu, telah ada bentuk 
acuan HAM yakni ‘Magna Charta’ yang dilahirkan di Inggris tahun 1215. Di Amerika, makna 
HAM juga dapat dilihat sejak Tahun 1776 pada The Declaration of Independence, khususnya 
the right to life, the right to liberty, dan the right to pursue happiness. Hal yang sama juga 
dapat dilihat di Perancis pada Declaration des droits de I’homme et du citoyen pada 1789. 
Perkembangan selanjutnya adalah ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) 
pada Tanggal 10 Desember 1948, mengeluarkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 
(DUHAM/Universal Declaration of Human Right /UDHR) yang dianggap sebagai penanda 
babak baru wacana HAM internasional. Indonesia juga secara aktif melakukan perlindungan 
HAM sesuai prinsip hak asasi manusia internasional. Salah satu upaya prinsipil tersebut 
terlihat dengan ditempatkannya pasal-pasal tentang HAM pada Undang-undang Dasar 1945.
Pembentukan norma HAM baik dalam konteks internasional maupun konteks nasional 
tentu	mempunyai	latar	belakang	pertimbangan	philosophis.	Secara	filosophis,	konsep	HAM	
mencakup berbagai hak atau klaim yang dibuat oleh sesorang atas nama diri sendiri sebagai 
4 Lihat  Republika: ‘Kejaksaan Mengaku Kesulitan Memproses Pelanggaran HAM Berat’, 25 Juli 2012, 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/07/25/m7ppdm-kejaksaan-mengaku-kesulitan-mem-
proses-pelanggaran-ham-berat. diakses 02 Agustus  2012
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
individu atau dalam hubungannya dengan orang lain. Bahkan, kumpulan entitas negara dan 
entitas	 fiktif	 seperti	 sebuah	 perusahaan	 juga	memiliki	 hak	 dalam	 bentuk-bentuk	 tertentu.	
Hak-hak yang timbul ini, memerlukan kewajiban pada orang lain, misalnya jika seseorang 
memiliki hak yang sah untuk penggunaan eksklusif atas sebidang tanah, pihak lain tentu 
memiliki kewajiban untuk menghormati hak eksklusivitas itu. Dengan demikian hak dan 
kewajiban biasanya dua sisi mata uang yang sama.
Namun demikian, ada hak-hak lainnya yang tidak melibatkan kewajiban dari orang 
lain. Dalam situasi persaingan, misalnya, sebuah tim olahraga, mengklaim hak untuk 
memenangkan pertandingan, namun tim lain tidak memiliki kewajiban untuk menjadikannya 
sebagai pemenang. Dengan demikian, ini memperlihatkan situasi hak terhadap hak. 
Pada tangan negara, biasanya negara memiliki kewajiban untuk menghormati hak 
asasi manusia. Dalam hal ini terbentuk hak posistif dan hak negatif.5 Ada perbedaan penting 
antara hak positif dan negatif. Hak negatif adalah mereka yang mewajibkan pemerintah atau 
orang-orang lain untuk tidak mengganggu hak tersebut, sementara hak-hak positif adalah 
mereka yang membutuhkan tertentu berbagai tindakan untuk memenuhi hak yang ada. 
Persyaratan bahwa pemerintah tidak mengganggu kebebasan warga negara untuk beragama, 
berbicara misalnya, adalah salah satu yang melindungi hak-hak negatif dari campur tangan 
pihak lain. Sementara hak positif, sebaliknya, menuntut penyediaan aktif untuk hak ini oleh 
pemerintah. Klaim hak manusia untuk sebuah standar hidup yang layak membutuhkan lebih 
dari sekadar tidak mengganggu seorag individu. Namun hak tersebut memberikan kewajiban 
pada pemerintah untuk menetapkan program di mana sumber daya ditransfer dari mereka 
yang lebih mampu ke mereka yang kurang mampu. Dalam hal ini, yang kurang mampu yang 
dikatakan memiliki hak positif terhadap sumber daya.6
Namun demikian, sebuah pertanyaan dalam mengerti philosophy HAM perlu 
dimengerti, yakni dapatkah suatu klaim HAM universal dipejuangkan? Hal ini ini sulit bila 
melihat kenyataan bahwa ada standar hukum internasional yang berlaku dimana suatu negara 
wajib mentaati suatu perjanjian mengenai HAM apabila negara itu telah menandatangani 
atau	meratifikasinya.	Namun,	apakah	hal	yang	sama	juga	harus	berlaku	bagi	mereka	yang	
tidak menandatanganinya? Atau, apakah mereka yang tidak menandantangani perjanjian 
tersebut tidak mempunyai hak untuk meligitimasi sebagian atau seluruh isi suatu konsep 
dalam perjajian HAM yang ada? Pertanyaan ini perlu dijawab bahwa dalam gagasan hak 
asasi manusia, tidak ada persetujuan yang diperlukan bagi negara untuk wajib menjunjung 
hak-hak tersebut sebab HAM pada dasarnya berbeda dengan hukum. Semua hak yang 
dibutuhkan oleh manusia harus dianggap sah tanpa adanya perjanjian.
5 Bahmueller, C F, (ed), Human Rights Violations,Vol.1 1903-1961, Center for Civic Education Salem Press, 
Inc.,New Jersey, xx.
6 Ibid.
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Dengan demikian, maka suatu pelanggaran HAM, meski terjadi dalam lingkup 
nasional, harus dianggap sebagai pelanggaran HAM yang bersifat universal tanpa dibatasi 
oleh batasan hukum negara tertentu.  Sehubungan dengan hal ini, maka pertanyaan lanjutan 
yang perlu dijawab adalah apakah pengertian pelanggaran HAM, termasuk pelangaran HAM 
berat seperti yang disebutkan pada judul tulisan ini harus pula bersifat universal?  
Hikmahanto Juwana menyatakan bahwa istilah pelanggaran HAM Berat tidak identik 
dengan suatu pelanggaran HAM seperti hak hidup, hak untuk menyampaikan pendapat, hak 
untuk mendapat pekerjaan, namun, istilah ini merupakan terjemahan dari konsep Kejahatan 
Internasional (International Crimes), sehingga ia berarti suatu pelanggaran kriminal terlepas 
apakah perbuatan tersebut berorientasi pada HAM atau tidak.7 Untuk penentuan apakah ia 
adalah kejahatan Nasional atau kejahatan Internasional akan dilakukan oleh suatu negara 
tertentu atau masyarakat internasional.
Hal ini tidak sesuai dengan pendapat AGH Nusantara8 ketika menyatakan bahwa  istilah 
pelanggaran berat hak asasi manusia (HAM) muncul untuk menggambarkan dahsyatnya 
akibat yang timbul dari perbuatan pidana tersebut terhadap raga, jiwa, martabat, peradaban, 
dan sumberdaya kehidupan manusia.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pelangaran HAM Berat adalah Kejahatan Kemanusiaan
Pengertian yang diberikan baik oleh Hikmahanto Juwan maupun AGH Nusantara pada 
pembahasan sebelumnya, memperlihatkan bagaimana sulitnya mengerti bentuk tindakan ini 
sehingga jelas perbedaanya dengan tidakan atau bentuk kejahatan lainnya dam perlindungan 
HAM.
Pada hakikatnya, permasalahan pelanggaran HAM berat menjadi demikian penting 
untuk dibahas sebab begitu banyak nilai-nilai kemanusiaan yang terlibat dalam suatu 
tindakan pelanggaran HAM ini, ia dipandang sebagai suatu kejahatan kemanusiaan. Namun, 
apakah dapat disamakan antara pelanggaran HAM berat yang dimengerti di Indonesia dengan 
kejahatan kemanusiaan yang dimengeti secara universal?
Salah satu permasalahan dalam memberikan pngertian mengenai pelangaran HAM 
berat di Indonesia adalah karena banyakanya istilah yang dipakai untuk menggambarkan 
kegiatan ini, meski tidak jelas bagaiamana perbedaan dalam istilah yang kelihatannya hanya 
mencomot istilah internasional, tanpa terlebih dahulu memilah istilah yang tepat untuk 
7 Lihat detik.com: Hikmahanto Juwana, ‘Pengertian Pelanggaran HAM Berat, 01/01/2011, http://news.detik.
com/read/2011/01/01/162239/1537379/103/pengertian-pelanggaran-ham-berat, diakses 2 Agustus 2012. 
8 Lihat AGH Nusantra, ‘Pelanggaran Berat HAM dan Kebijakan Nasional untuk Penanganan dan Penyele-
saiannya’, dikutip melalui website: http://komnasham.go.id/home/67-pelanggar-ham/1067-pelanggaran-
berat-ham-dan-kebijakan-nasional-untuk-penanganan-dan-penyelesaiannya, diakses 2 Agustus 2012.
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pengertian ini yang akan dipakai dalam sistem hukum nasional. Ini memperlihatkan adanya 
kesan ketidakpahaman atau terburu-burunya pihak legislatif (maupun ekeskutif) dalam 
menentukan istilah pelanggaran HAM berat dengan cara copy-paste isitilah dari instrument 
internasional. Dalam literatur internasional, istilah yang biasa dipakai antara lain: Gross 
violation of human rights, serious crimes, ill-treatment human rights violation, large-scale 
violation of human rights, inhuman activities of human rights, dll.
 Selain itu, para ahli hukum, akademisi, serta praktisi yang bahkan sering menjadi 
contoh dalam pengertian istilah hukum dalam masyarakat kadang tidak mempedulikan 
dalam penggunaan istilah pelangggaran HAM berat. Ada kecenderungan pengisitilahan 
diberikan sesuai posisi mereka yang memberi komentar berada. Bila salah satu pihak berada 
dalam posisi simpati atas suatu kejadian pelanggaran yang berindikasi HAM, mereka akan 
memberian pengertian yang ‘emosional’ seperti ‘pelanggaran HAM berat’, ‘kejahatan 
kemanusiaan’, ‘indikasi pelanggaran kemanusiaan’ dan lainnya. Sementara bagi mereka 
yang berada dipihak lainnya akan lebih tertarik untuk menggunakan isitilah ‘perbuatan 
makar’, ‘perbuatan kerusuhan masyarakat’ ‘antisipasi keamanan’ ‘kejahatan murni pidana’ 
dan lain sebagainya. Istilah-istilah, dengan dukungan media, yang dikeluarkan tersebut akan 
cenderung melekat dan menjadi pengertian resmi dalam masayarakat. 
Dalam hukum nasional, pengertian ini tidak jelas diterangkan, terutama bagaimana 
unsur-unsur tindakan yang memperlihatkan pernedaan tindakan ini dengan tindakan 
lainnya. AGH Nusantara menyatakan bahwa pelangaran HAM berat adalah tindak kejahatan 
yang dilakukan oleh pelaku dengan maksud dan tujuan yang jelas untuk menyerang dan 
menghancurkan orang-orang tertentu atau sekelompok manusia sehingga membawa akibat 
atau dampak yang luas. Nusantara menggambarkan tindakan ini dengan memberikan contoh 
kejahatan yang dilakukan oleh Nazi.
Dalam hukum nasional, kategori tindak pidana pelanggaran berat HAM, diadopsi 
dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 9 oleh UU No.26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia, khususnya kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan. Bentuk kejahatan ini 
diambil dari ketentuan yang ada dalam Statuta Roma.  
Statuta Roma sendiri dalam menggambarkan istilah ini dengan isitilah, “the most 
serious crimes of concern to the international community as a whole’ yang terbagi dalam: 
(a) The crime of genocide;  (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d)  The crime of 
aggression.” 
Ketentuan hukum nasional yang mengadopsi bentuk kejahatan The crime of genocide, 
dan Crimes against humanity saja dalam UU Pengadilan HAM memperlihatkan bahwa 
Indonesia dapat mengantisipasi segala bentuk kejahatan dibawah pengadilan HAM dengan 
menggunakan dua bentuk isitilah kejahatan tersebut. Hal ini berarti pelangaran HAM berat 
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di Indonesia dapat dikategorikan kedalam salah satu dari dua jenis kejahatan yang ditetapkan 
oleh UU pengadilan HAM. 
Bila banyak ahli hokum dan praktisi yang lebih cenderung memasukkan kategori 
pelanggaran HAM berat sama dengan pengertian atau memasukkan kedalam kejahatan 
kemanusiaan, (Crimes against humanity)9 maka hendaknya istilah pelanggaran HAM berat 
lebih baik diarahkan sebagai pengertian kejahatan kemanusiaan.   
Berdasarkan pembahasan di atas, maka kita samapai pada kesimpulan bahwa isitilah 
pelanggaran HAM berat, seperti yang dipakai dalam istilah masyarakat ini, adalah isitilah 
yang dipakai untuk pengertian kejhatan kemanusiaan Hal ini  perlu ditentukan agar tidak ada 
lagai kerancuan dalam memncari pengertian suatu pelanggaran HAM berat.
Menganai kejahatan terhadap kemanusiaan, Bassioni,10 mengatakan: 
The term of “crimes against humanity” is existed prior to World War II. It is because 
the 1868 Saint Petersburg Declaration has mentioned the limitation of the use certain 
explosive or incendiary projectiles in times of war, since they were declared contrary to 
the laws of humanity. Meanwhile, the expression of crimes against humanity was used 
for the first time in the 1915 Declaration by the governments of France, Great Britain 
and Russia denouncing the massacre of Armenians taking place in Turkey. 
Bassiouni	menambahkan	bahwa	 jenis	kejahatan	yang	dapat	diklasifikasikan	 sebagai	
kejahatan terhadap kemanusiaan, adalah: pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi, 
dan tindakan tidak manusiawi lainnya yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum atau 
selama perang, atau penganiayaan atas dasar politik, ras atau agama dalam pelaksanaan atau 
dalam kaitannya dengan kejahatan dalam yurisdiksi Pengadilan, apakah atau tidak dalam 
pelanggaran hukum domestik dari negara di mana kejahatan tersebut dilakukan.11
Dalam Statuta Roma, ‘kejahatan terhadap kemanusiaan’ ini dikatakan sebagai kejahatan 
yang berbentuk salah satu dari perbuatan berikut ini, apabila dilakukan sebagai bagian dari 
serangan meluas atau sistematik, yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, 
dengan mengetahui serangan itu:
a) Pembunuhan;
b) Pemusnahan;
c) Perbudakan;
9 Hal ini melihat pengertian Genocide lebih mengarah pada kejahatan pada kelompok luas masyarakat. 
Statuta	Roma	mendifinisikan	tindak	pidana	genosida	sebagai	setiap	perbuatan	yang	dilakukan	dengan	tu-
juan untuk menghancurkan, seluruhnya atau untuk sebagian, suatu kelompok nasional, etnis, ras atau ke-
agamaan,	seperti:	a.	Membunuh	anggota	kelompok	tersebut;	b.	Menyebabkan	luka-luka	fisik	atau	mental	
yang sangat serius terhadap para anggota kelompok; c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas 
kelompok	tersebut	yang	diperhitungkan	akan	menyebabkan	kehancuran	fisik	secara	keseluruhan	atau	untuk	
sebagian; d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam kelompok 
tersebut; e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.
10 Lihat M C Bassiouni, Crimes Against Humanity in International Criminal Law (1999) http://www.crime-
sofwar.org/thebook/crimes-against-humanity.html  
11 Bassiouni, M. C. Ibid  
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d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk;
e) Memenjarakan	atau	perampasan	berat	atas	kebebasan	fisik	dengan	melanggar	aturan-
aturan dasar hukum internasional;
f) Penyiksaan;
g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan 
sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
h) Penganiayaan	terhadap	suatu	kelompok	yang	dapat	diidentifikasi	atau	kolektivitas	atas	
dasar	politik,	ras,	nasional,	etnis,	budaya,	agama,	gender	sebagai	didifinisikan	dalam	ayat	
3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diijinkan berdasarkan 
hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam 
ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam Jurisdiksi Pengadilan;
i) Penghilangan paksa;
j) Kejahatan apartheid;
k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan 
penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau	mental	atau	kesehatan	fisik.
Sementara itu, versi lain dari kejahatan kemanusiaan ini dapat pula dilihat pada Piagam 
Pengadilan	 Militer	 Internasional	 Nuremberg,	 yang	 mendifinisikan	 kejahatan	 yang	 dapat	
dikatagorikan Pelanggaran HAM Berat 12 sebagai: 
a) Kejahatan terhadap perdamaian (crimes against peace) yang tediri atas perbuatan 
merencanakan, mempersiapkan, memulai, atau menjalankan perang agresi, atau perang 
yang melanggar perjanjian-perjanjian internasional, persetujuan-persetujuan atau 
jaminan-jaminan; atau turut serta di dalam rencana bersama atau komplotan untuk 
mencapai salah satu daripada tujuan perbuatan-perbuatan tersebut di atas.
b) Kejahatan Perang (war crimes), yaitu pelanggaran terhadap hukum atau kebiasaan-
kebiasaan perang, seperti pembunuhan (murder), perlakuan kejam terhadap penduduk 
sipil dengan mengasingkan mereka, mengerjakan mereka secara paksa, atau diwilayah 
pendudukan memperlakukan tawanan-tawanan perang dengan kejam, membunuh 
mereka, atau memperlakukan orang di laut secara demikian; merampas milik Negara 
atau milik perseorangan, menghancurkan kota atau desa dengan secara berkelebihan 
atau semau-maunya, atau membinasakannya tanpa adanya alasan keperluan militer.
c) Kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity). Termasuk dalam pengertian 
kejahatan ini adalah, pembunuhan, membinasakan, memperbudak, mengasingkan dan 
lain-lain kekejaman di luar perikemanusiaan terhadap penduduk sipil, yang dilakukan 
sebelum atau sesudah perang; perkosaan hak-hak dasar berdasarkan alasan-alasan 
politik, ras atau agama. Pemimpin atau orang yang mengorganisir, menghasut dan 
12  Ibid.
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membantu mereka yang turut serta dalam membentuk atau melaksanakan rencana 
bersama komplotan untuk melakukan kejahatan-kejahatan tersebut bertanggungjawab 
atas perbuatan orang-orang yang melakukan rencana tersebut. 
Kejahatan Kemanusiaan dan Pelangaran HAM Berat
Pengertian yang telah dibahas diatas mengenai apakah pelanggaran HAM berat 
di Indonesia dapat diartikan sebagai kejahatana kemanusiaan adalah pemahasan yang 
mengarahkan pada pendekatan hokum internasional sebab bagian dari pertimbanagan 
universal dalam melakukan tindakan hokum pada hak asasi manusia.
Penjelasan lanjutan konteks internasional ini tentu perlu dibahas dalam konteks 
nasional. Oleh sebab itu, pertanya susb judul artikel ini ingin menguji apakah pengertian 
kejahatan internasional yang dipakai dalam kontek internasional sesuai dengan pengertian 
pelanggaran HAM berat di Indonesia. Selain itu, bagaimana pengertian yang ada pada 
kejahatan kemanusiaan. 
Pengertian kejahatan kemanusiaa yang telah disebutkan oleh Bassiouni, dan dibahas 
diatas sebenarnya diambil dari jenis kejahatan yang telah disebutkan dalam Pasal 6 (c) dari 
Piagam Nuremberg (Nuremberg Charter), menyebutkan bahwa kejahatan kemanusiaan 
adalah:
Murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed 
against any civilian population, before or during the war, or persecutions on political, 
racial, or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the 
jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of domestic law of the country 
where perpetrated.13
David Luban14 menyatakan bahwa pasal ini memberikan 5 (lima) unsur dalam 
pengertiannya sehingga dengan unsur-unsur dalam ketentuan ini dapat dipakai sebagai penguji, 
apakah ketentuan hukum nasional menggunakan pula pengertian ini dalam menerapkan 
kejahatan HAM di Indonesia.
1. Kejahatan terhadap kemanusiaan biasanya dilakukan terhadap warga negara sendiri atau 
orang asing (Crimes against humanity are typically committed against fellow nationals 
as well as foreigners). 
Sesuai dengan sejarah Pasal 6(c) ini, pasal ini dibuat untuk mengisi kekosongan 
hukum kemanusiaan pada Tahun 1945, yang menyatakan bahwa kategori kejahatan perang 
terhadap penduduk sipil adalah pelanggaran hukum bilamana kejahatan itu dilakukan 
hanya terhadap orang asing. Sementara Nazi, dianggap melakukan kejahatan terhadap 
warga negara mereka yag beragama Yahudi serta orang asing di wilayah Austria. 
13  Lihat Nuremberg Charter, http://www.currentconcerns.ch/index.php?id=148, diakses 4 Juli 2012.
14 Luban, David, 2004, A Theory of Crimes Against Humanity, 29 Yale Journal International Law, 85, HeinOn-
line.
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Oleh sebab itu, pemikiran bahwa suatu negara dianggap bisa melakukan kejahatan 
untuk membunuh rakyatnya sendiri dapat dilihat dari contoh tersebut diatas sehingga 
pengertian crime against humanity ini perlu mengatur hal itu. Ini disebabkan karena 
pengertian kejahatan sebelumnya yang dipakai mengenai kejahatan kemanusiaan ini 
adalah aturan hukum perang, yang beorientasi pada masyarakat negara sendiri disatu 
pihak, dan lawan sebagai pihak lain. Dengan demikian, dengan pengertian ini, maka 
sebuah kejahatan kemanusiaan itu dapat saja terjadi baik bagi masyarakat sendiri maupun 
orang asing, serta yang terjadi didalam maupun diluar perang. Selain itu, pengertian ini 
juga berarti bahwa kejahatan kemanusiaan dapat saja dilakukan oleh pemerintah terhadap 
rakyatnya sendiri maupun oleh musuh kepada rakyat.15
Dari pengertian ini, dapat dimengerti mengapa seorang Gubernur seperti Abilio 
Soares dapat dianggap sebagai pelaku kejahatan kemanusiaan, meski korbannya adalah 
masyarakat Timor Timur.16 Selain itu, aparat hukum yang melakukan tindakan represif 
pada masyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan apabila ada korban 
yang jatuh dalam tindakan tersebut. Da sesuai dengan pertimbangan lainnya. 
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan internasional (Crimes against 
humanity are international crimes). 
Pengertian dari Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg ini memberikan makna luas bahwa suatu 
kejahatan kemanusiaan dianggap sebagai kejahatan internasional meskipun tindakan ini 
bukan dalam ketegori tersebut pada ketentuan hukum suatu negara dimana kejahatan atau 
tindakan itu dilakukan. Dalam Pasal 7 dan 8 dari Piagam Nuremberg memperlihatkan 
bahwa seorang kepala negara tidak akan dapat berlindung dibalik kekebalan otoritasnya 
atau seseorang tidak boleh berlindung dibelakang alasan perintah atasan untuk bebas dari 
tuduhan kejahatn ini. Pasal 7 dan 8 menyatakan:
Article 7
The official position of defendants, whether as Heads of State or responsible officials in 
Government Departments, shall not be considered as freeing them from responsibility or 
mitigating punishment.
Article 8
The fact that the Defendant acted pursuant to order of his Government or of a superior 
shall not free him from responsibility, but may be considered in mitigation of punishment 
if the Tribunal determines that justice so requires.
Menurut Luban dari pengertian ini, kejahatn yang dilakukan sebelum dan selama 
masa perang juga dapat dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan, dan hal itu berarti 
15 Untuk kejahatan ini, ada sedikit perbedaan mengnenai kejahatan yang hanya dapat berlaku sebagai keja-
hatan perang saja. Namun bila kejahatan itu adalah pembunuhan, perbudakan, penyiksaan  dll, yang dapat 
dilakukan meski diluar perang,  maka pengertian juga dipakai. Lihat Luban, Ibid, h.94.
16 Lihat, Putusan Nomor 01/PID.HAM/AD.HOC/ 2002/PH.JKT.PST.
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bahwa tindakan kekejaman Nazi terhadap bangsa Yahudi Jerman sebelum tahun 1939, 
meskipun pada saat itu dlam keadaan damai merupakan kejahatan kemanusiaan.17 Meski 
tindakan ini adalah retrospektif karena dikategorikan sebagai tindakan masa lalu yang 
belum diatur oleh hukum, berdasarkan pengertian ini, kejahatan Nazi tersebut dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan.
3. Kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh politik terorganisir kelompok bertindak 
dengan dasar kebijakan (Crimes against humanity are committed by politically organized 
groups acting under color of policy).
Piagam Nuremberg mensyaratkan bahwakejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan 
oleh agen negara. Pasal 6 (c) mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan 
adalah bagian dari ‘eksekusi dari perintah atau ada hubungannya dengan “kejahatan 
terhadap perdamaian dan kejahatan perang’, yang mana keduanya dapat dilakukan oleh 
aparat negara, atau warga yang menempati posisi tinggi sesuai jabatan. 
4. Kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari kejahatan yang paling berat dan tindakan 
kekerasan dan penganiayaan yang mengerikan (Crimes against humanity consist of the 
most severe and abominable acts of violence and persecution). 
Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg membedakan antara dua jenis kejahatan terhadap 
kemanusiaan. Pertama adalah kejahatan yang terdiri dari pembunuhan, pemusnahan, 
perbudakan, deportasi, dan tindakan ‘tidak manusiawi lainnya’. Kejahatan jenis 
pembunuhan adalah kejahatan yag mengandung nilai atau dimensi ‘kekejaman dan 
kebiadaban.18 Dan selanjutnya dalam Pasal 6 (c) ini, kejahatan ini juga biasa ditambahkan 
dengan kejahatan penjara yang mempunyai unsur ‘melanggar aturan dasar hukum 
internasional’ atau kejahatan lainnya yang yang dianggap ‘tindakan yang tidak manusiawi 
lainnya,” sesuai Statuta Roma. 
5. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang diderita oleh korban berdasarkan 
keanggotaan mereka dalam populasi dan bukan sebagai karakter individu (Crimes against 
humanity are inflicted on victims based on their membership in a population rather than 
their individual characteristics). 
Menurut	 Luban,	 suatu	 ketentuan	 atau	 undang-undang	 mendefinisikan	 kejahatan	
terhadap kemanusiaan memasukkan populasi sebagai salah satu persyaratan persyaratan 
dari unsur kejahatan pembunuhan, serta persyaratan niat diskriminatif sebagai unsur 
kejahatan penganiayaan. Kedua persyaratan ini mentukan bahwa pada dasarnya, bahwa 
kelakuan buruk dianggap sebagai kejahatan terhadapkemanusiaan hanya jika kejahatan 
ini merupakan bagian dari serangan terhadap sebuah kelompok atau populasi, tanpa 
17  Luban, D, Op.cit, hlm. 95.
18 Lihat kasus Regina v. Finta, [1994] S.c.R. 701, 818.
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termasuk individualitas dari kelompok. Untuk menjawab pertanyaan tentang seberapa 
besar jumlah orang dalam kelompok sebagai korban yang dimaksud sehingga ia dapat 
dikatakan sebagai suatupenduduk. Luban menyatakan: 
“...how large a group must be to constitute a population. Does the population 
requirement mean that the crimes are committed on a large ‘population-size’ scale-
in other words, that to qualify as crimes against humanity, they must be not just 
atrocities but mass atrocities? To support this reading of the population requirement, 
it might be argued that nothing less than mass horror justifies internationalizing the 
crimes and making them matters of worldwide rather than domestic concern.”
Dari rumusan kategori tindakan crime against humanity yang dikemukakan oleh Luban 
di atas, ada implikasinya terhadap kasus-kasus kejahatan berat yang terjadi di Indonesia, 
sebagai berikut:
a) Bila dilihat dari point pertama yang mengatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan 
biasanya dilakukan terhadap warga negara sendiri atau orang asing, memperlihatkan 
indikasi ada kecenderungan pelaksanaan persidangan kejahatan kemanusiaan dalam 
yurisdiksi non-internasional menjadi tinggi. Hal ini berarti kecenderungan untuk 
mengunakan hukum nasional juga besar. Berdasarkan gambaran ini maka ketika ada 
suatu	 kejahatan	 yang	 dilakukan	 oleh	 warganegera	 tertentu,	 maka	 pendefinisian	 atau	
pencitraan kejahatan ini akan menjadi wewenang hukum nasional, yang pada akhirnya 
akan membawa pengertian kejahatan sebagai kejahatan dalam pengertian hukum nasional 
pula. Dengan kata lain, institusi yang ada dalam hukum nasional mempunyai wewenang 
untuk mengartikan kejahatan mana dapat dianggap sebagai suatu kejahatan kemanusiaan 
berdasarkan penafsiran nasional, bukan berdasarkan penafsiran hukum internasional.
Hal ini akan sangat riskan sebab sebuah kejahatan antar kelompok akan dapat 
dikategorikan sebagai kejahatan kemanusiaan berdasarkan penafsiran sepihak atau 
sebagian orang yang bukan dalam kapasitas berwenang. Di Indonesia, hal ini sering terjadi 
sebab informasi dari mulut ke mulut atau melalui komunikasi non-verbal dan media dapat 
membentuk	mengakibatkan	justifikasi	umum	yang	sulit	dihindari	dan	menjadi	persepsi	
para aparat hukum ketika menjalankan pengadilan. Bila melihat kerusahan di Ambon 
pada tahun 1999 sampai 2000, kerusuhan Sampit, kerusuhan di Poso, kerusuhan Mei atau 
beberapa kejahatan dalam negeri yang menimbulkan korban dalam jumlah yang banyak, 
persepsi umum akan pengertian kejahatan kemanusiaan sering muncul, baik sesuai oleh 
hukum atau tidak, memberikan andil yang besar. 
Oleh sebab itu, pemerintah perlu menerangan dengan jelas pengertian kejahatan 
dalam negeri, dan tidak mengkambinghitamkan persoalan separatism, etnis, atau alasan 
SARA (Suku Agama, Ras dan Agama) sebagai upaya menyamarkan makna kejahatan 
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kemanusiaan. Dalam kasus Abepura misalnya, nilai kejahatan kemanusiaan disamarkan 
demi pertimbangan politik nasional. 
Oleh sebab itu, persyaratan penamaan dan pengertian kejahatan menjadi suatu 
kejahatan kemanusiaan perlu mendapat perhatian semua pihak agar perbedaan persepsi 
dan penyatuan pengertian dapat diatur dalam ketentuan sistem hukum yang lebih kuat. 
UU No. 26 tahun 2000 memang telah menyebut dan mengatur hal ini, namun pada 
kenyataannya, pengertian ini masih mempunyai kelemahan disana sini.19 ELSAM 
menyatakan	bahwa	definisi	konsep-konsep	tentang	kejahatan	terhadap	kemanusiaan,	dan	
tentang tanggung jawab komando UU No.26/2000 yang mengadopsi pengertian yang 
terdapat dalam Statuta Roma mempunyai ambiguitas dan distorsi yang pada akhirnya 
melemahkan konsep kejahatan terhadap kemanusian itu sendiri. Pengertian “kejahatan 
terhadap kemanusiaan” dalam pasal 9 UU no.26/2000 ini juga dianggap sumir karena 
tidak	memiliki	parameter	yang	tegas	untuk	mendefinisikan	unsur	“meluas”,	“sistematik”	
dan	“intensi”	yang	menjadi	unsur	utama	kejahatan	ini.	Ketidakjelasan	definisi	elemen-
elemen tersebut mengakibatkan pembuktian pemidanaan terhadap kejahatan-kejahatan 
yang dimaksud menjadi sulit. 
Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan (crime against humanity) yang rumusannya 
terdapat dalam Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000 yang menyatakan:
“Kejahatan  terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b 
adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas 
atau sistematik yang diketahuinyabahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung 
terhadap penduduk sipil...” 
Rumusan di atas rupanya memiliki kelemahan mendasar. Berikut ini diungkapkan dan 
dibahas beberapa kelemahan dari Pasal 7 (b) tersebut yang disebutkan oleh ELSAM:20 
Pertama, tidak jelasnya defenisi kejahatan terhadap kemanusiaan dari tiga elemen 
penting yaitu: elemen meluas (widespread), sistematik (systematic) dan niat (intention). 
Ketidakjelasan defenisi ketiga elemen itu membuka bermacam interpretasi di pengadilan 
yang berakibat pada pembuktian dan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan-kejahatan 
menjadi sumir. ELSAM mencontohkah hal ini dengan membandingkan dengan 
pengadilan Nuremberg, ICTR, dan ICTY, dimana para hakim melakukan interpretasi 
terhadap	unsur	meluas	dengan	menekankan	pada	luasan	geografis	dan	massivitas	jumlah	
korban; sementara terhadap unsur sistematik implementasi kebijakan diindikasikan 
melalui adanya pola yang sama dan berulang-ulang dan metodik.21 ELSAM menganggap 
19 ELSAM sebagaimana dikutip pada laman website: http://www.elsam.or.id/new/index.php?id=413&lang=in
&act=view&cat=c/603
20 Ibid.
21 Lihat pertimbangan hakim dalam putusan Akayesu, ICTR (Case no.ICTR-96-4-T), 2 September 1998, para-
graf 580; kasus Tihomir Blaskic, ICTY (Case no. IT-95-14-T), 3 Maret 2000, paragraf 203 dan 206. Lihat 
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bahwa mengingat tidak ada aturan yang secara eksplisit mengharuskan pengadilan untuk 
mengadopsi praktik-praktik hukum internasional, maka tidak ada kepastian apakah 
interpretasi semacam ini juga akan digunakan dalam pengadilan HAM di Indonesia.
Kedua, adanya problematika yang timbul dari penerjemahan oleh undang-undang 
pada: directed against any civilian population yang seharusnya harus diartikan sebagai 
ditujukan kepada populasi sipil, namun oleh undang-undang ini diartikan: ‘ditujukan 
secara langsung terhadap penduduk sipil’. ELSAM menyatakan bahwa kata “langsung” 
ini bisa berimplikasi bahwa seolah-olah hanya para pelaku langsung di lapangan sajalah 
yang dapat dikenakan pasal ini sedangkan pelaku diatasnya yang membuat kebijakan 
tidak akan tercakup oleh pasal ini. Penggunaan kata “penduduk” dan bukannya 
“populasi” sendiri telah menyempitkan subyek hukum dengan menggunakan batasan-
batasan wilayahsecara implisit menyempitkan target-target potensial korban kejahatan 
kemanusiaan yang terbatas hanya pada warga negara di mana kejahatan tersebut terjadi. 
Dalam kasus ICTY dan ICTR, hakim mengadopsi pengertian “populasi sipil” untuk 
melindungi potensikorban kejahatan kemanusiaan dengan menyatakan bahwa korban 
adalah siapa saja yang dalam batasan waktu tertentu secara aktif terlibat dalam kejadian 
dimana ia berada dalam posisi mempertahankan diri dalam kondisi tertentu.
Selain	 itu	 juga	 distorsi	 penerjemahan	 konsep	 dalam	 klasifikasi	 definisi	 kejahatan	
kemanusiaan, khususnya yang berkaitan dengan “persecution” menjadi “penganiayaan” 
dalam UU No. 26 Tahun 2000, merupakan tantangan pembuktian yang tak mudah bagi 
jaksa.	Hal	ini	disebabkna	karena	tidak	ada	penjelasan	yang	definitif	dan	detail	mengenai	
acuan	definisi	dalam	Kitab	Undang-undang	Hukum	Pidana	 Indonesia	 (KUHP).	Dalam	
Statuta Roma, unsur meluas atau sistematik juga dapat ditelusuri melalui element of crime 
yang tidak hanya mengacu pada massivitas korban atau luasan wilayah kejadian, namun 
juga bisa berarti pada intensivitas bentuk kejahatan yang dilakukan.22 Selain itu dalam UU 
No. 26 Tahun 2000, tidak terdapat pencantuman secara detail dan eksplisit mengenai jenis 
tindakan kejahatan seksual yang masuk dalam yuisdiksi Pengadilan HAM, seperti Pasal 9g 
yang	tidak	menyertakan	penjelasan	definitif	mengenai	“bentuk-bentuk	kekerasan	seksual	
lainnya yang setara” berimplikasi pada bisa kemungkinan multi interpretasikejahatan 
juga penegasan pengertian serupa dalam Draft Code of Crimes Against the Peace and Security of Mankind, 
Laporan International Law Commission dalam sidang sessi ke 48, (UN Doc. A/51/10) paragraf 94-95 (Com-
mentary on Article18 part 4): “…committed in a systematic manner meaning pursuant to a preconceived 
plan or policy. The implementation of this plan or policy could result in the repeated or continuous commis-
sion of inhumane acts… committed on a large scale meaning that the acts are directed against a multiplicity 
of victims.” Dalam ELSAM, ibid.
22	 Lihat	Statuta	Roma	Pasal	7	ayat	2	mengenai	penjelasan	definitif	atas	“extermination”	(pemusnahan):	“…	in-
cludes the intentional infliction of conditions of life, inter alia the deprivation of access to food and medicine, 
calculated to bring about the destruction of part of a population.” Dalam rumusan pasal 9 UU no.26/2000 
term “calculated” tidak disertakan. Dengan tidak adanya “pertimbangan” ini maka bisa dibilang secara oto-
matis	membatasi	pembuktian	unsur	meluas	semata-mata	pada	jumlah	korban	dan	luasan	geografis.
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seksual lain kedalam bentuk lain yang serupa, meski Statuta Roma telahmenentukan 
bahwa kesetaraaan dilihat dari bobot kekerasan/kejahatannya (equal gravity).
b) Pada persyaratan kedua dari Luban menyatakan bahwa Kejahatan terhadap kemanusiaan 
adalah kejahatan internasional ternyata memberi imlikasi yang luas dari pengertian Pasal 
6 (c) Piagam Nuremberg ini, karena dengan adanya ketentuan ini, maka suatu kejahatan 
dapat dianggap sebagai kejahatan internasional meskipun tindakan kejahatan ini dalam 
hukum nasional bukan dalam ketegori sebagai kejahatan kemanusiaan. Pertanyaan yang 
timbul dari sini adalah siap yang berhak memberi ‘status’ suatu tindakan kejahatan 
menjadi ‘terhadap kemanusiaan’? Dalam kasus di tanah air, perdebatanmengenai hal ini 
sudah sering terjadi. Disatu pihak menginkan agar status kejahtan kemanusiaan diterapkan 
sesuai dengan pengadilan ICC, namun fakata memperlihatkan bahwa Indonesia belum 
meratifikasi	 ICC	 Satatuta	 Roma	 ini,	 sehingga	 penggunaannya	 tidak	 dimungkinkan.	
Di pihak lain, pemberian status tidak memerlukan hukum internasional, namun 
dapat dilakukan sesuai hukum nasional sebabhukum nasional juga telah menerapkan 
persyaratan sesuai kebiasaan internasional. Namun demikian, hal ini masih juga menjadi 
permasalahan mendasar sebab seperti yang telah diugkapkan diatas, bahwa faktor politik 
dalam negeri banyak berperan sehingga pemberian sataus ini berjalan dengan keputusan 
yang ‘rancu’. Begitupun dengan Pasal 7 dan 8 dari Piagam Nuremberg yang belum 
banyak dipakai sebagai pertimbangan dalam mendapatkan pengertian ini. 
Selain itu, bila ketentuan pasal ini dipakai sebagai bahan pertimbangan, pelaksanaan 
dalam hukum tidak dipergunakan dengan serius. Kenyataan sejarah perlindungan HAM 
di Indonesia sering memperlihatkan bahwa perlindungan HAM ditandai tidak terjadinya 
proses yang baik dalam pengadilan HAM yang mengadili para pelaku kejahatan 
kamanusiaan dam petinggi negara yang dianggap sebagai dalang kejahatan ini.
c) Pada persyaratan ketiga yang mengatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan 
dilakukan oleh kelompok terorganisir secara politik yang bertindak berdasarkan perintah, 
menjadi perdebatan penting dalam pengadilan HAM di Indonesia. Piagam Nuremberg 
mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan oleh agen negara. Pasal 
6 (c) ini juga mensyaratkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah bagian dari 
‘eksekusi dari perintah atau ada hubungannya dengan “kejahatan terhadap perdamaian 
dan kejahatan perang’, yang mana keduanya dapat dilakukan oleh aparat negara, atau 
warga yang menempati posisi tinggi sesuai jabatan.Dalam Pasal 42 UU No 26 tahun 
2000 tentang pengadilan HAM, tanggungjawab komando telah diatur dimana pasal ini 
menentukan bahwa komandan bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukan 
oleh bawahan di lapangan, baik dengan sepengetahuan komandan militer saat itu, dengan 
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bentuk pembiaran atas adanya suatu dugaan pelanggaran oleh anak buah. Ketentuan ini 
sesuai juga sesuai dengan Pasal 1 Protokol Tambahan II 1977 yang menegaskan tentang 
yurisdiksi pengertian tanggungjawab komando dalam angkatan bersenjata pembrontak 
(dissident armed forces) atau kelompok-kelompok bersenjata terorganisasi lainnya. 
Namun demikian sesuai yang diungkapkan oleh ELSAM, Pasal 42 UU No. 26 
Tahun 2000 ini memiliki beberapa kelemahan dengan ‘konsekuensi hukum yang besar’. 
Pengertian dalam pasal ini menggunakan kata ‘dapat’ (could) dan bukannya ‘akan’ 
(shall) atau “harus” (should), yang berarti bahwa tanggung jawab komando dalam 
kasus kejahatan kemanusiaan bukan kewajiban. Dalam hubungannya dengan Pasal 9 
yang cenderung ditujukan pada pelaku langsung di lapangan, maka pasal ini secara 
mengharuskan Penuntut Umum menunjukkan bukti lapangan dala suatu kasus kejahatan 
kemanusiaan. 
Selain itu, kelemahan lainnya dapat pula terlihat bahwa dal Pasal 42 ayat 1 (a) 
yang mensyaratkan penanggung jawab komando untuk “seharusnya mengetahui bahwa 
pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran harus 
menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 28 ayat 1 (a) Statuta Roma yang menyatakan 
bahwa komandan militer seharusnya “mengetahui bahwa pasukan tersebut melakukan 
atau hendak melakukan kejahatan…”23 ELSAM berpendapat bahwa distorsi ini 
mengartikan bahwa ada pembiaran atau pengabaian kewajiban dari pemegang tanggung 
jawab komando untuk mencegah terjadinya kejahatan. Meskipun dalam pasal 42 ayat 1 
(b) pengabaian ini dikoreksi dengan kalimat “komando militer tersebut tidak melakukan 
tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah 
dan menghentikan perbuatan tersebut…”
Ditambahkan, Pasal 42 ini berimplikasi pada pengadilan untuk terpaksa berfokus 
pada prosesapakah tindakan yang dilakukan sudah layak atau tidak, apakah perlu atau 
tidak, dan mengabaikan kenyataan apakah tindakan yang diambil oleh penanggung jawab 
komando berhasil mencegah dan menghentikan kejahatan atau tidak. Hal ini menjadi 
persoalan sebab komandan harus harus bertanggung jawab pula jika pelaku langsung, 
penganjur, atau penyerta, lalai dalam melaksanakan tugas berdasarkan dereliction of duty 
dan negligence.24
23 Lihat ELSAM, Ibid. Penekanan dalam kata yang digarisbawahi mengikuti sumbernya.
24 Standar hukum kebiasaan internasional mengartikan “kealpaan” dan “kelalaian” dalam arti yang luas dan 
menyatakan bahwa seorang atasan bertanggung jawab secara pidana jika: (1) ia seharusnya mengetahui 
(should have had knowledge) bahwa pelanggaran hukum telah dan atau sedang terjadi, atau akan terjadi 
dan dilakukan oleh bawahannya; (2) ia mempunyai kesempatan untuk mengambil tindakan; dan (3) ia ga-
gal mengambil tindakan korektif yang seharusnya dilakukan sesuai keadaan yang ada atau terjadi saat itu. 
Tentang apakah seseorang tersebut “seharusnya mengetahui” harus diuji sesuai keadaan yang terjadi dan 
dengan melihat juga orang/pejabat lain yang setara dengan tertuduh. Lihat Jordan J. Paust “Superior Orders 
and Command Responsibility” dalam M Cherif Bassiouni (ed.), International Criminal Law, Volume I, 
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d) Pada poin keempat kejahatan kemanusiaan yang diungkapkan oleh Luban menyatakan, 
kejahatan terhadap kemanusiaan terdiri dari kejahatan yang paling berat dan tindakan 
kekerasan dan penganiayaanyang mengerikan.Jenis kejahatan ini juga masih menjadi 
perdebatan, sebab syarat yang ditentukan dalam kejahatan dari bentuk jehatan itu, 
tidak jelas diungkapkan dalam perundang-undangan. Pasal 6 (c) Piagam Nuremberg 
memang membedakan dua jenis kejahatan utama terhadap kemanusiaan yakni kejahatan 
pembunuhanserta tindakan yang ‘tidak manusiawi. Meski pengertian ini masih harus 
dijabarkan lagi kedalam pengertian yang nyata, ketentuan dalam Piagam Nuremberg ini 
juga dilengkapai dengan ketentuan dalam Statuta Roma mengenai gambaran tindakan 
yang dianggap sebagai kejahatan kemanusiaan. 
Namun demikian, pada kenyataanya, penentuan kejahatan  yang disebutkan dalam 
Piagam Nuremberg dan Statuta Roma ini bukan hal yang penting, sebab banyak elemen 
lain dari bentuk tindakan yang digambarkan harus dimasukkan sehinga suatu kejahatan 
dapat dikategeorikan dan diputuskan sebagai kejahatan kemanusiaan.
e) Selanjutnya dalam poin kelima pengertian kejahatan kemanusiaan menurut Luban 
menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan adalah kejahatan yang diderita oleh 
korban berdasarkan keanggotaan mereka dalam populasi dan bukan sebagai karakter 
individu adalah ketentuan untuk memasukkan persyaratan adanya unsur populasi, unsur 
pembunuhan, dan unsur penganiayaan yang dilakukan dengan niat dan diskriminatif 
sebagai elemen dari pengertian kejahatan kemanusiaan. penganiayaan. Kedua persyaratan 
ini mentukan bahwa pada dasarnya, bahwa kelakuan buruk dianggap sebagai kejahatan 
terhadap kemanusiaan hanya jika kejahatan ini merupakan bagian dari serangan terhadap 
sebuah kelompok atau populasi, tanpa termasuk individualitas dari kelompok. Untuk itu, 
Luban dalam pernyataan ketika mengatakan: 
“...it might be argued that nothing less than mass horror justifies internationalizing 
the crimes and making them matters of worldwide rather than domestic concern.” 
Memberi konotasi bahwa penentuan poulasi masih tidak jelas, dan dapat berakibat 
pada penentuannya pengertian yang disesuaikan sesuai keadaan politik, atau ditentukan 
oleh pihak-pihak yang menguasai proses pengadilan dimana kejahatan ini disidangkan. 
Salah satu contoh sidang kejahatan kemanusiaan yang membebaskan terdakwa dapat 
dilihat pada persidangan kasus HAM Abepur yang mengajukan terdakwa Brigjen 
Pol. Drs. Johny Wainal Usman (mantan Dansat Brimobda Papua) dan Kombes. Daud 
Kluwer International, 1999, hal 236-237; Lihat juga artikel Anthony D’Amato, Superior Orders vs Com-
mand Responsibility, American Journal of International Law, edisi 80 (1986), hal. 604, 607-608; Penjelasan 
yang lebih panjang lebar dapat dilihat pada tulisan William Eckhardt, Command Criminal Responsibility: 
A Plea for a Workable Standard, Military Law Review, edisi 97 (1982), seperti dikutip dari ELSAM, Ibid.
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Sihombing (mantan Kapolres Jayapura) yang diputuskan tidak bersalah.25 
Dalam dissenting opinion, Hakim Kabul Supriyadhie menyatakan bahwa, apakah 
terdakwa adalah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap 
kemanusiaan atu bukan dapat dilihat dari kenyataan bahwa adanya pasukan yang 
digerakkan dibawah perintah atasan untuk melakukan pengejaran dan penangkapan 
terhadap orang-orangyang diduga melakukan penyerangan terhadap Markas Kepolisian 
Sektor Abepura dan dilengkapi dengan senjata dan amunisi, tidak dapat disangkal sebagai 
perbuatan yang memperlihatkan ‘perintah dibawah komando’, meski pada tindakan ini 
tidak ditemukan adanya surat penangkapan dan penahanan atau laporan pelaksanaan. 
Selain itu, kenyataan bahwa secara de facto Terdakwa berada di tempat kejadian pada saat 
bawahan melakukan pengejaran dan penangkapan, dan tidak melakukan pencegahanyang 
mengakibatkan kematian menjadi dasar yang kuat untuk menghukum Terdakwa atas 
pertanggungjawaban komandan.26
PENUTUP 
Pasca rezim Orde Baru pada Tahun 1998 memperlihatkan bahwa pemerintah beserta 
masyarakat bersama-sama menyatukan ide pemerintahan yang lebih baik dengan lebih 
banyak membuka kesempatan dialog sesuai konsep demokratis. Ide ini dijalankan dibawah 
bendera reformasi total dalam upaya memperbaiki bangsa meski pada masa transisi ini, 
tantangan yang simultan pada faktor  ekonomi, sosial, dan prubahan politik tidak terelakkan. 
Reformasi total yang menuntut control militer yang sedikit disamping kebangkitan organisasi 
masyarakat sipil, serta penghargaan pada aturan HAM menjadi issu utama. 
Oleh sebab itu, Undang-undang dan peraturan baru tentang hak asasi manusia mulai 
diterapkan dan perjanjian-perjanjian atau Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 
serta Hak dan Kovenan Internasional tentang Rights diadopsi ke dalam sistem hukum. 
Namun demikian, perkembangan positif pemerintah dalam upaya komitmen menegakkan 
HAM yang memberikan peluang hukum dan politik HAM terlaksana sesuai standar universal, 
25 Secara ringkas, kronologis kasus dimulai pada 7 Desember 2000, ketika terjadi penyerangan massa terhadap 
mapolsekta Abepura yang mengakibatkan seorang polisi meninggal dunia dan 3 orang lainnya luka-luka, 
serta tindakan pembakaran ruko yang berjarak 100 meter dari mapolsek. Pasca penyerangan itu, Kapolres 
Jayapura AKBP Drs. Daud sihombing, SH langsung melaksanakan perintah operasi untuk pengejaran dan 
penyekatan ke tiga asrama mahasiswa dan tiga pemukiman penduduk sipil. Penangkapan dan penyiksaan 
terjadi juga di pemukiman penduduk sipil kampung Wamena di Abepantai dan suku lani asal Mamberamo 
di kota raja dan suku yali di skyline. Di skyline, terjadi pembunuhan oleh anggota brimob, dan kematian 
tahanan Polres Jayapura. Pada Pebruari 2001, Komnas HAM membentuk KPP HAM Abepura, dalam KPP 
HAM. Pelimpahan berkas dari KPP HAM Papua untuk ditindak lanjuti KPP HAM Papua/Irian Jaya pada 
Maret 2002, menetapkan dua terdakwa, Komisaris Besar Polisi Drs, Johny Wainal Usman sebagai komandan 
satuan Brimob Polda Irian Jaya dan ajun Komisaris Besar Polisi Drs. Daud Sihombing Sebagai pengendali 
dan pelaksana perintah operasi.
26 Lihat ‘Pendapat Hukum (Dissenting Opinion),’ http://www.kontras.org/data/jony_wainal_usman.pdf. Diak-
ses 3 Juli 2012.
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tidak benar-benar dilaksanakan, sebab kenyataan sering memperlihatkan bahwa perlindungan 
dan citra HAM tidak banyak berpengaruh secara nyata dalam melindungi pemilik hak, 
bahkan cenderung tersembunyi dalam euforia umum pertemuan hak asasi manusia, komite, 
deklarasi, dan sebagainya.27 Oleh karena itu, dalam upaya menuntaskan permasalahan dalam 
upaya perlindungan HAM, perlu senantiasa dilakukan analisisa terhadap akar permasalahan 
yang ada dari semua pihak.
Ketika ada upaya masyarakat dan pemerintah untuk mencari akar permasalahan dan 
penyelesaian permasalahan dalam dinamika perkembangan HAM di Indonesia, maka wacana 
dalam konteks nasional memerlukan prosesproliferasi hak asasi manusia yang melibatkan 
semua bidang dalam masyarakat termasuk memperhatikan dan mempertimbangkan isu-isu 
sosial, budaya, dan politik. 
Dalam konteks Indonesia, upaya untuk mendukung perkembangan HAM ini melibatkan 
pemahaman keseluruhan wacana, khususnya dalam kontekstual di mana semua bidang di 
masyarakat dipakai secara transparan dan tidak terisolasi. Hal ini sesuai dengan apa yang 
diungkapakan oleh Hadiprayitno bahwa telah banyak ahli yang menyatakan bahwa budaya, 
yang melibatkan fokus pada nilai-nilai keluarga, hubungan patron-klien, menghormati, dan 
harmoni sosial, mendominasi politik struktur di Indonesia, terutama sejak Orde Baru. Hal ini 
didukung dengan adanya nilai-nilai Pancasila yang terpelihara dan diterima sebagai ideologi 
efektif, sehingga mempertahankan status quo.28 
Faktor lain yang mempengaruhi perkembangan wacana hak asasi manusia diIndonesia 
adalah tekanan internasional. Hal ini dapat dilihat pada kasus pelanggaran hak asasi manusia 
di Timor Timur pada medio 1990-an.29 
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PENDAHULUAN
Negara Indonesia merupakan Negara hukum dimana hukum tersebut sebagai agent of change 
dalam kehidupan masyarakat yang memang semestinya dapat mengatasi atau setidaknya 
mewaspadai segala bentuk perubahan sosial maupun kebudayaan yang menggejala di 
masyarakat yang kompleks sekalipun. Sekalipun konsep-konsep hukum tersebut tidak 
sepenuhnya dipahami oleh masyarakat, tetapi hukum itu sendiri tetap eksis dalam konteks 
yang lebih universal. 
Hal ini tidak lain karena masyarakat umum yang menghendaki atau menciptakan suatu 
perubahan, meskipun tak diiringi dengan pemahaman konsep yang menyeluruh. Akibat yang 
terjadi adalah implementasi hukum didalam masyarakat menjadi tidak optimal. Tidak jarang 
perangkat hukum tersebut justru disalahgunakan untuk maksud maupun tujuan tertentu, yang 
PERANAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALIS 
TRANSAKSI KEUANGAN DALAM PEMBERANTASAN 
MONEY LAUNDRY
Oleh:
Amir Ilyas
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: Money laundering by corrupt individuals to make the property owned by the results 
of corruption as if to clear the origin of the treasure. To avoid the occurrence of criminal 
pencuciang money, the state has established an institute called the Center for Financial 
Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC), which has the authority to inspect any 
suspicious transactions that are indicative of money laundering (Money Laundry). Expected 
in the examination of suspicious financial flows PPATK institute is not selective. In the sense 
that officials only small dam which is the object of this investigation, but also includes all 
state officials, including the heads of State Agency.
Keywords: PPATK, Money Laundry
Abstrak: Tindak pidana pencucian uang marak dilakukan oleh para koruptor untuk 
menjadikan harta yang dimiliki dari hasil korupsi seolah-olah menjadi jelas asal muasal 
harta tersebut. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencuciang uang tersebut, 
negara telah membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Pusat Pelaporan dan Analis 
Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa segala transaksi 
mencurigakan yang terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (Money Laundry). 
Diharapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana yang mencurigakan 
lembaga PPATK ini tidak tebang pilih. Dalam artian bahwa hanya pejabat-pejabat kecil saja 
yang menjadi objek dam pemeriksaan ini, namun juga mencakupi semua pejabat negara, 
termasuk di dalamnya para pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
Kata Kunci: PPATK,  Pencucian Uang
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justru memiliki tendensi untuk keuntungan pribadi atau golongan.
Sistem hukum suatu negara terbentuk dari tata nilai hukum yang berlaku dalam 
masyarakat.	Pandangan	sejarah,	sosial-ekonomi,	filsafat,	dan	politik	suku	bangsa	merupakan	
sumber yang menentukan terbentuknya pola sistem hukum dan politik hukum. Negara 
Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum. Ketentuan ini tercantum dalam 
penjelasan UUD 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa, “Negara Indonesia berdasar 
atas hukum (rechtstaat) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (machstaat)”.
Sejak Orde Baru masalah stabilitas nasional termasuk tentunya dibidang penegakan 
hukum telah menjadi komponen utama dalam pembangunan. Kejahatan yang terjadi tentu 
saja menimbulkan kerugian-kerugian baik kerugian yang bersifat ekonomi materil maupun 
yang bersifat immaterial yang menyangkut rasa aman dan tentram dalam kehidupan 
bermasyarakat.
Perkembangan fenomena kejahatan diseluruh dunia saat ini sudah sangat demikian 
berkembang pada tingkat yang jauh lebih canggih dan membawa pengaruh terhadap 
diberbagai sektor baik dibidang politik, ekonomi, sosial budaya, salah satu yang turut 
berkembang dengan pesat adalah masalah kriminalitas, namun perangkat hukum untuk 
mencegah dan memberantas kriminalitas itu sendiri belum memadai dan masih tertinggal 
jauh, sehingga berbagai jenis kejahatan baik yang dilakukan perorangan, kelompok ataupun 
korporasi dengan mudah terjadi, dan menghasilkan harta kekayaan dalam jumlah besar, 
kejahatan-kejahatan tersebut tidak hanya dilakukan dalam batas wilayah satu negara, namun 
meluas melintasi batas wilayah negara lain sehingga sering disebut transnational crime, 
dalam kejahatan transnasional harta kekayaan hasil dari kejahatan biasanya oleh pelaku 
disembunyikan, kemudian dikeluarkan lagi seolah-olah dari hasil legal. 
Perbuatan Pencucian Uang di samping sangat merugikan masyarakat, juga sangat 
merugikan Negara karena dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian 
nasional atau keuangan negara dalam meningkatnya berbagai kejahatan. Hal yang 
mendorong pencucian uang di Indonesia adalah lemahnya penegakan hukum dan kurangnya 
profesionalitas aparat penegak hukum, pengaruh globalisasi dan kemajuan internet yang 
memungkinkan kejahatan terorganisir lintas batas. 
Dari sisi penegakan hukum, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk 
pencegahan dan pemberantasan berbagai tindak pidana, seperti tindak pidana korupsi. 
Berbagai upaya tersebut antara lain penerbitan Keppres No. 228/1967, pembentukan TGTPK 
dan KPKPN dan terakhir adalah pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 
Namun demikian, dengan upaya ini belum dapat dikatakan kita telah berhasil mengatasi 
permasalahan penegakan hukum, tercermin dari publikasi yang memuat pemeringkatan 
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negara terkorup yang dikeluarkan oleh Transparancy International dan PERC (Political and 
Economic Research Consulting) yang selalu menempatkan Indonesai dalam posisi terburuk.
Maka pemerintah melakukan upaya dalam rangka mencegah dan memberantas tindak 
pidana pencucian uang dengan membuat suatu aturan tentang Tindak Pencucian uang, yaitu 
UU No. 15 Tahun 2002 jo. UU No. 23 Tahun 2003. Namun peraturan tersebut kurang efektif 
dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang sehingga dibentuklah Pusat 
Pelaporan dan Analisis Transakasi Keuangan (PPATK) yang tugasnya sebagai regulator, 
melakukan kerjasama dalam rangka penegakan hukum, bekerjasama dengan sektor keuangan, 
menganalisis laporan yang masuk, melakukan pengamanan terhadap seluruh data dan aset 
yang ada, melakukan kerjasama internasional dan fungsi administrasi umum.
Secara Yuridis PPATK telah ada sejak diundangkannya UU No. 15 Tahun 2002. PPATK 
telah melaksanakan fugnsinya pada bulan Oktober 2003. Berbagai upaya selama beberapa 
tahun, antara Iain dengan membuat UU No. 15 tahun 2002 jo UU No.25 tahun 2003 tentang 
Tindak Pidana Pencucian Uang, mendirikan Pusat Pelaporan dan Analis Transaksi Keuangan 
(PPATK) yang tugas pokoknya adalah membantu penegak hukum dalam mencegah dan 
memberantas tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana berat lainnya.
UU TPPU mengamanatkan keberadaan PPATK sebagai lembaga sentral dalam pelaksana 
dari UU No. 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah 
dengan UU No. 25 Tahun 2003. Hanya saja sukses atau tidaknya pembangunan rezim anti 
pencucian uang di Indonesia, tidak tergantung semata kepada PPATK. Ia akan berjalan secara 
efektif bila aparat penegak hukum seperti: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Bea dan Cukai, 
para regulator seperti Bank Indonesia, Departemen Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal 
serta Penyedia Jasa Keuangan; industri perbankan, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan 
pensiun, perusahaan efek, pengelola reksadana, media massa dan masyarakat bekerjasama 
dan memberikan kontribusi yang positif bagi tegaknya rezim anti pencucian uang.
Saat ini Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan telah menerima memeriksa 
informasi transaksi dan aliran keuangan sekitar 4.000 lembaga keuangan. Sebagian besar 
dari 4.000 lembaga keuangan itu adalah bank. Informasi tersebut akan menjadi bahan guna 
mencegah terjadinya penyelewengan keuangan. Dalam pelaksanaan tugas, PPATK harus 
sesuai dengan sistem dan mekanisme kerja seperti menerima informasi transaksi keuangan, 
melakukan analisis dan pendalaman. Tujuannya untuk memberikan nilai tambah terhadap 
laporan yang masuk dan meneruskan hasil analisis kepada penegak hukum dan instansi 
berwenang lainnya yang terkait. Karena setiap laporan transaksi keuangan masuk, PPATK 
melakukan anlisis untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya penyimpangan, kalau ada maka 
pihaknya akan segera melaporkan kepada penegak hukum, tapi kalau tidak akan disimpan di 
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data base dan satu waktu bisa digunakan kembali.
Tentunya dalam melaksanakan tugasnya tentu tidak selalu mulus sebab tugas PPATK 
tampaknya bersifat pasif, yakni dibatasi untuk meminta atau untuk mengumpulkan laporan 
kepada institusi Penyedia Jasa Keuangan, yakni kepada lembaga keuangan bank dan lembaga 
keuangan non bank, kemudian menganalisis hasil yang telah dianilisis itu kepada Kepolisian 
atau Kejaksaan. Karena wilayah tugas dan wewenangnya lebih tergantung kepada sumber 
yang diberikan oleh Penyedia Jasa Keuangan, maka PPATK tidak bisa berbuat apa-apa 
manakala dari suatu sumber diketahui ada hal yang mencurigakan di dalam suatu institusi 
Penyedia Jasa Keuangan. Oleh karena PPATK tidak memiliki kewenangan aktif untuk 
melakukan penyelidikan secara formal, maka kecurigaan tersebut tidak dapat diproses lebih 
lanjut oleh lembaganya. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pengertian dan Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang
Tindak pidana pencucian uang dikategorikan sebagai tindak pidana yang bersifat 
extraordinary crime, sehingga membutuhkan penanganan yang sangat serius. Untuk 
menanggulangi tindak pidana pencucian uang, perlu dipahami dengan jelas apa yang dimaksud 
dengan tindak pidana pencucian uang tersebut. Oleh karena itu, di bawah ini akan diberikan 
beberapa pengertian dan kategori mengenai tindak pidana pencucian uang:
Menurut Sutan Remy Sjahdeini:1
“Pencucian uang atau money loundering adalah rangkaian kegiatan yang merupakan 
proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu 
uang hasil dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan 
asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan 
penindakan terhadap tindak pidana dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam 
sistem keuangan, sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan sebagai uang 
yang halal.”
Menurut Yunus Husein, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan 
(PPATK):2
“Pengertian pencucian uang atau money londering, yang pertama dipakai adalah 
pengertian yang populer, bahwa pencucian uang adalah proses atau perbuatan yang 
menggunakan uang hasil tindak pidana atau uang haram istilahnya proceed of crime. 
Dengan perbuatan itu, uang yang disembunyikan atau dikaburkan asal-usulnya oleh 
si pelaku, sehingga kemudian seolah-olah muncul uang yang sah atau yang halal. Jadi 
dalam pengertian populer, pencucian uang itu, ada atau uang tidak sah kemudian dengan 
1 Sutan Remy Sjahdeni. Pencucian Uang: Pengertian Sejarah, Faktor-Faktor Penyebab, dan Dampaknya 
Bagi Masyarakat, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 22 No. 3 Tahun 2002. hlm. 8.
2 Dikutip dari website resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui situs: 
http://www.PPATK.go.id
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perbuatan dan prose tertentu, dikaburkan atau disembunyikan asal-usulnya dijauhkan 
kemudian seolah-olah nanti muncul uang yang sah atau uang yang halal.”
Selain itu, menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang 
No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, menyatakan:
“Tindak	 pidana	 pencucia	 uang	 didefinisikan	 sebagai	 perbuatan	 membelanjakan,	
menghibahkan, me nyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, 
atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga 
merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, mengaburkan, 
atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta 
kekayaan yang sah.”
Apabila	 diperhatikan	 secara	 seksama	 maka	 keseluruhan	 definisi	 mengenai	 tindak	
pidana	pencucian	uang	tersebut	akan	tampak	dengan	jelas	bahwa	seluruh	definisi	 tersebut	
mempunyai kesamaan yaitu tindak pidana yang berupaya untuk membersihkan dana yang 
didapat dari hasil kejahatan.
Tindak pidana pencucian uang yang menggunakan media perbankan, dilaksanakan 
dengan menggunakan tahap-tahap tertentu. Menurut Munir Fuady,3 tahap-tahap ini saling 
berkaitan satu sama lain, dan nantinya suatu tindak pidana pencucian uang tersebut dapat 
dikenali berdasarkan tahap-tahap yang digunakan yaitu:
1. Tahap Penempatan Dana (Placement)
Dalam tahap ini, uang hasil kejahatan ditempatkan pada bank tertentu yang dianggap 
aman. Penempatan uang tersebut hanya untuk sementara waktu saja. Dalam tahap 
penempatan dana ini juga dilakukan proses pembenaman uang yang dilakukan dengan 
cara sebagai berikut ini:
a. Dibenamkan uang tersebut dengan melalui proses pembayaran yang sah dilembaga 
keuangan, misalnya melalui rekening koran, travelens cheque, dan sebagainya.
b. Sebanyak mungkin melakukan transaksi tunai (cash and cary) sehingga asal-ususl 
uang tersebut menjadi semakin sulit dilacak. Karena dalam hal ini uang tersebut 
digunakan dalam usaha perdagangan eceran, perdagangan batu permata, barang 
antik, uang atau perangko tua, atau pelacuran yang dilokalisasi.
2. Tahap Pelapisan (Layering)
Dalam tahap ini, dilakukan keiatan-kegiatan yang bertujuan untuk menghilangkan jejak 
atau indikasi dari asal-usul uang tersebut. Dalam tahap ini, uang tersebut benar-benar 
diputihkan untuk menghilangkan jejak uang tersebut. Ada banyak sekali cara yang 
dilakukan tahap ini, yang mana cara yang dilakukan tersebut nanti akan dikategorikan 
3 Munir Fuady, Hukum Perbankan Modem Buku kedua (Tingkat Advance), PT. Citra Aditya Bakti, Band-
ung, 2001. Hlm. 166.
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sebagai transaksi yang mencurigakan.
3. Tahap Integrasi
Dalam tahap ini uang hasil kejahatan yang telah dicuci pada tahap sebelumnya, dikumpulkan 
kembali dalam suatu proses keuangan yang sah. Menggunakan harta kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana yang telah berhasil masuk kedalam sistem keuangan melalui 
penempatan atau transfer, sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan halal (clean 
money). Karena itu pada tahap ini sangatlah sulit untuk melacak asal-usul uang tersebut. 
Ketiga tahap tersebut di atas seluruhnya merupakan tahap yang umumnya dilakukan 
oleh para pelaku tindak pidana pencucian uang, dan dari ketiga tahap tersebut yang menjadi 
titik kunci untuk mengenali dan melacak suatu tindak pidana pencucian uang terletak pada 
tahap yang pertama yaitu tahap placement atau tahap penempatan dana, karena pada tahap ini 
tindakan tersebut masih lebih mudah dikenali dibandingkan bila tindak pidana tersebut telah 
memasuki tahap pelapisan dana yaitu tahap layering maupun tahap integration. Pada tahap 
layerinng maupun integration, dana yang didapat dari hasil kejahatan sangat sulit dilacak 
karena ditempatkan dalam suatu investasi yang tampaknya sah menurut hukum.
Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana, yang timbul setelah adanya 
tindak pidana lain yang menghasilkan sejumlah dana hasil kejahatan, dan berusaha untuk 
dilegalkan secara hukum.
Pasal 2 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 
tentang Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan macam-macam “asal-usul kejahatannya” 
(predicate offence), yaitu:
- Korupsi.
- Penyuapan.
- Penyelundupan barang.
- Penyelundupan tenaga kerja.
- Penyelundupan imigran.
- Di bidang perbankan.
- Di bidang pasar modal.
- Di bidang asuransi.
- Narkotika.
- Psikotropika.
- Perdagangan manusia.
- Perdagangan senjata gelap.
- Penculikan .
- Terorisme.
- Pencurian.
- Penggelapan.
- Penipuan.
- Pemalsuan uang.
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- Perjudian.
- Prostitusi.
- Di bidang perdagangan di bidang kehutanan.
- Di bidang lingkungan hidup di bidang kelautan.
- Tindak pidana lainnya yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, 
yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara 
Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut 
hukum Indonesia.
Jika dilihat dari sudut pandang yuridis dalam UU No. 15 Tahun 2002 jo UU No. 25 
Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dibedakan dalam dua tindak 
pidana pencucian uang. Yang pertama tindak pidana yang aktif, di mana seseorang dengan 
sengaja menempatkan, mentransfer, menghibahkan, membayarkan, menitipkan, membawa 
ke luar negeri, menukarkan uang-uang hasil tindak pidana dengan tujuan mengaburkan atau 
menyembunyikan asal-usul uang itu, sehingga muncul seolah-olah sebagai uang yang sah. 
Sementara itu, yang kedua ada ketentuan lain di Pasal 6 UU No. 15 Tahun 2002 yang 
menyebutkan tentang tindak pidana money loundering yang pasif yang dikenakan kepada 
setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, 
penerima hibah, sumbangan, penitipan, penukaran uang-uang yang berasal dari tindak pidana 
itu dengan tujuan yang sama yaitu untuk mengaburkan, menyembunyikan, asal-usulnya. Hal 
tersebut dianggap juga sama dengan melakukan pencucian uang. Sanksinya cukup berat 
dimulai dari pidana penjara minimum lima tahun, maksimal 15 tahun dan denda minimum 
lima milyar rupiah dan maksimum 15 milyar rupiah
Undang-Undang	Nomor	15	Tahun	2002	menetapkan	kualifikasi	dan	kriteria	mengenai	
tindak pidana pencucian uang. Kualifkasi tindak pidana, pencucian uang murni menurut 
Pasal 3 jo Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 adalah:
a. Menempatkan harta kekayaan ke Penyedia Jasa Keuangan atas nama sendiri maupun 
atas nama, pihak lain.
b. Mentransfer harta kekayaan dari suatu Penyedia Jasa Keuangan lain atas nama sendiri 
atau pihak lain.
c. Membayarkan atau membelanjakan harta kekayaan atas nama sendiri maupun atas 
nama pihak lain.
d. Menghibahkan atau menyumbangkan  harta kekayaan atas nama sendiri maupun pihak 
lain.
e. Menitipkan harta kekayaan atas nama, sendiri atau atas nama, pihak lain.
f. Membawa keluar negeri harta kekayaan.
g. Menukarkan harta kekayaan dengan mata uang atau surat berharga lainnya.
h. Menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaannya.
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i. Mengetahui atau patut menduga bahwa harta kekayaan itu diperoleh secara langsung 
atau	tidak	langsung	dari	kualifikasi	tindak	pidana	yang	terdapat	dalam	Pasal	2	Undang-
Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
Tugas PPATK dalam menanggulangi pencucian uang tertuang dalam Pasal 26 Undang-
Undang No. 15 Tahun 2002 yaitu:
a. Mengumpulkan, menyimpan, menganalisis, mengevaluasi informasi yang diterimanya 
sesuai dengan Undang-undang ini.
b. Memantau catatan dalam buku daftar pengecualian yang dibuat oleh penyedia jasa 
keuangan.
c. Membuat pedoman mengenai tata cara pelaporan transaksi keuangan mencurigakan.
d. Memberikan nasehat dan informasi kepada instansi yang berwenang, tentang informasi 
yang diterima oleh PPATK sesuai ketentuan dalam Undang-undang ini.
e. Mengeluarkan pedoman dan publikasi kepada penyedia jasa keuangan tentang 
kewajibannya yang ditentukan dalam Undang-undang ini atau dengan peraturan 
perundang-undangan yang lain dan membantu dalam mendeteksi perilaku nasabah yang 
mencurigakan.
f. Memberikan rekomendasi pada pemerintah mengenai upaya-upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
g. Melaporkan hasil analisis transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian 
uang kepada kepolisian dan kejaksaan.
h. Membuat dan memberikan laporan mengenai hasil analisis transaksi keuangan dan 
kegiatan lainnya secara berkala 6 bulan sekali kepada Presiden, Dewan Perwakilan 
Rakyat, dan lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa 
keuangan.
i. Membrikan informasi kepada publik tentang kinerja kelembagaan sepanjang pemberian 
informasi tersebut tidak bertentangn dengan Undang-undang ini.
Sedangkan yang menjadi wewenag PPATK terdapat dalam Pasal 27 ayat (1) UU No. 15 
tahun 2002, yaitu:
a. Meminta dan menerima laporan penyedia jasa keuangan.
b. Meminta informasi mengenai perkembangan penyidikan atau penuntutan terhadap 
tindak pidana pencucian uang yang telah dilaporkan pada penyidik atau penuntu umum.
c. Melakukan audit terhadap penyedia jasa keuangan mengenai kepatuhan kewajiban 
sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan terhadap pedoman pelaporan 
mengenai transaksi keuangan.
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d. Memberikan pengecualian kewajiban pelaporan mengenai transaksi keuangan yang 
dilakukan secra tunai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b.
Keberadaan PPATK ini dibentuk dengan dasar hukum Pasal 18 Undang-Undang No. 
15 Tahun 2002, dan melalui undang-undang tersebut diberikan berbagai jenis laporan yang 
harus disampaikan kepada PPATK, yaitu:
1. Laporan transaksi yang mencurigakan yang disampaikan oleh penyedia jasa keuangan 
(Pasal 1 angka 6 dan Pasal 13 LTLJ TPPU). 
2. Laporan penyedia jasa keuangan tentang transaksi mencurigakan yang semula 
dikumulatifkan mencapai batas minimal 500 juta rupiah, dengan perubahan yang 
disepakati oleh DPR pada tanggal 16 september 2005 (kompas, 16 September 2005) 
tidak dikumulatifkan lagi batas minimalnya.
3. Laporan yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai berupa rupiah 
sejumlah 100 juta rupiah atau lebih ke dalam atau keluar wilayah Republik Indonesia 
(Pasal 13 UU TPPU)
Teori-Teori Tentang Penyebab Kejahatan
Pendapat-pendapat, ide-ide, teori-teori dan mashab-mashab timbul beraneka ragam, 
semuanya mencoba dan berusaha memberikan penjelasan apa yang menjadi penyebab 
kejahatan itu. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan oleh R. Soesilo dapat disajikan 
seperti di bawah ini:4
1. Teori roh jahat
Pendapat ini adalah yang tertua yang mengatakan bahwa orang-orang menjadi jahat 
oleh karena pengaruh roh-roh jahat, pandangan ini, terdapat pada orang-orang primitif di 
zaman kuno dan zaman abad pertengahan, sedangkan pada saat ini pun masih terdapat pada 
orang-orang timur yang masih terbelakang. Tujuan pendapat ini adalah sebagian untuk 
menghindarkan kehidupan bersama dari pengaruh orang-orang yang membahayakan. 
Oleh karena itu, orang-orang primitif menjauhkan dan mengusir roh-roh halus yang jahat. 
Jika ada anggota masyarakat yang kena penyakit mengerikan atau mati tidak sewajarnya, 
yang menurut kepercayaannya oleh sebab roh-roh jahat, lalu dijauhkan dari masyarakat. 
Kepercayaan ini di beberapa tempat masih dianut dalam banyak hal di negara kita masih 
banyak penganutnya pula, misalnya, orang yang kuat atau sakti dikatakan dibantu oleh 
roh halus. Orang masih percaya, bahwa roh jahat suka membalas dendam. Pandangan 
dalam kepercayaan ini adalah, bahwa manusia itu sendiri pada hakekatnya tidak jahat dan 
tidak bersalah, semua kesalahan dan sifat jahat dilemparkan kepada perbuatan setan atau 
roh jahat yang mempengaruhinya.
4 R. Soesilo, Teknik Berita Acara, Ilmu Bukti dan Laporan, Bogor, Politeia, 1985. Hlm. 20-24.
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Pendapat tentang sebab-sebab kejahatan ini sekarang sudah banyak berkurang dan 
dengan pengaruh berkembangnya kebudayaan modern akan segera lenyap.
2. Teori kemauan bebas
Dengan	berkembangnya	ilmu	hidup	dan	filsafat	orang	berpendapat,	bahwa	manusia	
itu bebas untuk berbuat menurut kemauannya dan bebas pula untuk menentukan 
pilihannya. Untuk menjaga agar supaya kemauan yang bebas ini sesuai dengan kehendak 
masyarakat, maka mereka ditekan, baik dengan pendidikan-pendidikan, maupun 
dengan ancaman pidana yang menakutkan, agar kemauan yang bebas itu jangan sampai 
menyimpang daripada kemauan masyarakat, dalam arti kata jangan sampai berbuat jahat. 
Oleh karena itu pendapat kemauan bebas menganggap, bahwa seba-sebab kejahatan 
bukan terletak pada roh jahat, melainka harus dicari dalam manusianya sendiri. Menurut 
pendapat ini wajarlah bahwa orang mengharapkan disiplin yang baik atas kemauan orang. 
Orang yang berbuat menyimpang dari tata tertib masyarakat atau berbuat keonaran tidak 
mempunyai disiplin diri sendiri dan masyarakat harus mendidiknya. Menurut pendapat 
ini yang pokok bukan lagi kejatahannya sendiri, akan tetapi pelaku-pelakunya, dengan 
demikian maka usaha-usaha perbaikan harus ditujukan kepada para pembuat kejahatan 
dan bagaimana cara memperbaiki penjahat itu.
3. Teori faal tubuh
Beberapa sarjana yang mempelajari ilmu hidup manusia beranggapan, bahwa sebab 
kejahatan dapat dicari pada jasmani seseorang. Pada bentuk muka dan anggota badan 
lainnya dapat dibaca sifat jahat dari seseorang khususnya pada muka, ini didasarkan 
atas ajaran, bahwa muka adalah bagian badan yang terpenting. Orang yang hidungnya 
bengkok dan tangannya kekar dikatakan mempunyai kekuatan yang besar. Mata yang 
menarik tanda kuat dalam menggunakan bahasa, dan leher yang besar adalah tanda 
bernafsu sex yang kuat dan sebagainya
Ada yang berpendapat, bahwa bentuk-bentuk kepala memudahkan untuk mengetahui 
sifat-sifat berlainan pada manusia. Orang ingin menjwab kejahatan dengan mencari dan 
mempelajari bentuk-bentuk kepala manusia. Rumah-rumah tahanan dan penjara-penjara 
dikunjunginya, diadakan pengukuran-pengukuran tengkorak orang yang berusaha terus 
untuk mencari adanya pertalian antara bentuk-bentuk kepala dan kepribadian dengan 
harapan akhirnya dapat mengungkapakan rahasia sebab-sebab kejahatan.
Penganut-penganut pendapat ini,dapat dicatat antara lain Dr.G.Frans Joseph 
Call, ahli sosiologi, Agus Compte dan pengurus tahanan M.B.Samson. Segera setelah 
ilmu jiwa terkenal luas, kelemahan pendapat tersebut di atas dapat dibuktikan dengan 
kenyataan, bahwa sebetulnya tidak satu bagianpun dalam otak yang dapat membuat apa 
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yang disebut tingkah laku manusia.
Sementara itu para tokoh-tokoh genetika berargumen bahwa kecenderungan 
untuk	melakukan	tindak	kekerasan	atau	agresifitas	pada	situasi	tertentu	kemudian	dapat	
diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, 
kerusakan otak dan sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. 
4. Teori tentang sebab-musabab kejahatan dalam masyarakat.
Kekaisaran perancis tidak percaya kebenaran ilmu pengetahuan masyarakat. 
Napoleon sendiri, juga penguasa di inggris pada waktu itu untuk memberantas kejahatan 
tidak mau mencari sebab-sebab dari kejahatan itu dan tidak menanggapi perubahan-
perubahan zaman pembaharuan. Untuk menanggulangi banyaknya kejahatan yang 
memuncak, lebih suka memberi pidana yang sangat berat.
Para penulis oposisi terhadap pnguasa waktu itu, diantaranya dokter Ch. Hall dan 
W. Thomson, memberikan kritik-kritik yang mengesankan terhadap keadaan sosial dari 
para buruh akibat industrialisasi, sehingga berakibat meningkatnya kejahatan-kejahatan. 
Mereka berpendapat, bahwa lingkungan yang tidak baik membuat kelakuan seseorang 
menjadi jahat, dan lingkungan yang baik berakbat sebaliknya. Keadaan sosial pada 
waktu itu membuat orang menjadi jahat. Mereka sebagian besar hidup dalam keadaan 
yang amat buruk. Kemiskinan merajalela, mereka itu diperbudak, anak-anaknya tidak 
terpelihara dan masih muda disuruh kerja dipabrik. Pekerja wanita yan telah menikah 
merusak kesejahteraan rumah tangga, jam kerja terlampau lama, perumahan sangat buruk 
dan satu-satunya hiburan adalah minuman keras. 
Dalam keadaan yang serba buruk itu manusia menjadi egois. Para penganjur itu 
menuntut, ubahlah keadaan masyrakat, dan anggotanya akan berubah pula. Apabila tiap-
tiap orang memperoleh pendidikan yang baik dan mempunyai bekal yang cukup untuk 
hidup, taraf morilnya akan baik dan ancaman pidana tidak perlu lagi.
5. Teori tentang sebab-sebab kejahatan karena penyakit jiwa.
Sampai dengan dalam abad ke-18 orang yang sakit gila diperlakukan sebagai 
penjahat, sebagai orang yang dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mereka 
yang kedapatan sakit gila dimasukkan kedalam kandang atau liang di tanah, diikat, 
dianiaya dan dipertunjukkan didepan umum dan apabila mereka berbuat ahat dipidana 
berat, bahkan ada yang dihukum mati. Karena pengaruh aliran perikemanusiaan dan 
berkembangnya ilmu penyakit jiwa atau psikiatri dan juga pengaruh dari seorang dokter 
Perancis bernama Ph. Pinel, maka dalam hal ini ada perubahan dan nasib orang gila 
mendapat perbaikan demikian rupa, sehingga sebagian besar dari mereka itu tidak dapat 
dipertanggungjawabkan, sehingga bebas dari pemidanaan, akan tetapi dengan penyakit 
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jiwayang biasa dinamakan psikopati, persoalan tentang dapat dipertanggungjawabkan 
itu menginjak phase baru yang menganggap sebagian mereka yang menderita penyakit 
jiwa tertentu dapat dipertanggungjawabkan dan dapat dipidana. Dalam hal ini dianggap, 
bahwa penyakit jiwa adalah merupakan sebab-sebab kejahatan.
6. Teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan karena susunan kenegaraan.
Sesuai	 dengan	pendapat	filsuf	Plato	 (427-347	S.M),	 juga	filsuf	Aristoteles	 (384-
322 S.M), pun Thomas More dari Inggris (1478-1535) dan negarawan-negarawan lain 
yang sudah terkenal tentang teori-teori susunan kenegaraannya menganggap bahwa 
kesejahteraan	negara	 juga	ada	dan	tidak	adanya	kejahatan	tergantung	dari	filsafah	dan	
dasar susunan negara. Susunlah negara dengan jitu dan perintahlah rakyat dengan baik, 
maka kejahatan tidak akan merajalela.
Mereka menghayalkan suatu negara dimana seluruh alat reproduksi dikuasai oleh 
negara dan mengatakan, bahwa penduduk dalam negara semacam itu akan melebihi semua 
bangsa di dunia dalam hal perikemanusiaan, kesusilaan dan kebajikan, sehingga tidak ada 
kejahatan. Kebenaran dari ide ini dapat dirasakan, apabila kita merenungkannya adanya 
tulisan-tulisan dan kabar-kabar, baik dari buku-buku, majalah dan surat kabar, bahwa 
misalnya di Amerika dengan susunan kenegaraan tertentu dikatakan terjadi kejahatan-
kejahatan dari segala jenis, bahwa negara-negara Eropa Barat adanya kejahatan kurang 
dan	bahwa	di	Rusia	dan	RRC,	dengan	filsafat	dan	susunan	kenegaraan	tertentu	tidak	ada	
pencurian. 
Bangsa indonesia mendirikan negara kesatuan berbentuk Republik dengan 
demokrasi Pancasila, yakin bahwa dengan meresapkan dan mengamalkan falsafah dasar 
Negara Pancasila akan tercapai keadilan dan kemakmuran bersama, dimana semua 
penduduk dapat hidup damai dan sejahtera tanpa gangguan kejahatan-kejahatan yang 
berarti.
7. Teori-teori lainnya yang bayak ragamnya tentang sebab-musabab kejahatan.
Di samping ide-ide yang tlah diuraikan di atas masih banyak lagi di temukan tulisan-
tulisan, artikel-artikel, pidato-pidato yang isinya menguraikan ide tentang fakta-fakta 
yang menjadi sebab-sebab kejahatan. Masing-masing uraian itu dibuat oleh para cerdik 
pandai yang biasanya banyak tahu biasanya para aktivis yang banyak berkecimpung 
melakukan kegiatan masyarakat, para ahli moral, para pemimpin masyarakat yang untuk 
kepentingan tugas-tugas kegiatannya bersifat temporer, mengembangkan ide dan tema-
temanya sendiri untuk menerangkan sebab-sebab kejahatan seperti: melupakan Tuhan, 
banyaknya perceraian, sehingga anak-anak tidak lagi segan pada orang tua, melupakan 
cita-cita para pejuang, kelakuan para orang tua yang tidak semestinya, sehingga memberi 
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contoh	yang	tidak	baik	kepada	anak-anaknya,	contoh-contoh	yang	buruk	dari	film	televisi	
dan radio, dansa-dansa, night club dan sebagainya. Biasanya dengan usul-usul tentang 
usaha-usaha pencegahan atau pemberantasan. 
Upaya Penanggulangan Kejahatan
Masalah kejahatan bukanlah hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan tetapi 
tetap saja modusnya dinilai sama .Semakin lama kejahatan di ibu kota dan kota-kota besar 
lainnya semakin meningkat bahkan dibeberapa daerah dan sampai kekota-kota kecil.
Upaya penanggulangan kejahatan telah dilakukan oleh semua pihak ,baik pemerintah 
maupun masyarakat pada umumnya. Berbagai program serta kegiatan yang telah dilakukan 
sambil terus mencari cara yang paling tepat dan efektif dalam mengatasi masalah tersebut.
Seperti yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland dan Cressey sebagaimana dikutip dari 
Romli Atmasasmita,5 bahwa dalam crimeprevention dalam pelaksanaannya ada dua buah 
metode yang dipakai untuk mengurangi frekuensi dari kejahatan, yaitu:
1. Metode untuk mengurangi pengulangan dari kejahatan.
Merupakan suatu cara yang ditujukan kepada pengurangan jumlah residivis (pengulangan 
kejahatan) dengan suatu pembinaan yang dilakukan secara konseptual.
2. Metode untuk mencegah the first crime
Merupakan satu cara yang ditujukan untuk mencegah terjadinya kejahatan yang pertama 
kali (the first crime) yang akan dilakukan oleh seseorang dan metode ini juga dikenal 
sebagai metode prevention (preventif).
Berdasarkan uraian di atas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan 
mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang 
yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) di lembaga pemasyarakatan. 
Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan 
represif.
a. Upaya preventif
Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau 
timbulnya kejahatan yang pertama kali . Mencegah kejahatan lebih baik daripada mencoba 
untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam 
kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan 
agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sehingga sangat beralasan bila upaya preventif 
diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian 
khusus dan ekonomis.
5 Atmasasmita, Romli, 1984, Bunga Rampai Kriminologi, Rajawali, Jakarta. Hlm. 66.
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Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan, yakni 
meliputi:6
1) Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan 
dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
2) Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas 
kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan 
biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup 
baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis .
Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan 
dapat kita tanggulangi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang 
mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal dapat dikembalikan pada keadaan 
baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-
faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja.
Jadi dalam upaya preventif itu adalah bagaimana kita melakukan suatu usaha yang 
positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti keadaan ekonomi, lingkungan, 
juga kultur masyarakat yang menjadi suatu daya dinamika dalam pembangunan dan bukan 
sebaliknya seperti menimbulkan ketegangan-ketegangan sosial yang mendorong timbulnya 
perbuatan menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran dan patisipasi 
masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.
b. Upaya represif
Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang 
ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan 
untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya 
kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang 
melanggar hukum dan merugikan masyarakat , sehingga tidak akan mengulanginya dan orang 
lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .
Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana 
kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu 
sub-sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang 
merupakan suatu keseluruhan yang terangkai  dan berhubungan secara fungsional.
Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan 
(treatment) dan penghukuman (punishment). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut ini:
6 Ibid. hlm.79
284
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
1) Perlakuan (treatment)
Dalam penggolongan perlakuan, penulis tidak membicarakan perlakuan yang pasti 
terhadap pelanggar hukum, tetapi lebih menitikberatkan pada berbagai kemungkinan 
dan bermacam-macam bentuk perlakuan terhadap pelanggar hukum sesuai dengan 
akibat yang ditimbulkannya.
Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan 
dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu:7
i. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang 
paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. 
Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai 
usaha pencegahan.
ii. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak 
berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.
Adapun yang diharapkan dari penerapan perlakuan-perlakuan ini ialah tanggapan 
baik dari pelanggar hukum terhadap perlakuan yang diterimanya. Perlakuan ini 
dititikberatkan pada usaha pelaku kejahatan agar dapat kembali sadar akan kekeliruannya 
dan kesalahannya, dan dapat kembali bergaul di dalam masyarakat seperti sedia kala .
Jadi dapat disimpulkan bahwa perlakuan ini mengandung dua tujuan pokok, yaitu 
sebagai upaya pencegahan dan penyadaran terhadap pelaku kejahatan agar tidak 
melakukan hal-hal yang lebih buruk lagi dimaksudkan agar si pelaku kejahatan ini 
di kemudian hari tidak lagi melakukan pelanggaran hukum, baik dari pelanggaran-
pelanggaran yang mungkin lebih besar merugikan masyarakat dan pemerintah.
2) Penghukuman (punishment)
Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan 
(treatment), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah 
dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan 
dalam hukum pidana.
Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem 
kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan 
hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal 
mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan 
pelaku kejahatan.
Seiring dengan tujuan dari pidana penjara sekarang, Sahardjo, sebagaimana dikutip 
7 Abdul Syani. 1987. Sosiologi Kriminologi. Remaja Karya. Bandung. Hlm. 139.
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oleh Abdul Syani,8 bahwa:
“Tujuan dari pemasyarakatan yang mengandung makna bahwa tidak hanya 
masyarakat yang diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, 
tetapi juga orang-orang yang menurut Sahardjo telah tersesat diayomi oleh pohon 
beringin dan diberikan bekal hidup sehingga menjadi kaula yang berfaedah di 
dalam masyarakat Indonesia.”
Jadi dengan sistem pemasyarakatan, disamping narapidana harus menjalani 
hukumannya di lembaga pemasyarakatan, mereka pun dididik dan dibina serta dibekali 
oleh suatu keterampilan agar kelak setelah keluar menjadi orang yang berguna di dalam 
masyarakat dan bukan lagi menjadi seorang narapidana yang meresahkan masyarakat 
karena segala perbuatan jahat mereka di masa lalu yang sudah banyak merugikan 
masyarakat, sehingga kehidupan yang mereka jalani setelah mereka keluar dari penjara 
menjadi lebih baik karena kesadaran mereka untuk melakukan perubahan didalam 
dirinya maupun bersama dengan masyarakat di sekitar tempat dia bertempat tinggal. 
PENUTUP
Demikianlah penjelasan mengenai tindak pidana pencucian uang yang marak dilakukan oleh 
para koruptor untuk menjadikan harta yang dimiliki dari hasil korupsi seolah-olah menjadi 
jelas asal muasal harta tersebut. Untuk menghindari terjadinya tindak pidana pencuciang 
uang tersebut, negara telah membentuk sebuah lembaga yang disebut sebagai Pusat Pelaporan 
dan Analis Transaksi Keuangan (PPATK) yang memiliki kewenangan untuk memeriksa 
segala transaksi mencurigakan yang terdapat indikasi tindak pidana pencucian uang (Money 
Laundry). 
 Diharapkan dalam melakukan pemeriksaan terhadap aliran dana yang mencurigakan 
lembaga PPATK ini tidak tebang pilih. Dalam artian bahwa hanya pejabat-pejabat kecil saja 
yang menjadi objek dam pemeriksaan ini, namun juga mencakupi semua pejabat negara, 
termasuk di dalamnya para pimpinan Lembaga Tinggi Negara.
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PENDAHULUAN
Mobilisasi yang terjadi di dunia saat ini semakin hari semakin cepat intensitasnya. Hal ini 
berpengaruh kepada beberapa hal, termasuk pula bagi perkembangan politik, ekonomi, 
teknologi, kesehatan, dan hukum di dunia.Indonesia sebagai salah satu negara di dunia juga 
mendapat pengaruh yang besar sebagai dampak dari mobilitas yang terjadi. Keberadaan 
hukum pun semakin diperkuat dengan dilahirkannya beberapa substansi hukum yang baru 
dan lebih baik.
Hukum diciptakan untuk menghasilkan kondisi keteraturan hukum, agar kemanan 
dan kenyamanan dapat tercapai. Hukum juga dibentuk untuk mengatur beberapa hak dan 
kewajiban masyarakat agar tidak saling bertabrakan satu sama lain. Hukum mewajibkan 
seseorang agar ia dapat memperoleh haknya. Hukum menghasilkan sanksi bagi mereka yang 
URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM YANG RESTORATIF 
TERKAIT DENGAN TINDAK PIDANA RINGAN
Oleh:
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Program Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Hasanuddin 
Email: arianti_1711@yahoo.com
Abstract: The purpose of this paper is to examine one of the new legislation that is more 
restorative law leads to the Rule of the Supreme Court (PERMA) No. 2 of 2012 on the 
Adjustment of Limitation Amount Crime Lightweight and Penalties in the Criminal Code. 
Methods The research is descriptive qualitative research method, by reviewing some of the 
literature related to restorative law including legal theory and PERMA in fact. The results 
found that admirable to law enforcement officials about the basic idea of  the birth of PERMA 
No. 2 of 2012 is a manifestation of better law, notwithstanding the actual PERMA still has 
many shortcomings, mainly related to victim protection rules, how much restriction and 
shape of the recovery will be obtained by the injured party associated with this misdemeanor.
Keywords: Restorative Law, Law Reform, Misdemeanor
Abstrak: Tujuan penulisan jurnal ini adalah untuk mengkaji salah satu produk hukum baru 
yang sifatnya lebih mengarah ke hukum yang restoratif yaitu Peraturan Mahkamah Agung 
(PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan 
Jumlah Denda dalam KUHP. Metode Penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian 
deskriptif kualitatif, dengan mengkaji beberapa literatur yang terkait dengan hukum yang 
restoratif termasuk teori hukum dan PERMA ini pada kenyataannya. Hasil penelitian yang 
ditemukan bahwa patut diacungi jempol kepada aparat penegak hukum mengenai ide dasar 
lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini sebagai wujud dari hukum yang lebih baik, 
kendatipun demikian sebenarnya PERMA ini masih memiliki banyak kekurangan, utamanya 
terkait dengan aturan perlindungan korban, seberapa besar batasan dan bentuk pemulihan 
yang akan diperoleh oleh pihak yang dirugikan terkait dengan tindak pidana ringan ini. 
Kata Kunci: Hukum Restoratif, Pembaharuan Hukum, Tindak Pidana Ringan
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tidak menepati aturan hukum, agar seseorang jera dan tidak akan melakukan hal yang dapat 
merugikan orang lain lagi.
Hukum tidak diciptakan secara instan, idealnya suatu hukum dibentuk dengan 
memperhatikan beberapa aspek, menimbang beberapa hal, mengedepankan kepentingan 
umum di atas kepentingan pribadi, dan mengupayakan terciptanya suatu keadaan aman dan 
tentram. Hukum bukan produk ajaib yang diciptakan dengan magic, tetapi diciptakan dengan 
hati nurani yang tulus, begitupula dalam penegakannya.
Lahirnya beberapa aturan perundang-undangan baru idealnya bertujuan untuk 
mencapai tujuan negara sesuai yang tertera pada konstitusi Negara Republik Indonesia. 
Namun, belakangan kenyataan yang terjadi, semakin banyak peraturan perundang-undangan 
semakin menimbulkan kompleksitas. Beberapa aturan ditegakkan dengan jalan yang kaku, 
tidak banyak pula aturan yang saling tumpang tindih satu sama lain, terutama pada hukum 
formil Indonesia.
Dalam penegakan hukum tersebut, tentunya diperlukan suatu tahapan atau proses baku 
yang dijalankan oleh aparatur hukum, demi terciptanya keadilan bagi seluruh masyarakat 
Indonesia. Proses atau tahapan ini dapat kita tinjau dari beberapa tahapan yang masing-
masing memiliki tujuan dan fungsi.
Penerapan suatu sistem hukum yang tidak progresif menyebabkan suatu 
ketidakteraturan, pemikiran yang apatis bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum, 
bahkan kadang menciptakan suatu benturan hukum karena kekakuannya dalam menanggapi 
suatu permasalahan hukum.
Beberapa hal yang menarik yang dapat kita lirik adalah banyaknya peristiwa pidana 
ringan, yang sebenarnya penyelesaiannya dapat berjalan dengan cepat dan mudah, namun 
dibesar-besarkan oleh masyarakat dan aparat penegak hukum, sehingga penyelesaian tindak 
pidana tersebut menjadi berbelit-belit, kaku, dan membutuhkan waktu dan biaya yang tidak 
sedikit dalam penyelesaiannya.
Hal tersebut didukung lagi dengan sistem administrasi di Indonesia yang sangat berbelit-
belit, seolah-olah dipersulit, dan bahkan ada wacana yang berkembang yakni administrasi 
akan cepat apabila diberi pihak administrasi ‘uang pelicin’ yang layak.
Gejala hukum ini saya kategorikan termasuk kepada hal yang aktual/kontemporer dan 
perlu diperhatikan, sebab keberadaan produk dan sistem hukum saat ini sering kali membuat 
pemikiran masyarakat menjadi kaku, yang akhirnya tidak menyelesaikan permasalahan, tetapi 
membuat masalah semakin buntu, bahkan mungkin saja dapat menimbulkan PERMAsalahan 
baru nantinya. Apalagi didukung oleh lahirnya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 yang baru saja 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yang menciptakan pro-kontra dalam masyarakat.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
Junal ini akan mengupas tuntas mengenai bagaimanakah sebenarnya pendapat 
masyarakat terhadap keberadaan tindak pidana ringan di Indonesia saat ini dan bagaimanakah 
peran substansi hukum dalam melihat gejala hukum tindak pidana ringan yang dibesar-
besarkan di era ini. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Pendapat Masyarakat Terhadap Keberadaan Tindak Pidana Ringan di Indonesia 
Hukum di Indonesia adalah suatu kaidah-kaidah atau norma-norma yang mengatur 
kehidupan masyarakat di Indonesia yang mengandung sanksi bagi pelanggarnya. Hukum 
diciptaka untuk melahirkan suatu keteraturan hukum, menghasilkan kehidupan yang aman 
dan tentram di Indonesia.Hukum juga diciptakan sebagai sarana dan media bagi negara 
untuk mencapai tujuan Negara Indonesia sesuatu yang tertera pada konstitusi. Hukum adalah 
produk dan alat bagi negara dalam mencapai apa yang dikehendaki.
Delik-delik atau tindak pidana adalah setiap hal yang terjadi yang merupakan suatu 
peristiwa yang unsur-unsurnya mencocoki rumusan delik dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana dan peraturan perundang-undangan di Indonesia.Delik-delik kontemporer 
yaitu tindak pidana yang terjadi pada suatu waktu yang menjadi wacana aktual dan marak 
dibicarakan di suatu wilayah. Delik-delik kontemporer merupakan hal penting dibicarakan, 
sebab merupakan suatu hal yang perlu diperhatikan dan ditemukan solusinya saat ini.
Teori tujuan hukum mengalami perkembangan dari waktu kewaktu menurut dekade 
pada suatu wilayah. Teori tujuan hukum barat terbagi atas dua yaitu teori tujuan hukum barat 
klasik dan modern. Teori tujuan hukum klasik merupakan teori tujuan hukum di mana hukum 
ditegakkan semata-mata hanya untuk menegakkan salah satu hal saja yaitu rasa keadilannya, 
kemanfaatan hukumnya, atau kepastian hukumnya. 
Teori tujuan hukum modern terbagi atas dua yakni teori prioritas baku atau hukum 
bertujuan untuk menciptakan keadilannya dahulu, lalu kemanfaatannya, kemudian 
kepastiannya dan teori prioritas kasuistik menjelaskan bahwa tujuan hukum adalah untuk 
mencapai keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dengan urutan prioritas secara 
proporsional, sesuai dengan kasus yang dihadapi dan ingin dipecahkan.
Teori tujuan hukum timur adalah suatu teori yang menyatakan bahwa hukum diciptakan 
bertujuan untuk menciptakan kedamaian (peace), sedangkan teori tujuan hukum Islam adalah 
teori yang menyatakan bahwa penegakan hukum bertujuan untuk kemanfaatan seluruh umat 
manusia.
Efektivitas penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana juga terkait dengan teori 
pemidanaan.	Pada	zaman	Yunani,	filsuf	terkenal	antara	lain,	Plato,	Aristoteles,	dan	Phitagoras	
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menyatakan bahwa teori pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan, namun hanya untuk 
menakut-nakuti, memperbaiki, serta untuk mencapai keamanan. Pada abad pertengahan, oleh 
Thomas Aquino dikatakan bahwa teori pemidanaan  bukan hanya pembalasan, tetapi juga 
kesejahteraan. Pada permulaan abad ke-19, para sarjana kemudian mengemukakan pendapat 
mereka, sehingga teori pemidanaan terbagi atas tiga, yaitu:
a. Teori pemidanaan absolut yang mengemukakan bahwa pemidanaan itu dilakukan 
semata-mata untuk pembalasan. Penganutnya  antara lain Emmanuel Kant, Hegel, 
Nigel Walker, Pompe, Polak, dan Herbart. Teori ini beranggapan bahwa kejahatan itu 
harus dibalas dan orang melakukan kejahatan itu harus merasakan penderitaan yang 
sama dengan apa yang dirasakan oleh korbannya. Kesalahan lah yang menentukan 
berat ringannya pidana. 
b. Teori pemidanaan relatif yang mengemukakan bahwa pemidanaan diberikan sesuai 
manfaat apa yang akan dicapai dari pemidanaan tersebut. Teori ini bersifat utilitarian, 
yang lebih mementingkan manfaat dari suatu penegakan hukum, biasanya yang ingin 
dicapai dari pemidanaan teori ini adalah untuk preventif atau pencegahan suatu tindak 
pidana terjadi lagi dan  perlindungan bagi masyarakat, jadi sifatnya menakut-nakuti 
pelaku maupun calon pelaku agar tidak melakukan suatu tindak pidana. Teori ini 
dikemukakan oleh Van Hamel, Seneca, dll.
c. Teori campuran yang pada dasarnya mengkombinasikan teori pemidanaan absolut dan 
teori pemidanaan relatif. Dalam ajaran ini diperhitungkan adanya pembalasan, prevensi 
general, dan perbaikan sebagai tujuan pidana. Jadi tujuan pemidanaannya antara lain 
yaitu mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana, mencegah orang lain melakukan 
tindak pidana seperti yang dilakukan oleh terpidana, menyediakan saluran motif 
balas dendam, menghindari balas dendam, adanya pengaruh yang bersifat mendidik, 
memelihara perdamaian, memperkuat kembali nilai-nilai sosial, dll. Teori ini dianut 
oleh Pellegrino Rossi, Binding, Merkel, Kohler, Beling, dan Richard Schmid.
Dalam Rancangan KUHP Nasional, telah diatur tentang tujuan penjatuhan pidana, 
yaitu:1
a. Mencegah dilakukannya tindak pidana menegakkan norma hukum demi pengayoman 
masyrakat.
b. Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian menjadikannya orang 
yang baik dan berguna.
c. Menyelesaikan	konflik	yang	di	timbulkan	oleh	tindak	pidana,	memulihkan	keseimbangan	
dan mendatangkan rasa damai dalam masyrakat.
1 Gita Angraeni. Rangkuman Asas-asas Hukum Pidana.. hlm. 6. Dikutip dari website: http://www. google.
co.id/url?sa=t&rct=j&q=delikdelik. Disunting tanggal [15/02/2010], Diakses tanggal [03/03/2012].
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d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Pasal 5).
Dalam literatur bahasa inggris, tujuan pidana bias disebutkan sebagai berikut:2
a. Reformation, berarti memperbaiki atau merehabitasi penjahat menjadi orang baik dan 
berguna bagi masyarakat.
b. Restraint, maksudnya mengasingkan pelanggaran dari masyarakat, dengan tersingkirnya 
pelanggaran hukum dari masyrakat berarti masyrakat itu akan menjadi lebih aman.
c. Restribution, berarti pembalasan terhadap pelanggaran karena telah melakukan 
kejahatan.
d. Deterrence, adalah menjerat atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individual 
maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut untuk 
melakukan kejahatan, melihat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa.
Simons merumuskan lebih terinci dengan mengungkapkan:3
a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
b. Bertentangan dengan hukum;
c. Dilakukan oleh orang yang bersalah;
d. Orang itu bertanggung jawab atas perbuatanya.
Tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya tidak berat, 
merupakan suatu tindak pidana yang saat ini marak dibicarakan, selain karena tindak pidana 
ini banyak terjadi, juga karena muncul gejala hukum baru yang terjadi, yaitu kegiatan 
membesar-besarkan tindak pidana ini.
Pembagian delik itu dapat dibedakan atas berbagai pembagaian tertentu, seperti berikut 
ini:4
1. Delik Kejahatan dan Delik Pelanggaran (Misdrijven en overtredingen).
2. Delik Materiel dan Delik Formil (Materiele en fomeledelichten).
3. Delik Komisi dan Delik Omisi (Commissiedelicten en Omissiedelicten).
4. Delik yang berdiri sendiri dan Delik yang diteruskan (Zelfstandige en voorgezettedelicten).
5. Delik Selesai dan Delik Berlanjut (Aflopende en voortdurendedelicten).
6. Delik Tunggal dan Delik Berangkai (Enkelvoudige en gesteldedelicten).
7. Delik	Bersahaja	dan	Delik	Berkualifikasi	(Eenvoudige en gequalificeerdedelicten).
8. Delik Sengaja dan Delik Kelalaian atau Culpa (Doleuse en culposedelicten).
9. Delik Politik dan Delik Komunatau Umum (Politieke en commune delicten).
10. Delik-delik dapat dibagi juga atas kepentingan hukum yang dilindungi, seperti delik 
terhadap keamanan Negara, delik terhadap orang, delik kesusilan, delik terhadap harta 
2 Ibid.
3 Ibid. Hal 11.
4 Ibid. Hal 12.
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benda dan lain-lain.
11. Untuk Indonesia, menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 284, 
dikenal pula delik umum dan delik khusus, seperti delik ekonomi, korupsi, subversi, dll.
Berdasarkan pembagian delik di atas, kebanyakan delik ringan atau tindak pidana ringan 
termasuk delik kejahatan ringan atau bahkan pelanggaran, delik formil yang melanggar 
aturan formil, delik commision atau delik yang dilaksanakan untuk kepentingan sendiri, delik 
yang	berdiri	sendiri,	dan	tunggal/tidak	berangkai,	termasuk	delik	selesai,	tidak	berkualifikasi,	
delik umum, dan termasuk pada skala delik culpa atau dapat pula karena sengaja, hanya saja 
kerugiannya kecil.
Tindak pidana ini belakangan ini banyak masuk ke peradilan, padahal alangkah lebih 
baik bila tindak pidana ringan diselesaikan dengan jalan musyawarah. Mungkin dikarenakan 
karena pola pemikiran masyarakat yang kaku, bahwa semua kesalahan harus masuk 
pengadilan, atau mungkin karena faktor-faktor lain.
Hal ini yang kemudian berusaha di atasi oleh peradilan dengan dikeluarkannya PERMA 
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda 
dalam KUHP yang baru saja dikeluarkan pada bulan Februari 2012.
Setiap tindak pidana atau delik yang dikategorikan ringan adalah semua hal yang 
kerugiannya tidak mencapai Rp250,00-Rp7.500,00 saat ini berdasarkan PERMA yang baru 
dikeluarkan oleh Mahkamah Agung kerugiannya tidak mencapai Rp2.500.000,005, serta 
pidana penjara yang dijatuhkan pada RUU KUHP maksimal 6 bulan penjara dahulunya 3 
bulan penjara/kurungan6, Adapun contoh dari tindak pidana ini antara lain pencurian sendal, 
kasus nenek Minah yang didakwa mencuri 3 buah biji kakao, randu, dan kasus lainnya yang 
sempat masuk dan diproses di pengadilan.
Persidangan tindak pidana ringan dilaksanakan dengan persidanagan cara cepat, yakni 
3 hari paling lambat setelah pelaporan, posisi penuntut umum digantikan oleh penyidik, 
terdakwa harus hadir dalam persidangan, penyidik menunjukan alat bukti dan saksi pada 
hakim, hakimnya hanya terdiri dari satu orang hakim, dan tidak dibenarkan dilakukan upaya 
banding.	Jadi	putusannya	bersifat	final,	amar	putusannya	dicatat	di	register.7
Urgensi Peran Substansi Hukum dalam Melihat Gejala Hukum Tindak Pidana Ringan 
yang Dibesar-besarkan
Urgensi berarti pentingnya, bersifat perlu didahulukan segera mengenai suatu hal atau 
5 Padang Ekspress. MA: Pencurian Ringan tak Perlu Ditahan. http://padangekspres.co.id/?news= beri-
ta& id=24828..
6 Biji Kapas. Kebijakan Penggolongan Delik dalam Konsem KUHP Baru. http://id.shvoong.com/writ-
ing-and-speaking/2125808-kebijakan-penggolongan-delik-dalam kons ep. 
7 Suci Wulansari. Pemeriksaan Acara Cepat. http://www.facebook.com/note.php?note_id=16263290 
7113202. Hal 4-5.
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gejala yang timbul. Substansi hukum yaitu aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, 
Kejaksaan, Kehakiman, Penasihat Hukum, serta Lembaga Pemasyarakatan. Terkait dengan 
tindak pidana ini maka fokusnya adalah bagaimana pentingnya peran lembaga kehakiman 
dalam menangani tindak pidana yang termasuk dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang 
tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.
Melihat semakin banyaknya kasus-kasus pidana yang dibesar-besarkan dan masuk ke 
pengadilan, terutama pada kasus-kasus pencurian ringan yang nominalnya tidak besar, maka 
Mahkamah Agung Republik Indonesia marasa perlu mencari solusi mengenai hal tersebut 
agar pemikiran masyarakat tidak kaku melihat permasalahan hukum.
Mahkamah Agung RI mengeluarkan PERMA No. 2 Tahun 2012 yang berlaku sejak 
tanggal 27 Februari 2012, berisi keputusan bahwa tindak pidana pencurian ringan sebaiknya 
tidak usah diproses di pengadilan. Melainkan diproses di persidangan khusus guna mencari 
penyelesaian yang bersifat mufakat dan bila perlu pelaku tidak perlu dijatuhi sanksi pidana.
Kategori pencurian ringan adalah pencurian dengan nilai kerugian kurang dari Rp 
2.500.000,00. Keputusan ini hanya diberlakukan bagi hakim, sementara polisi dan jaksa 
tidak. Sebab hakim dinilai sebagai penentu apakah suatu tindak pidana sebaiknya diproses 
atau tidak.
Satjipto Raharjo menawarkan apa yang disebut hukum progresif, yaitu hukum yang 
tidak sekadar mendasarkan pada kata hitam-putih dari peraturan (according to the letter), 
melainkan menurut semangat dan makna yg lebih dalam (to the very meaning) dari undang-
undang atau hukum. Hukum tidak hanya prosedur formal dan apa yang tersurat, tetapi yang 
lebih penting bagaimana mecapai tujuan akhir dari proses hukum, yakni keadilan. Agar 
hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan, acuannya bukan semata-mata pada 
aspek legal formal, melainkan nurani dan moral kemanusiaan.8
Roh Hukum yang Restoratif dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012
Hukum yang restoratif atau restoratif justice pada awalnya merupakan teori yang 
dikemukakan oleh Howard Zehr dalam bukunya The Little Book of Restorative Justic, yakni:
“Restorative justice is a process to involve to the extent possibl, those who have a 
stake in a specific offense and to collectively identify and address harm, needs, and 
obligations, in order to heal and put things as right as possible.”9
Hukum restoratif adalah hukum yang lebih melihat dan memperhatikan korban dan 
upaya apa yang terbaik dilakukan agar rasa dendam antara pihak yang terkait pidana segera 
redam digantikan oleh rasa cinta. Hal ini lah yang berupaya diciptakan agar dengan segera 
8 Hadi Supeno. Hukum Pidana. (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama). Hal. 13
9  Achmad Ali. Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) termasuk 
Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). (Jakarta: Kencana Predana Media grup). Hal 247.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
296
rasa sakit hati yang muncul akibat suatu hal yang salah dapat menciptakan pemulihan yaitu 
keadilan bagi masing-masing pihak.
Hukum restoratif tidak menghilangkan sanksi pada pelaku hanya saja lebih 
memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dilukai perasaannya. Hukum yang 
restoratif sangat berbeda dengan hukum yang restitutif, hukum yang restitutif memandang 
bahwa pelaku kejahatan harus diberikan sanksi yang seberat-beratnya atas apa yang telah 
dilakukannya terhadap korban. 
Berdasarkan tabel tersebut dapat kita simpulkan bahwa perbedan antara restoratif dan 
restitutif sangatlah besar. Hukum yang restitutif memandang bahwa kejahatan  yang dilakukan 
seseorang itu adalah kejahatan terhadap hukum dan negara, hal ini yang kemudian apabila 
dilakukan menimbulkan kesalahan yang akan diproses oleh hukum untuk menentukan jenis 
sanksi apa yang harus diterapkan terhadapnya agar yang malakukan pelanggaran terhadap 
hukum negara memperoleh ganjaran yang setimpal dengan apa yang telah dibuatnya.
Pemikiran demikian sifatnya sangatlah normatif atau sangat kaku, hanya memperhatikan 
tindakan yang dilakukan oleh seseorang, apakah mencocoki atau sesuai dengan rumusan 
delik, lalu jenis hukuman apa yang akan diterapkan berdasarkan hukum yang tertulis. 
Disinilah akan timbul masalah apabila hukum yang tertulis telah tidak relefan dengan masa 
sekarang.
Sedangkan hukum yang restoratif melihat kejahatan sebagai pelanggaran rasa keadilan 
rakyat yang kemudian menciptakan kewajiban, kewajiban yang diciptakan tersebut haruslah 
mencakup keadilan korban, pelanggar, warga masyarakat, dan semua pihak yang secara 
tidak langsung terkait, fokusnya adalah bagaimana caranya agar kerugian korban dipulihkan 
oleh pelaku yang telah merugikan korban (pemulihan keadaan menjadi baik seperti semula). 
Berdasarkan hukum yang restoratif tersebut maka pencapaian rasa keadilan tidak akan 
kaku, tidak akan ada kepincangan-kepincangan hukum yang terjadi apabila aturan hukum 
telah tidak relefan dengan masa kini atau apabila aturan hukum mengenai sesuatu hal yang 
dianggap salah belum diatur sebelumnya. Disinilah wujud restiratif sangat dibutuhkan.
Penciptaan hukum yang restoratif bukan lepas dari tujuan hukum yaitu kepastian, sebab 
tentunya keberadaan hukum haruslah tetap memiliki roh kepastian, agar hukum tetap adil 
dan dipercaya oleh rakyat. Namun, diharapkan melalui hukum yang restoratif ini, hukum di 
mata masyarakat pun tidak dianggap kaku atau hanya ada di atas kertas saja.
Sebagai salah satu wujud hukum yang restoratif, melihat keberadaan aturan hukum 
mengenai kriterian tindak pidana ringan yang telah tidak sesuai dengan masa sekarang, 
maka diciptakanlah PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang tentang Penyesuaian Batasan Tindak 
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. 
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PERMA ini berisikan aturan mengenai batasan tindak pidana yang dikategorikan ringan 
serta bagaimana upaya penyelesaian perkaranya. Jadi, untuk semua tindak pidana ringan 
menurut PERMA No. 2 Tahun 2012 termasuk tindak pidana ringan, sudah tidak diselesaikan 
di peradilan umum sebagaimana hal yang terjadi pada peristiwa sebelumnya. Tindak pidana 
ringan diselesaikan dengan hakim Ad.Hoc tunggal jadi sifatnya lebih kekeluargaan.
Mahkamah Agung mengupayakan suatu mediasi penal dalam menyelesaikan tindak 
pidana ringan tersebut, hal ini agar keadilan hakiki lebih tercapai dan agar tindak pidana 
tidak dikesankan kaku, peradilan saat ini terkesan kaku sebab hanya melihat aturan hitam 
di atas putih, kurang restoratif, sehingga perlu ada pembaruan, terutama pada tindak pidana 
ringan agar tidak dibesar-besarkan lagi.
Mahkamah Agung (MA) mempertimbangkan untuk memprioritaskan penyelesaian 
perkara dengan jalan mediasi, bukan lagi melalui pengadilan konvensional seperti saat ini. 
MA menilai hal ini lebih efektif dan cepat menyelesaikan masalah, selain itu juga memuaskan 
pihak-pihak yang bersengketa. 
Wakil Ketua MA Ahmad Kamil mengatakan, selama ini mediasi lebih banyak dikenal 
pada kasus hukum perdata. Namun,pada dasarnya penyelesaian lewat jalan mediasi juga 
bisa berlaku untuk kasus pidana. Menurutnya hanya akan dikembangkan mediasi untuk 
menyelesaikan kasus-kasus yang sekiranya tidak perlu dibawa ke pengadilan. Termasuk 
mediasi penal, demi hukum dan keadilan progresif dan restoratif.10
Mediasi penal adalah upaya mempertemukan pelaku tindak pidana dengan korban 
dalam upaya mencari penyelesaian yang saling menguntungkan. Upaya ini merupakan salah 
satu bentuk alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau alternative dispute 
resolution. Di Indonesia, berdasarkan hukum positif yang berlaku saat ini, pada prinsipnya 
kasus pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun, untuk hal-hal tertentu 
dimungkinkan adanya penyelesaian dengan model tersebut.11
Lahirnya PERMA ini juga sangat menjiwai asas hukum pidana yaitu peradilan yang 
sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini telah dirumuskan dalam Pasal 4 Ayat (2) 
Undang-Undang Pokok Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang menghendaki agar pelaksanaan 
penegakan hukum Indonesia berpedoman kepada asas cepat, tepat, sederhana, dan biaya 
ringan. Tidak bertele-tele dan berbelit-belit, apalagi jika keterlambatan penyelesaian perkara 
tindak pidana itu disengaja agar terlamabat terselesaikan. Hal ini tentunya sangat bertentangan 
dengan asas hukum.
PERMA ini berupaya mengatasi kasus yang menumpuk pada peradilan umum yang 
mengakibatkan pelaksanaan pemeiksaan menjadi lambat atau lama. Dengan dibentuknya 
10  Header News. MA Selesaikan Perkara dengan Mediasi. Diakses melalui situs: http://www.sindonews.
com/read/2012/02/21/436/579373/ma-selesaikan-perkara-dengan-mediasi.
11 Ibid.
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peradilan ad.hoc, maka pemeriksaan peradilan akan singkat. Tidak akan ada lagi pemeriksaan 
yang lama dikarenakan oleh menumpuknya berkas perkara, penahanan pun tidak akan lama. 
Hasil putusan hakim pun akan dengan cepat diketahui untuk dieksekusi.
Pro-kontra terhadap PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak 
Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Pada hakikatnya hukum menurut Rosemary Hunter et.al adalah “There is more to 
law than rules, robes, and precedent Rather law is an integral part of social practise and 
politicies, as diverse and complex as soiety itself.”12
Dijelaskan bahwa hukum bukanlah sekadar aturan semata, bukanlah sekedar toga hakim 
saja, bukan sekedar preseden, tetapi hukum adalah bagian integral dari praktek dan kebijakan 
sosial yang juga sama beranekaragam dan kompleksnya seperti masyrakat itu sendiri. Jadi 
hukum itu kompleks, tidak mudah, karena mengatur masyarakat yang senantiasa berubah, 
penuh kerumitan.
Selanjutnya menurut Eugen Erlich, pakar hukum Austria mengemukakan bahwa “At 
the present as well as at any other time, the centre of gravity of legal development lies not in 
legislation, nor in juristic science, nor in judicial decision, but in society itself.”13 Menurut 
Eugen Erlich pusat perkembangan hukum itu tidaklah terletak pada peraturan, tidak pula 
pada ilmu hukum, tidak pula pada putusan hakim, melainkan pada masyarakat itu sendiri. 
Masyarakat lah yang menjadi pusatnya, sebab masyarakatlah yang menjadi objek sekaligus 
subjek hukum itu sendiri.
Hukum dikodivikasi agar melahirkan kepastian, sehingga mudah dan jelas 
penerapannya. Namun, hukum yang sudah tidak relefan dengan masyarakat dapat diubah 
agar sesuai kembali dengan kebutuhan masyarakat. Bukan masyarakat yang harus mengikuti 
hukum yang sudah kaku. Karena hukum yang hidup sesungguhnya adalah hukum yang ada 
pada jiwa masyarakat. Melihat ketimpangan mengenai tindak pidana ringan yang sangat 
meresahkan masyarakat dalam penerapannya, maka diupayakanlah perbaikan hukum.
Lahirnya PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP sebenarnya merupakan wujud restoratif justice 
yang sedikit demi sedikit berupaya diterapkan. Awal dikeluarkannya PERMA tersebut adalah 
dikarenakan banyaknya kekakuan dalam peradilan, terutama bagi tindak pidana ringan yang 
korbannya adalah orang miskin dan rentan. 
PERMA ini sebenarnya hanya mengatur batasan tindak pidana yang dikategorikan ringan 
saat ini, karena KUHP mengatur tindak pidana ringan yang telah tidak sesuai batasannya 
12 Achmad Ali. 1998. Menjelajah Kajian Empiris Terhadap Hukum. (Jakarta: Yarsif Watampone). Hal 
32.
13 Achmad Ali. Op.cit. Hal 162
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dengan saat ini. Selain itu, PERMA ini juga melahirkan jalur atau tata cara peradilan yang 
baru, yakni dengan sistem cepat bagi tindak pidana ringan yang diputuskan oleh satu hakim 
saja. Pelakunya bahkan bila perlu tidak usah dihukum pidana. 
Hal ini bertujuan agar berkas perkara tidak menumpuk diperadilan dan diharapkan pula 
sistem pembaharuan ini mampu melahirkan suatu sistem yang adil dan putusannya cepat. 
Seperti halnya suatu hal yang baru, tentunya banyak melahirkan pro dan kontra, apalagi 
PERMA ini sifatnya mengarah ke restoratif justice.
Mungkin karena sifatnya masih baru, maka masyarakat sedikit resah, takut akan 
keberadaan jenis pencapaian keadilan yang baru ini. Karena beberapa pihak takut akan 
keputusan hakim yang akan berat sebelah karena sifatnya memediatori. Apalagi hal ini 
didukung lagi bahwa  pelaksanaannya dilakukan di luar peradilan pada umunya, jadi terkesan 
dikesampingkan. Disinilah diperlukan semakin besarnya keyakinan masyarakat terhadap 
penegak hukum yang sudah semakin pudar.
Pengetahuan terhadap hukum pun sangat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap 
hukum. Masyarakat diharuskan untuk mengetahui hukum berdasarkan Pasal II AB bahwa 
seluruh penduduk yang berada di wilayah Republik Indonesia dianggap mengetahui seluruh 
ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Asas ini menghendaki masyarakat tahu dan 
patuh hukum. Jadi ketika diketahui adanya tindak pidana, masyarakat serta-merta akan 
membawanya ke hadapan hukum, dengan pemikiran yang kaku tersebut maka menurut 
masyarakat setiap tindakan salah haruslah dihukum. Termasuk pula pencurian yang saat ini 
telah dikategorikan pencurian ringan.
Berdasarkan pendekatan sosiologis, Gerald Turkel mengemukakan bahwa pengaruh 
hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum, terletak pada:
a. Pengaruh hukum terhadap perilaku sosial,
b. Pada kepercayaan-kepercayaan yang dianut oleh warga msyarakat dalam “social 
world”  mereka,
c. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum,
d. Tentang bagaimana hukum dibuat, dan
e. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.14
Evektivitas penerapan hukum merupakan suatu kesimpulan terhadap perilaku 
masyarakat dikaitkan dengan hukum yang ada, apakah masyarakat mematuhi atau tidak 
mematuhi, menghindari, atau bahkan mengabaikan hukum tersebut. Kepatuhan seseorang 
terhadap hukum dapat kita lihat berdasarkan kepentingannya. Kesadaran hukum tersebut 
apakah termasuk compliance, identification, ataupun internalization.
14 Achmad Ali.Op.Cit. Hal 35.
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
300
Menurut C.G. Howard & R.S. Mumners,15 beberapa faktor yang mempengaruhi ketaatan 
seseorang terhadap hukum, antara lain:
a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang 
yang menjadi target aturan hukum secara umum itu. Oleh karena itu, jika aturan hukum 
yang dimaksud berbentuk undang-undang, maka pembuat undang-undang dituntut 
untuk mampu memahami kebutuhan hukum dari target pemberlakuan undang-undang 
tersebut,
b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum sehingga mudah dipahami oleh target 
diberlakukannya aturan hukum. Jadi, perumusan substansi aturan hukum itu harus 
dirancang dengan baik,  jika aturannya tertulis harus ditulis dengan jelas dan mampu 
dipahami secara pasti. Meskipun nantinya tetap membutuhkan interpretasi dari penegak 
hukum yang akan menerapkannya,
c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu. Kita tidak boleh 
meyakini	fiksi	hukum	yang	menentukan	bahwa	semua	penduduk	dianggap	tahu	hukum.	
Tidak mungkin penduduk atau warga masyarakat secara umum mampu mengetahui 
keberadaan suatu aturan hukum yang substansinya, jika aturan hukum tersebut tidak 
disosialisasikan secara optimal,
d. Jika hukum yang dimaksud adalah perundang-undangan maka seyogyanya aturannya 
bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat 
melarang (prohibitur) lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat 
mengharuskan (mandatur),
e. Saksi yang diancam oleh aturan hukum itu, harus dipadankan dengan sifat aturan hukum 
yang dilanggar tersebut. Suatu saksi yang dapat kita katakan tepat untuk suatu tujuan 
tertentu belum tentu tepat untuk tujuan lain,
f. Berat ringannya sanksi yang diancam dalam aturan hukum, harus proporsional dan 
memungkinkan untuk dilaksanakan. Sebagai contoh, sanksi denda yang diancam oleh 
undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan raya yang berlaku di Indonesia saat ini, 
terlalu berat jika dibandingkan penghasilan orang indonesia. Sanksi denda jutaan rupiah 
untuk pengemudi kendaraan umum yang tidak memiliki ikat pinggang pengaman atau 
pemadam kebakaran terlalu berat untuk mampu dilaksanakan oleh mereka. Sebaliknya, 
sanksi yang terlalu ringan untuk suatu jenis kejahatan, tentunya akan berakibat warga 
masyarakat tidak akan segan untuk melakukan kejahatan tersebut,
g. Kemungkinan bagi penegak hukum untuk memproses jika terjadi pelanggaran terhadap 
aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan 
15 Achmad Ali. Op.Cit. Menguak teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) 
termasuk Interpretasi Undang-undang (Legisprudence). Hal. 377-378.
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diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karena 
itu memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahanan (penyidikan, penyelidikan, 
penuntutan, dan penghukuman). Membuat suatu aturan hukum yang mengancamkan 
sanksi terhadap tindakan-tindakan yang bersifat gaib atau mistis adalah mustahil untuk 
efektif, karena mustahil untuk ditegakkan melalui proses hukum,
h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan relatif akan jauh 
lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang 
dianut oleh orang-orang yang menjadi target diberlakukannya aturan tersebut. Aturan 
hukum yang efektif adalah aturan hukum yang melarang dan mengancamkan sanksi 
bagi tindakan yang juga dilarang dan diancamkan sanksi oleh norma lain, seperti norma 
moral, norma agama, norma adat istiadat atau kebiasaan, dll. Aturan hukum yang tidak 
diatur dan dilarang oleh norma lain akan tidak efektif,
i. Efektif atau tidak efektifnya suatu aturan hukum secara umum juga tergantung 
pada optimal dan profesiaonal tidaknya aparat penegak hukum untuk menegakkan 
berlakunya aturan hukum tersebut, mulai dari tahap pembuatannya, sosialisasinya, 
proses penegakan hukumnya yang mencakupi tahapan penemuan hukum (penggunaan 
penalaran hukum, interpretasi, dan konstruksi) dan penerapannya terhadap suatu kasus 
konkret,
j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum juga mensyaratkan adanya 
pada standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat dan sebelumnya 
ketertiban umum sedikit atau banyak, harus telah terjaga, karena tidak mungkin 
efektivitas hukum akan terwujud secara optimal, jika masyarakat dalam keadaan kaos 
atau situasi perang dahsyat.
Sebenarnya pandangan Robert Summers di atas melihat ada banyak faktor yang saling 
terikat erat yang mempengaruhi efektivitas hukum. Sebagai contoh, terdapat suatu hubungan 
erat antara persoalan insentif untuk memastikan invokasi hukum, jenis strategi pemberian 
sanksi yang diadopsi, serta peran aparat penegak hukum. Hukum modern menggunakan 
banyak ragam perangsang untuk memastikan efektivitas hukum modern tersebut.
Uraian Friedman tentang Eksperimen Eichmann mengenai Ketaatan Terhadap Otoritas 
bahwa cukuplah janggal, meskipun terjadi krisis hukum dan ketertiban serta kerapuhan 
legitimasi, tetapi orang juga dapat menemukan bukti bahwa, manusia modern juga taat 
terhadap otoritas. Berdasarkan hasil penelitian psikologi yang telah dilakukan, maka dapat 
disimpulkan bahwa potensi ketaatan setiap orang terhadap suatu otoritas adalah beragam dan 
tidak seragam. 
Sebagian orang sangat tinggi kadar ketaatannya terhadap apa saja yang berwujud 
otoritas yang dianggapnya sah, termasuk otoritas hukum, namun sebaliknya sebagian orang 
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malah memiliki kadar penolakan yang cukup tinggi untuk menolak atau tidak menaatao suatu 
otoritas, termasuk otoritas hukum sekalipun jika perintah tersebut bertentangan dengan nilai-
nilai intristik serta logika, rasionalitasnya, pandangan moral, dan agama yang dianutnya.
Evektivitas penerapan hukum dipengaruhi oleh ketegasan dari hukum itu sendiri 
dan kinerja dari aparat penegak hukum dalam melaksanakan kinerjanya. Masyarakat yang 
menghargai kedaulatan pemerintahan akan senantiasa mematuhi setiap peraturan hukum 
yang ada, sehingga evektivitas penerapan hukum akan semakin maksimal. 
Sebaliknya, masyarakat yang tidak mempercayai pemerintah akan senantiasa 
mengacuhkan, tidak melaksananakan, atau bahkan melanggar peraturan atau hukum tersebut. 
Hal ini kemudian akan menimbulkan kekacauan, ketidakamanan, keresahan masyarakat. 
Apabila hal ini terjadi, maka masyarakat akan semakin menilai buruk kinerja pemerintah. 
Disinilah, timbul persepsi masyarakat bahwa hukum itu tidak berguna, hukum itu tidak adil, 
dll. Sehingga, evektivitas penerapan hukum akan semakin menurun.
Keharmonisan ataupun kesenjangan yang terjadi antara das sollen dan das sein yang 
terjadi dimasyarakat akan mempengaruhi kinerja pemerintah dan pendapat masyarakat dalam 
menilai evektivitas penerapan hukum di masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan pemerintah 
melakukan berbagai upaya-upaya pembaharuan dan lebih menciptakanh kepastian hukum di 
masyarakat tanpa adanya diskriminasi hukum. 
Apabila hal ini dapat diterapkan oleh pemerintah dan aparatnya, maka evektivitas 
penerapan hukum akan semakin membaik didukung oleh terciptanya keadaan aman dan 
tentram di setiap wilayah pemerintahan khususnya di Indonesia. Kesemua faktor tersebut 
sangat berpengaruh satu sama lain terhadap hukum yang telah dibentuk dan rekasi masyarakat, 
apakah ingin menaati hukum atau menghindari hukum.
Kekurangan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana 
Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP
Masih banyak kekurangan dalam PERMA tersebut yang menimbulkan pro-kontra 
masyarakat. Antara lain dalam hal perlindungan korban, tidak dijelaskan apa bentuk rasa 
keadilan yang dapat diperoleh oleh pihak korban, baik itu restitusi, dsb nya. Sehingga dinilai 
PERMA ini bersifat menguntungkan pelaku tindak pidana ringan, sementara rasa keadilan 
korban tidak dibicarakan secara rinci. Selain itu, lembaga LPSK juga tidak dapat membantu 
korban, sebab LPSK hanya berwenang membantu saksi dan/atau korban yang kasusnya 
masuk ke peradilan, sementara kasus tindak pidana ringan menurut PERMA ini tidak boleh 
masuk peradilan.
Hal lain yang masih kurang dalam PERMA tersebut, karena hanya menghususkan pada 
peradilannya saja, sementara pada tingkat penyidik tidak ada aturan khususnya. Padahal 
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juga diperlukan aturan mengenai hal tersebut terkait dengan pengalihan pelimpahan berkas 
perkara, pejabat yang berwenang, dll. Apabila memang selain yang diatur khusus pada 
PERMA ini bersifat umum, hal tersebut juga tetap harus diatur, hal ini demi tercapainya 
kejelasan hukum.
Terkait dengan upaya hukum apabila korban tidak setuju dengan putusan hakim 
tunggal yang memutus perkara tindak pidana ringan ini juga belum diatur, sekalipun sudah 
dijelaskan dalam KUHAP bahwa peradilan cepat tidak dibenarkan upaya kasasi, namun 
apakah dapat diajukan upaya hukum jenis berbeda atau tidak juga tidak diatur, apakah dapat 
dilimpahkan kembali ke peradilan umum atau tidak, kesemuanya itu belum diatur secara 
tegas, sehingga PERMA ini masih perlu dilalukan perbaikan lagi. Beberapa masyarakat 
lain bahkan berpendapat bahwa PERMA ini hanya berupaya mengurangi berkas perkara, 
hanya mengurangi jatah tugas hakim, sehingga tindak pidana ringan diupayakan agar selesai 
dengan cepat di luar peradilan pada umumnya.
Menurut penulis, revolusi hukum ini cukup baik sebab akan menciptakan rasa keadilan 
yang hakiki bagi masyarakat, karena diselesaikan berdasarkan aturan dan kesepakatan kedua 
belah pihak. Bukan berarti hukum lepas tangan, namun hukum sebagai pemandu kepentingan 
kedua belah pihak. Namun, perlu kehati-hatian dalam menegakkan aturan ini, sebab jangan 
sampai hal ini justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak beradab sebagai celah hukum 
baru.
Sekalipun mungkin PERMA ini masih memiliki kekurangan pada beberapa hal 
yang masih perlu diupayakan perbaikannya, namun PERMA ini telah cukup baik dalam 
rangka penciptaan restoratif justice jadi tidak semata-mata restitutif justice sebab bentuk 
penghukumannya pun diupayakan sebagai penghukuman yang bersifat memperbaiki, tidak 
semata-mata menghukum saja.
Penciptaan hukum yang baik harus diiringi dengan penegak hukum yang baik, penegak 
hukum harus benar-benar bekerja sesuai kebenaran, tidak menimbulkan administrasi yang 
lambat, biaya mahal, dan penyelesaian yang berbelit-belit lagi. Diharapkan revolusi hukum 
ini dapat menjadi suatu ajang pembaharuan bagi hukum di Indonesia.
Selain itu, diperlukan sosialisasi kepada masyarakat terkait dengan PERMA ini agar 
wacana pro-kontra dalam masyarakat tidak menimbulkan suatu efek masyarakat tidak 
mempercayai hukum, melainkan masyarakat semakin percaya terhadap hukum dan penegak 
hukumnya.
Menurut G. Pieter Hoefnagels dikemukakan pula penjelasan mengenai keterlibatan 
masyarakat dalam menanggulangi kejahatan. Beliau mengemukakan bahwa Keterlibatan 
masyarakat dalam kebijakan penanggulangan kejahatan sangatlah penting. Adapun upaya 
penanggulangan kejahatan itu dapat ditempuh melalui tiga cara yakni penerapan hukum 
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pidana (criminal law application), pencegahan tanpa pidana (prevention without punishment), 
dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media 
massa. Secara garis besar upaya penanggulangannya dibagi kedalam dua garis besar, yakni 
jalur “penal” atau hukum pidana dan jalur “nonpenal” diluar hukum pidana.16
PENUTUP
Belakangan ini muncul gejala hukum baru yaitu kegiatan membesar-besarkan suatu perkara 
kecil, yang menyebabkan suatu kesumwretan hukum. Terdapatnya banyak kasus yang masuk 
dipengadilan menyebabkan peranan struktur hukum menjadi sibuk, sehingga keadilan 
menjadi susah ditegakkan.
Berdasarkan gejala hukum baru tersebut, maka ahkamah Agung Republik Indonesia 
mengeluarkan PERMA yang mengatur bahwa tindak pidana pencurian ringan dengan nilai 
kerugian kurang dari Rp 2.500.000,00 sebaiknya tidak perlu masuk persidangan, delik ini 
sebaiknya diselesaikan dengan mediasi penal. Pembaharuan hukum ini sangat baik dan perlu 
dilaksanakan dengan baik untuk menciptakan suatu hukum yang baik pula. 
Semoga masyarakat tidak lagi membesar-besarkan suatu tindak pidana yang sebenarnya 
merupakan tindak pidana ringan, agar keadilan hukum lebih cepat tercapaidan semoga dalam 
pelaksanaan penerapan hukum baru tersebut dapat dilaksanakan dengan benar dan tidak 
dimanfaatkan oleh pihak lain sebagai celah hukum baru.
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PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara hukum, hal ini secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) 
Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Cerminan 
Negara hukum berupa sebuah perlindungan hukum terhadap warga Negara juga tampak 
dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, yang 
menegaskan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan 
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”
Dalam memberikan perlindungan hukum sebagai pengejawantahan Indonesia sebagai 
Negara hukum maka salah satu lembaga yang memegang peran yang sangat penting 
sebagai tempat bagi masyarakat mencari keadilan adalah lembaga peradilan. Lembaga 
peradilan diberikan kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara 
INDEPENDENSI HAKIM DAN AKUNTABILITAS PUBLIK 
DALAM MEWUJUDKAN PERADILAN PIDANA 
YANG BERSIH DAN BERWIBAWA
Oleh:
Rodrigo Fernandes Elias
Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: The purpose of this study was to determine the urgency of the independence 
of judges and public accountability in creating a clean criminal justice and dignity. This 
research is normative. The results showed that Indonesia is a nation that is in need of a 
clean and respectable judiciary. In realizing justice clean and respectable dross there are 
two important components, namely the independence of judges and public accountability. 
Freedom of judges will give birth to an impartial decision while public accountability in the 
criminal justice process will bear decision arbitrarily.
Keywords: Independence of Judges, Public Accountability, Court
Abstrak: Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi independensi hakim dan 
akuntabilitas publik dalam mewujudkan peradilan pidana yang bersih dan berwibawa. 
Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
Indonesia merupakan negara hukum yang membutuhkan adanya suatu peradilan yang bersih 
dan berwibawa. Dalam mewujudkan peradilan yang bersih dan berwibawa terdapat dua 
komponen yang sanga penting yaitu kebebasan hakim dan akuntabilitas publik. Kebebasan 
hakim akan melahirkan putusan yang tidak memihak sedangkan akuntabilitas publik  dalam 
proses peradilan pidana akan melahirkan putusan yang tidak semena-mena.
Kata Kunci: Independensi Hakim, Akuntabilitas Publik, Peradilan
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atau dapat dikatakan bahwa pengadilan juga merupakan muara dari penegakan hukum oleh 
aparat penegak hukum yang lain yaitu kepolisian dan kejaksaan. Dalam pelaksanaan fungsi 
peradilan, maka aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan memeriksa, mengadili 
dan memutus perkara adalah hakim. 
Seorang hakim dalam memutus sebuah perkara wajib berpedoman pada aturan hukum 
artinya kepastian hukum wajib ditegakkan tetapi yang lebih utama yang harus diperhatikan 
seorang hakim adalah keadilan. Karena itu, hakim dalam memutus sebuah perkara didasarkan 
pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya. Keadilan yang 
dimaksudkan adalah keadilan masyarakat dalam arti luas bukan keadilan orang-perorang. 
Keadilan perorangan ini sangat sulit dicapai karena kalau ada pihak-pihak yang berperkara 
dipengadilan, dan perkaranya sudah diputus kemungkinan besar diantara dua pihak yang 
berperkara tersebut ada salah satunya kalah dan seringkali merasa tidak mendapat keadilan.1
Peradilan pada dasarnya akan bersangkut paut dengan responsibilitas, liabilitas dan 
akuntabilitas. Menurut Caiden2  responsibilitas biasanya menunjuk pada otoritas bertindak, 
kebebasan untuk mengambil keputusan, kekuasaan untuk mengawasi dan sebagainya. Liabilitas 
sering diasumsikan sebagai tugas untuk memperbaiki, mengganti kerugian, membalas jasa 
dan sebagainya, akibat segala kesalahan atau kemiskinan penilaian atas dampak kebijakan. 
Adapun akuntabilitas adalah kewajiban untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, 
menjelaskan, memberi alasan, menjawab, memikul tanggungjawab dan kewajiban memberi 
perhitungan, serta tunduk kepada penilaian dari luar.
Memeriksa  dan memutus  suatu  perkara tidaklah  semudah  orang  menentukan  suatu 
tujuan.  Tugas  memeriksa  dan  memutuskan perkara  merupakan  tugas  yang  dilakukan 
oleh  seorang  yang  berdiri  di  tengah-tengah diantara  mereka  yang  berperkara.  Berdiri 
ditengah-tengah  diantara  mereka  yang berperkara tentunya berdiri dengan tegak,  tidak 
condong dan dalam posisi imbang. Kunci utama menjalankan peran di tengah-tengah adalah 
bahwa putusan yang iambilnya menjadi putusan  yang  dapat  diterima  oleh  kedua  belah 
pihak  yang  berperkara  dengan  senang. Inilah  inti  persoalan  keadilan  itu  dalam  suatu 
putusan  Hakim.3
Masyarakat menyandarkan harapan yang sangat besar bagi terwujudnya sosok hakim 
Indonesia yang ideal, yaitu hakim yang benar-benar memiliki integritas, akuntabilitas 
dan profesionalisme, sehingga tindakan dan tingkah lakunya senantiasa menunjukkan 
ketidakberpihakan (impartiality), memiliki integritas moral, serta memiliki kemampuan 
1 I Nyoman Gede Remaja. Kajian Terhadap Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Dikutip dari  http://
fhunipassingaraja.blogspot.com/2010/02/kajian-terhadap-sistem-peradilan-pidana.html
2 Ibid. 
3 Anang priyanto. Citra Hakim dan Penegakan Hukum  Dalam Sistem Peradilan Pidana.Dikutip melalui 
www.scribd .com.
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memberikan putusan yang baik. Dengan kata lain, apabila hakim mengangkat citra dan 
wibawanya melalui perilaku yang baik dalam memberikan keadilan dan kepastian serta 
perlindungan hukum yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan, berarti bahwa hakim 
telah memberikan kontribusi positif dalam penegakan hukum dalam rangka terwujudnya 
supremasi hukum dan peradilan yang berwibawa di Indonesia. 
Hal ini berarti bahwa keberhasilan seorang hakim dalam menegakkan hukum, selain 
bersandar pada prinsip rule of law dan kemandirian (independensi) kekuasaan kehakiman 
adalah juga sangat ditentukan oleh bagaimana integritas dan perilaku hakim dalam 
menjalankan tugas sehari-hari, baik di dalam persidangan maupun di luar persidangan.4
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Konsepsi Cita Negara Hukum
Teori negara hukum merupakan suatu teori yang berkembang sejalan dengan 
perkembangan kenegaraan yang diwujudkan dalam praktek ketatanegaraan. Pengakuan 
suatu negara sebagai negara hukum (rechtsstaat) sangat penting, karena kekuasaan negara 
dan politik bukan tidak terbatas (tidak absolut). Dalam negara hukum, pembatasan terhadap 
kekuasaan negara dan politik harus dilakukan dengan jelas, karena itu dalam negara hukum, 
hukum memainkan peranannya yang sangat penting. Konsep negara rule of law merupakan 
konsep negara yang dianggap paling ideal saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan 
dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap istilah rule of law, sering juga diterjemahkan 
sebagai supremasi hukum (supremacy of law) atau pemerintahan berdasarkan hukum. Di 
samping itu, istilah negara hukum (government by law) atau rechtsstaat, juga merupakan 
istilah yang sering digunakan untuk itu 5.
Konsep negara Rule of Law merupakan konsep negara yang dianggap paling ideal 
saat ini, meskipun konsep tersebut dijalankan dengan persepsi yang berbeda-beda. Terhadap 
istilah “rule of law” ini dalam bahasa Indonesia sering juga diterjemahkan sebagai 
“supremasi hukum” (supremacy of law) atau “pemerintahan berdasarkan atas hukum.” Di 
samping itu, istilah “negara hukum” (government by law) atau rechtsstaat, juga merupakan 
istilah yang sering digunakan untuk itu. Maka terkenallah konsep yang di negara-negara yang 
berlaku Common Law disebut sistem “pemerintahan berdasarkan hukum, bukan berdasarkan 
(kehendak) manusia” (government by law, not by men). Atau sistem pemerintahan yang 
berdasarkan rule of law, bukan rule of men. Sedangkan di negara-negara Eropa Kontinental 
dikenal konsep “negara hukum” (rechtsstaat), sebagai lawan  dari “negara kekuasaan” 
4 JMT Simatupang. 2009. Kode Perilaku (Code of Conduct) Sebagai instrument Pengawasan Hakim 
untuk Membangun WIbawa Pengadilan. Disertasi, Universitas Hasanuddin. Hlm 4
5 Munir Fuady. 2009. Teori Negara Hukum Modern (Rechtsstaat).	Refika	Aditama:	Bandung.	Hlm.	1
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(machtsstaat).6 
Rechtsstaat ini adalah istilah bahasa Belanda yang punya pengertian yang sejajar 
dengan pengertian rule of law di negara-negara yang belaku sistem Anglo Saxon. Dalam 
bahasa Indonesia sering disebut sebagai “negara hukum”, atau yang dalam bahasa Jerman 
disebut juga dengan istilah “Rechtsstaat, dalam bahasa Perancis disebut dengan “Etat de 
Droit sedangkan dalam bahasa Italia disebut dengan “Stato di Diritto”. Dalam konsep negara 
hukum versi Eropa Kontinental ini, prinsip supremasi hukum (supremacy of law) merupakan 
inti utamanya. 7
 Dicey mengemukakan makna dari supremasi hukum, dengan mengutip hukum klasik 
dari pengadilan-pengadilan di Inggris bahwa hukum menduduki tempat tertinggi, lebih tinggi 
dari kedudukan raja, terhadapnya raja dan pemerintahannya harus  tunduk, dan tanpa hukum 
maka tidak ada raja dan tidak ada pula kenyataan hukum ini).8 
Sifat alami makhluk hidup (termasuk manusia) adalah  yang kuat atau mayoritas 
cenderung melanggar hak pihak yang lemah atau minoritas. Tetapi kepada mahluk manusia 
diberikan	suatu	kelebihan	karena	dia	dapat	berfikir	dan	berperasaan,	sehingga	ketidakadilan	
tidak boleh dibiarkan terus berlangsung. Maka, antara lain untuk memberikan perlindungan 
kepada pihak yang lemah atau pihak minoritas inilah, akhirnya dalam teori ketatanegaraan 
kemudian muncul teori-teori yang berkenaan dengan rule of law, atau dengan berbagai julukan 
lainnya.9Jadi, kehidupan manusia harus teratur, dan oleh karenanya agar timbul keteraturan, 
hidup manusia harus diatur oleh hukum. Sesuai dengan pandangan hukum alam bahwa alam 
itu bergerak dengan teratur dan tertib, sehinga manusia yang merupakan bagian dari alam 
juga harus hidup dan bergerak secara teratur dan tertip pula. Konsekuensinya, manusia harus 
diatur oleh hukum. Dalam hal ini, hukum buatan manusia harus sejalan dengan hukum ciptaan 
alam, atau hukum buatan Tuhan bagi mereka yang beragama.
Konsep Negara Hukum atau rule of law sejak kelahirannya  dimaksudkan sebagai usaha 
untuk membatasi kekuasaan penguasa negara agar tidak menyalahgunakan kekuasaan untuk 
menindas rakyatnya (abuse of power, abus de droit) sehingga  dalam suatu negara hukum, 
semua orang harus tunduk kepada hukum secara sama, yakni tunduk kepada hukum yang 
adil. Tidak ada seorang pun termasuk penguasa negara yang kebal terhadap hukum. Dalam 
hal ini, konsep negara hukum sangat tidak bisa mentolerir baik terhadap sistem pemerintahan 
totaliter, diktator atau facis, maupun terhadap sistem pemerintahan yang berhaluan anarkis. 
Sistem negara totaliter/diktator sering memperlakukan rakyat dengan semena-mena tanpa 
memperhatikan harkat, martabat, dan hak-haknya, maka perlindungan hak-hak fundamental 
6 Ibid. 
7 Ibid. Hlm. 2
8 Bruno Leoni. 1972. Freedom  and The Law.Nash Publishing : Los Angeles. USA. Hlm. 62
9 Munir Fuady. 2009. Op.cit.. Hlm. 3
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dari rakyat menjadi salah satu esensi dari suatu negara hukum.10
Istilah “rechtsstaat” (negara hukum) adalah suatu istilah yang masih baru muncul pada 
abad ke-19 jika dibandingkan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan, seperti 
demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya. Soediman Kartohadiprojo mengemukakan 
bahwa istilah  negara hukum pertama digunakan oleh Rudolf Von Gneist (1816-1895), seorang 
guru besar di Berlin, Jerman, di mana dalam bukunya “das Englische Verwaltungenrechte” 
(1857), ia mempergunakan istilah” rechtsstaat”.  
Namun demikian, pada dasarnya konsepsi negara hukum, sudah dicetuskan sejak abad 
ke-17 di negara-negara Eropa Barat, bersama-sama dengan timbulnya perjuangan kekuasaan 
yang tidak terbatas dari penguasa, yaitu para raja yang berkekuatan absolut. Cita-cita itu, 
pada mulanya, sangat dipengaruhi oleh aliran individualisme dan mendapat dorongan yang 
kuat dari Renaissance serta reformasi.11 
Konsepsi atau idea negara hukum yang berhadapan secara kontroversial dengan negara-
negara kekuasaan (negara dengan pemerintahan absolut), pada hakikatnya, merupakan hasil 
dan	perdebatan	yang	terus-menerus	selama	berabad-abad	dari	para	sarjana	dan	ahli	filsafat	
tentang negara dan hukum, yaitu mengenai persoalan hakikat, asal mula, tujuan negara, dan 
sebagainya. Masalah yang inti adalah dari  manakah negara mendapat kekuasaannya untuk 
mengadakan tindakan-tindakannya dan ditaatinya tindakan-tindakan itu oleh rakyat.12  
Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah “negara hukum” (rechtsstaat) dirumuskan 
sebagai berikut:
Negara hukum (bahasa Belanda: rechtsstaat) adalah negara yang bertujuan untuk 
menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan 
hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya 
jangan terganggu dan agar semuanya berjalan menurut hukum.13
Kebalikan	 dari	 negara	 hukum	 adalah	 negara	 kekuasaan.	 Definisi	 negara	 kekuasaan	
(machtsstaat) dalam Ensiklopedia Indonesia yaitu  negara yang bertujuan untuk memelihara 
dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan bahwa 
negara itu tidak lain adalah “Ewe Organisation der Herrschaft einer Minorifar uber eine 
Alajotaritat ( Organisasi dan kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut 
pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat. 14
D.	Mutiara’s		memberikan	definisi		negara	hukum	yaitu	negara	yang	susunannya	diatur	
dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang sehingga segala kekuasaan dan alat-alat 
10 Munir Fuady.2009. Op.cit.. Hlm. 3
11 Padmo Wahyono. 1983. Indonesia Negara Berdasarkan atas Hukum. Ghalia Indonesia : Jakarta. Hlm. 
43
12 Ibid. Hlm. 44
13 Ensiklopedia Indonesia, N. V, W Van Hoeve dalam Mukhtie Fajar. Tipe Negara Hukum. Persada Bua-
na: Jakarta. Halaman 1
14 Ibid.
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pemerintahannya didasarkan hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya 
yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintah bukan 
oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (state the not governed by men, but by laws). 
Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan 
terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan 
tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara. 15 
Ketika Indonesia masih dalam masa perjuangan Supomopernah memberikan arti bagi 
istilah negara hukum yang dapat dicermati dalam pandangannya bahwa Republik Indonesia 
dibentuk sebagai negara hukum artinya negara akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan 
hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.Negara hukum 
menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum 
pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. 16
Asas negara hukum atau asas the rule of law, berarti dalam penyelenggaraan negara, 
tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau 
kemauan penguasanya belaka dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan 
bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak 
asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang. 17
Munir Fuady mengemukakan bahwa negara hukum adalah suatu sistem kenegaraan 
yang diatur berdasarkan hukum yang berlaku yang berkeadilan yang tersusun dalam suatu 
konstitusi, di mana semua orang dalam negara tersebut, baik yang diperintah maupun yang 
memerintah, harus tunduk hukum yang sama, sehingga setiap orang yang sama diperlakukan 
sama dan setiap orang berbeda diperlakukan berbeda dengan dasar pembedaan yang rasional, 
tanpa memandang perbedaan warna kulit, ras, gender, agama, daerah dan kepercayaan, dan 
kewenangan pemerintah dibatasi berdasarkan suatu prinsip distribusi kekuasaan, sehingga 
pemerintah tidak bertindak sewenang-wenang dan tidak melanggar hak-hak rakyat, karenanya 
kepada rakyat diberikan peran sesuai kemampuan dan peranannya secara demokratis. 18 Jadi, 
negara hukum sangat berkaitan erat dengan tujuan negara hukum  yaitu menjamin hak-hak 
asasi rakyatnya.
15 D.Mutiara’s. Ilmu Tata Negara Umum. Pustaka Islam : Jakarta.Halaman  20.
16 Soepomo dalam Mukhtie Fajar. Tipe Negara Hukum. Op.cit. .Halaman 3
17 Joeniarto dalam ibid. Gustav Radbruch Gustav Radbruch dalam bukunya Outline ‘ Legal Philosophy 
yang dikutip oleh Mukhtie Fajar dalam buku berjudul Tipe Negara Hukum mengemukakan bahwa Hukum 
adalah ciptaan manusia, dan sebagai setiap ciptaan makhluk hanyalah  mengerti  dengan citanya…Oleh karena 
itu, “negara hukum” hanya dapat dimengerti  dengan citanya, tujuannya. Dan orang yang melarikan diri dari 
cita, akhirnya juga tidak mendapatkan pengertian. Soal-soal tujuan negara hukum dan tujuan negara adalah 
tidak dapat dipisahkan, karena hukum, atau bagian penting dan padanya, adalah kehendak negara, dan negara 
atau bagian penting dari padanya adalah suatu lembaga daripada hukum. ibid.
18 Munir Fuady. 2009. Op.cit.. Halaman 3
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Ciri negara hukum yang dikemukakan oleh Dicey,19 adalah:
1. Supremasi absolut ada pada hukum, bukan pada tindakan kebijaksanaan atau 
prerogatif penguasa.
2. Berlakunya prinsip persamaan dalam hukum (equality before the law), di mana 
semua orang harus tunduk kepada hukum, dan tidak seorang pun yang berada di 
atas hukum (above the law). 
3. Konstitusi merupakan dasar dan segala hukum bagi negara yang bersangkutan. 
Dalam hal ini, hukum yang berdasarkan konstitusi harus melarang setiap 
pelanggaran terhadap hak dan kemerdekaan rakyat. Dua orang sarjana barat yang 
berjasa dalam pemikiran negara hukum yaitu Immanuel Kant dan  Friedrich Julius 
Stahl telah mengemukakan buah pikiran mereka. Kant memahami negara hukum 
sebagai Nachtwaker Staat (Negara jaga malam) yang tugasnya adalah memimpin 
ketertiban dan keamanan masyarakat. Gagasan negara hukum menurut konsep Kant 
ini dinamakan negara hukum liberal.20
Konsep rechtsstaat	 di	 Eropa	 Kontinental	 sejak	 semula	 didasarkan	 pada	 filsafast	
liberal yang individualistik, maka ciri individualistik itu sangat menonjol dalam pemikiran 
negara hukum menurut konsep eropa kontinental. Perbedaan yang menonjol antara konsep 
rechtsstaat dan rule of law ialah pada konsep yang pertama, peradilan administrasi negara 
merupakan suatu sarana yang sangat penting dan sekaligus pula ciri yang menonjol pada 
rechtsstaat itu sendiri. 
Sebaliknya pada rule of law, peradilan administrasi tidak diterapkan, karena kepercayaan 
masyarakat yang sedemikian besar kepada peradilan umum. Ciri yang menonjol pada konsep 
rule of law ialah ditegakkannya hukum yang adil dan tepat (just law). Karena semua orang 
mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, maka ordinary court dianggap cukup 
untuk mengadili semua perkara termasuk perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah.  
Di samping itu, suatu negara rule of law atau negara hukum yang baik haruslah 
menempatkan dengan jelas tentang pengaturan prinsip-prinsip negara hukum dalam 
konstitusinya. Bahkan hal tersebut merupakan hal  yang paling pokok dari pengaturan dalam 
suatu konstitusi yang mengatur  sebagai berikut:21
1. Tentang perlindungan hak-hak dan kebebasan-kebebasan fundamental dari rakyat.
2. Tentang prinsip supremasi hukum. 
3. Tentang pemisahan kekuasaan. 
4. Tentang prinsip checks and balances.
19 Ecs Wade and A.W. Bradley. 1985. Constitutional and Administrative Law. Longman House : Lon-
don. Halaman 94
20 Padmo Wahyono. 1983. Op.cit.. Halaman 56
21  Munir Fuady. 2009. Op.cit.. Halaman 4
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5. Tentang pembatasan kewenangan pemerintah agar tidak sewenang-wenang.
6. Tentang pemilihan umum yang bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Tentang akuntabilitas pemerintah kepada rakyat dan partisipasi rakyat dalam 
menjalankan kekuasaan negara.
Konsep Negara rule of law mempunyai esensi dasar berupa:22
1. Negara  memiliki hukum yang adil.
2. Berlakunya prinsip distribusi kekuasaan.
3. Semua orang, termasuk penguasa Negara harus tunduk kepada hukum.
4. Semua orang mendapat perlakuan yang sama dalam hukum.
5. Perlindungan hukum terhadap hak-hak rakyat.
Sistem Peradilan Pidana yang Bersih dan Berwibawa
Sistem Peradilan Pidana (SPP) berasal dari kata yaitu “sistem” dan “peradilan pidana”. 
Pemahaman mengenai ”sistem” dapat diartikan sebagai suatu rangkaian diantara sejumlah 
unsur yang saling terkait untuk mencapai tujuan tertentu.23 Menurut Muladi,24 pengertian 
sistem harus dilihat dalam konteks, baik sebagai physical system dalam arti seperangkat 
elemen yang secara terpadu bekerja untuk mencapai suatu tujuan dan sebagai abstract system 
dalam arti gagasan-gagasan yang merupakan susunan yang teratur yang satu sama lain saling 
ketergantungan. 
Sistem adalah kesatuan (antar) bagian atau komponen (subsistem) yang saling 
berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Peradilan pidana adalah suatu 
mekanisme pemeriksaan perkara pidana yang bertujuan untuk menghukum atau membebaskan 
seseorang dari suatu tuduhan pidana. Dalam kaitannya dengan peradilan pidana, maka dalam 
implementasinya dilaksanakan dalam suatu sistem peradilan pidana. Tujuan akhir dari 
peradilan ini tidak lain adalah pencapaian keadilan bagi masyarakat.
Sistem Peradilan Pidana atau “Criminal Justice System” kini telah menjadi suatu istilah 
yang menunjukan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan 
dasar pendekatan sistem. Ciri pendekatan ”sistem” dalam peradilan pidana.25
Sistem peradilan pidana untuk pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana 
dan ahli dalam criminal justice system di Amerika Serikat  yaitu Frank Remington sebagai 
suatu bentuk reaksi atas ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja aparatur penegak hukum 
dan institusi penegak hukum saat itu.  Pada masa tersebut pendekatan yang digunakan dalam 
law enforcement adalah ”hukum dan ketertiban” (law and order approach) .
22 Munir Fuady.2009. Op.cit.. Halaman 23
23 Dikutip dari situs: http://id.shvoong.com/law-and-politics/criminal-law/2027069-pengertian-sistem-
peradilan-pidana/
24 Muladi, 1995, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro
25 Ibid. 
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Indriyanto Seno Adji26 mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia 
merupakan terjemahan sekaligus penjelmaan dari Criminal Justice System, yang merupakan 
suatu sistem yang dikembangkan di Amerika Serikat yang dipelopori oleh praktisi hukum 
(law	enforcement	officers).	Dengan	kata	lain	sistem	peradilan	pidana	merupakan	istilah	yang	
digunakan sebagai padanan dari Criminal Justice System. 
Untuk mendapatkan gambaran tentang sistem peradilan pidana atau criminal justice 
sistem, di bawah dikemukakan beberapa pengertian sistem peradilan pidana:
1. Menurut Black Law Dictionary, Criminal Justice System, diartikan sebagai ”the network 
of court and tribunals which deal with criminal law and it’s enforcement”.  Jadi sistem 
peradilan pidana merupakan jaringan di dalam lembaga peradilan maupun pada fungsi 
dari jaringan untuk menegakan hukum pidana.  
2.  Davies et al,27 mengemukakan bahwa conveys are impression of a complex object with 
interconnected	 	 parts	 and	 subdivision	 	with	 a	 flow	 from	 beginning	 to	 the	 end.	 Jadi	
sistem peradilan pidana merupakan suatu kompleksitas sub sistem di mana terdapat 
interkoneksitas antara sub sistem tersebut  sebagai sebuah mekanisme kerja yang tertata 
mulai dari awal hingga akhir. 
3. Romli Atmasasmita,28 mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu 
kesatuan dalam mekanisme kerja yang mengutamakan koordinasi dan sinkronisasi 
peradilan pidana di mana pengawasan dan pengendalian penggunaan kekuasaan 
dilakukan	oleh	komponen	peradilan	pidana.	Efektivitas	lebih	diutamakan	dari	efisiensi	
dengan menggunakan hukum sebagai instrumen untuk memantapkan the administration 
of justice.  
4. Menurut Muladi,29 sistem peradilan pidana merupakan jaringan (network) peradilan 
yang menggunakan hukum pidana materiel, hukum pidana formil maupun hukum 
pelaksanaan pidana. Akan tetapi, menurut Muladi kelembagaan ini harus dilihat dalam 
konteks sosial. Sifat yang terlalu berlebihan jika dilandasi hanya untuk kepentingan 
kepastian hukum saja akan membawa bencana berupa ketidakadilan.
Kekuasaan Kehakiman di Indonesia
Di Indonesia kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan Badan 
Peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, 
26 Indriyanto Seno Adji. Pengawasan Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Makalah dalam diskusi Mencari 
Format Pengawasan dalam Sistem Peradilan Pidana yang deselenggarakan oleh Komisi Hukum Nasional.  
27 Davies et al. 1995. Criminal Justice an Introduction the criminal Justice System in England and Wales 
London, halaman  14
28 Romli Atmasasmita dalam  Mujahoed A. Latief. 2004. Mekanisme Pengawasan dalam Sistem Peradi-
lan Pidana Terpadu. Tesis. Universitas Indonesia. Depok. Halaman 7
29 Muladi. Peran Administrasi Peradilan dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu. Newsletter Komisi 
Hukum Nasional Edisi Mei 2002. 
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Peradilan TUN, Peradilan  Militer, dan oleh sebuah Mahkamah  Konstitusi. Demikian ketentuan 
yang terdapat dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Untuk mendukung terwujudnya kekuasaan 
kehakiman yang merdeka telah diadakan  perubahan terhadap UU No. 14 Tahun 1970 tentang 
Pokok-Pokok Kekuasan Kehakiman dan UU No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan UU No. 
14 Tahun 1970 yang diganti dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
Dan yang terakhir UU No. 4 Tahun 2004 tersebut diubah menjadi UU No. 48 Tahun 2009 
tentang Kekuasan Kehakiman. Adapun alasan yang mengharuskan adanya perubahan atas 
UU No. 4 Tahun 2004 menjadi UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman adalah 
karena UU No. 4 Tahun 2004 belum mengatur secara  komprehensif tentang penyelenggaraan 
kekuasaan kehakiman dan perubahan  tersebut untuk memperkuat penyelenggaraan  kekuasaan 
kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan yang terpadu (integrated justice system).30
Kekuasaan kehakiman setelah UUD 1945, tetapi menjadi kekuasaan yang sangat 
fundamental dan sebagai bagian dari poros kekuasaan yang mempunyai fungsi menegakkan 
keadilan. Kekuasaan kehakiman dalam susunan kekuasaan negara menurut UUD 1945 
setelah perubahan tetap ditempatkan pada kekuasaan yang mendiri bebas dari campur tangan 
kekuasaan lain. Dalam susunan kekuasaan negara Republik Indonesia yang baru, kekuasaan 
kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA), badan-badan peradilan lain dibawah 
MA (Peradilan Umum, Peradilan Tatausaha Negara, Peradilan Militer, Peradilan Agama) 
serta Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 ayat (2) UUD 1945). Untuk menjaring hakim-hakim 
Agung yang perofesional dan mempunyai integritas terhadap profesinya sebagai penegak 
hukum dan keadilan, terdapat lembaga yang khusus diadakan untuk rekruitmen calon-calon 
Hakim Agung yaitu Komisi Yudisial (Pasal 24B UUD 1945).31
Dalam konsep negara hukum yang menghendaki adanya perlindungan terhadap 
masyarakat maka salah satu konsekuensi yang sangat penting adalah adanya  kekuasaan 
kehakiman yang  merdeka  dengan  menyelenggarakan  peradilan yang bebas dan tidak 
memihak, serta adanya legalitas dalam arti hukum dalam segala bentuknya.  
Pada hakikatnya cita-cita untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka 
dan mandiri merupakan cita-cita universal. Hal ini bisa dilihat dalam Basic Principles on 
Independence of The Judiciary, yang diajukan oleh Majelis Umum PBB (Resolusi 40/32 
tanggal 29 Nopember 1985 dan  resolusi  40/146  tanggal 13 Desember 1985). Juga bisa 
dilihat pada Beijing Statement of Principles of The Independence The Law Asia Region of 
The  Judiciary di Manila  tanggal  28 Agustus  1997,  di mana  di dalamnya  ditegaskan 
30  Ahmad Zainal Fanani. 2010 . Kekuasaan Kehakiman  yang Merdeka dan masa Depan  Peradilan 
Agama (Analisis UU No. 48 Tahun 2009 dan UU No. 50 Tahun 2009). Disertasi. Untag Surabaya. Halaman 5
31  Aditya Johan Ramadhan.  Format Kekuasaan Kehakiman dalam Lembaga Negara Indonesia diakses 
melalui  http://pedulihukum.blogspot.com/2008/07/format-kekuasaan-kehakiman-dalam.html
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bahwa:32
1) Kehakiman merupakan institusi nilai yang tertinggi pada setiap masyarakat; 
2) Kemerdekaan hakim mempersyaratkan  bahwa hukum memutuskan sebuah  perkara 
sepenuhnya atas dasar  pemahaman undang-undang dan  terbebas dari pengaruh dari 
manapun, baik  langsung maupun tidak langsung, hakim  memiliki yurisdiksi atas 
segala isu yang memerlukan keadilan.
Jimly Asshiddiqie, mengkonsepsikan  independensi kekuasaan kehakiman dalam 3 
(tiga) pengertian sebagai berikut:33
1) Structural independence, yaitu  independensi kelembagaan, disini dapat  dilihat dari 
bagan organisasi yang terpisah dari organisasi lain, seperti eksekutif dan yudikatif. 
2) Functional independence, yaitu  independensi dilihat dari segi jaminan  pelaksanaan 
fungsi-fungsi kekuasaan kehakiman dari intervensi ekstra yudisial. 
3) Financial independence, yaitu  independensi dilihat dari segi kemandiriannya dalam 
menentukan  sendiri  anggaran  yang  dapat  menjamin  kemandiriannya dalam 
menjalankan fungsi.
Keterkaitan Antara Peran Hakim dengan Peradilan Pidana yang Bersih dan Berwibawa 
Sistem peradilan merupakan sistem penanganan perkara sejak adanya pihak  yang 
merasa dirugikan atau sejak adanya sangkaan seseorang telah melakukan perbuatan pidana 
hingga  pelaksanaan  putusan Hakim. Khusus  bagi  sistem  peradilan  pidana,  sebagai  suatu 
jaringan,  sistem  peradilan  pidana  mengoperasionalkan  hukum  pidana  sebagai  sarana 
utama, dan dalam hal  ini berupa hukum pidana materiil, hukum pidana formil dan hukum 
pelaksanaan  pidana.34   
Sistem  peradilan pidana  lebih  banyak menempatkan peran  Hakim  dihadapkan  pada 
tuntutan pemenuhan kepentingan umum (publik) dan penentuan nasib seseorang,  ketimbang 
perkara yang lain. Oleh karena itu, terjadinya suatu perbuatan pidana  menimbulkan dampak 
pada munculnya tugas dan wewenang  para  penegak  hukum  untuk  mengungkap siapa 
pelaku  sebenarnya  (actor intelektual) dari perbuatan  pidana  tersebut.  
Dalam mengungkap siapa pelaku  yang sebenarnya, tidaklah semudah  orang membalik 
telapak tangan apabila  peristiwa pidana yang terjadi bukanlah  suatu perbuatan tertangkap 
tangan. Oleh  karenanya untuk mengungkap kebenaran dari peristiwa pidana yang terjadi 
sangatlah diperlukan bukti-bukti yang kuat dan akurat yang mendukung kebenaran 
peristiwanya. Bukti-bukti yang kuat dan akurat inilah yang dibutuhkan oleh para penegak 
32 Muchsin dalam  Achmad Zainal Fanani. 2010. Op cit. Halaman 6
33 Ibid. Hal. 7
34 Muladi . Kapita  Selekta  Sistem  Peradilan  Pidana.  Semarang.  BP  Universitas Diponegoro. Hlm.22
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hukum untuk menyeret pelakunya guna diminta pertanggungjawabannya.35
Dalam menjalankan jabatannya terdapat beberapa asas yang menjadi pedoman bagi 
para hakim, antara lain:
1) Dalam Pasal 16 KUHAP yang menegaskan bahwa Hakim (pengadilan) tidak boleh 
menolak perkara yang diajukan  kepadanya  dengan dalih hukumnya tidak jelas.
2) Apa  yang  telah  diputus  oleh  Hakim  harus  dianggap  benar  (res  judicata  proveritate 
habetur).
3) Hakim harus mengadili, bukan membuat hukum (judicis est jus dictare, non dare). 
4) Tidak ada hakim yang baik dalam perkaranya sendiri (nemo judex idoneus in propria 
causa).
Beratnya tugas seorang hakim dalam memeriksa perkara pidana, dikemukakan oleh 
Yahya Harahap36 bahwa hakim memiliki  kedudukan  dan  tugas  yang amat  berat,  dirinya 
dihadapkan  pada  peristiwa  pidana  yang  sudah  berlalu dan  tidak mungkin untuk diulang 
kembali. Untuk membuktikan kebenaran akan  peristiwa  inilah hakim  haruslah dibantu 
oleh  alat-alat bukti yang medukung kebenaran  akan  peristiwa pidananya. Namun demikian 
undang-undang menentukan pula disamping alat bukti harus didukung dengan keyakinan 
Hakim berdasarkan alat bukti  tersebut  (Pasal 183 KUHAP), inilah yang dalam sistem 
pembuktian sering disebut sebagai negatief  wettelijk  system.  
Keyakinan Hakim yang didukung dengan alat bukti yang sah menurut undang-
undang merupakan urusan hati nurani Hakim dalam menentukan adanya kebenaran,  dan 
juga merupakan urusan hati nurani  hakim  dalam  menunjukkan kemandiriannya, serta 
independensinya memutus perkara yang dipertanggungjawabkan kepada publik,  masyarakat 
umum  bahwa  dirinya  tidak  memihak  siapapun.   
Kedudukan  hakim  tampak berada dalam sebuah dilemma yang berat   karena  di 
samping ketidakberpihakannya juga urusan hati nuraninya dipertaruhkan. Ketidakberpihakan 
akan nampak  dari  putusan  yang  dijatuhkan,  tetapi  urusan  hati  nurani  hanya  Tuhan  lah 
yang dapat mengetahuinya.  Sebuah putusan dari hakim seharusnya dapat menjadi sebuah 
wujud dari keadilan oleh karena itulah dalam setiap putusannya selalu diletakkan irah-irah 
“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”. 
Independensi seorang hakim dalam memutus perkara tidak bisa dipungkiri kerap kali 
berhadapan dengan pandangan masyarakat terhadap putusan seorang hakim sehingga dalam 
kondisi terdapat 2 (dua) konsep yang relatif dianggap kontradiktif, yaitu konsep kekuasaan 
kehakiman yang merdeka dan tidak memihak (independence and impartial judiciary)di satu 
35 Anang Priyanto.  Tanpa tahun. Citra Hakim dan Penegakan Hukum dalam  Sistem Peradilan Pidana. 
Tanpa penerbitan. Tanpa tempat penerbitan. Hlm. 6
36  Yahya Harahap (1988). Pembahasan, Permasalahan KUHAP Jilid I dan II. Jakarta. PT. Pustaka Kar-
tini. Hlm. 799 
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sisi dan konsep akuntabilitas publik (public accountability) di sisi lain. 
Kekuasaan kehakiman yang merdeka dan tidak memihak atau independensi kekuasaan 
kehakiman adalah sesuatu yang mutlak harus ada karena merupakan prasyarat bagi 
terwujudnya cita negara hukum dan merupakan jaminan bagi tegaknya hukum dan keadilan. 
Konsep independensi kekuasaan kehakiman ini mengharamkan adanya tekanan, pengaruh, 
dan campur tangan dari siapa pun sedangkan akuntabilitas publik mengehendaki sebuah 
akses dari masyarakat terhadap proses peradilan yang sedang berlangsung. 
Dalam pandangan peneliti, jika ditelaah lebih dalam, pada dasarnya independensi hakim 
dan akuntabilitas publik merupakan dua sisi mata uang dalam satu koin yang seharusnya 
berjalan seiring sejalan tanpa ada kemutlakan yang akan merusak bagian yang lainnya. 
Kemerdekaan tersebut tidak pernah diartikan mengandung sifat yang mutlak, karena dibatasi 
oleh hukum dan keadilan. Kemerdekaan hakim tersebut bukan merupakan privilege atau hak 
istimewa hakim, melainkan merupakan hak yang melekat (indispensable right atau inherent 
right) pada hakim dalam rangka menjamin pemenuhan hak asasi dari warga negara untuk 
memperoleh peradilan yang bebas dan tidak berpihak (fair trial). 
Independensi peradilan yang disinggung tersebut adalah independensi peradilan dalam 
segala ranahnya, baik independensi konstitusional, independensi personal, independensi 
peraturan yang mengaturnya, dan independensi substantif. Hal ini dalam pandangan peneliti 
pernah dikemukakan oleh Paulus E. Lotulung37 bahwa ketentuan-ketentuan hukum, baik segi 
prosedural maupun substansial atau materiil merupakan batasan bagi kekuasaan kehakiman 
agar dalam melakukan independensinya tidak melanggar hukum, dan bertindak sewenang-
wenang. Hakim adalah “subordinated” pada Hukum dan tidak dapat bertindak “contra 
legem“.
Untuk menghindari kesewenang-wenangan hakim inilah dibutuhkan adanya 
akuntabilitas publik. Akses masyarakat terhadap proses peradilan pun tidak dilakukan dengan 
secara liar namun tetap dibatasi dengan mekanisme yang tidak mengganggu independensi 
dari hakim. Akses ini dibuka antara lain melalui ekseminasi publik. eksaminasi publik adalah 
pengujian atau pemeriksaan terhadap produk-produk pengadilan atau putusan hakim terhadap 
suatu perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dilakukan oleh masyarakat 
atau lembaga-lembaga swadaya masyarakat. 
Eksaminasi artinya melakukan pengujian, pemeriksaan atau pengujian berkas perkara 
untuk meneliti apakah terjadi kesalahan oleh hakim (pengadilan) bawahan dan eksaminasi 
publik berarti kegiatan kelompok masyarakat untuk melakukan pengujian terhadap putusan 
pengadilan dengan melakukan penelitian secara cermat apakah putusan pengadilan telah 
37  Dikutip dari situs: http://birokrasi.kompasiana.com/2011/10/12/independensi-hakim-versus-akunt-
abilitas-publik/
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dibuat sesuai dengan aturan hukum dan asas-asas penegakan hukum berdasarkan atas fakta 
hukum yang terbukti dipersidangan.
Seyogianya seorang hakim haruslah mempertanggungjawabkan putusannya kepada 
semua pihak. Oleh karena itu,  hakim wajib melengkapi putusannya dengan alasan-alasan yang 
dijadikan dasar untuk mengadili, baik alas an-alasan  yang sifatnya  logis yuridis, maupun alasan 
lain, misalnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi, 
dan doktrin. Bagi masyarakat awam, menjalankan fungsi social control, bukanlah hal mudah, 
terutama dalam melakukan penilaian apakah keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh 
lembaga peradilan telah memenuhi standar profesional mereka. Untuk saat ini, pengetahuan 
dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan penilaian terhadap keputusan itu, baru 
dimiliki oleh kalangan terbatas, terutama di kalangan penegak hukum sendiri maupun para 
akademisi. Peran akademisi untuk melakukan kontrol melalui eksaminasi (legal annotation) 
sangat diperlukan. Produk ilmiah yang dilahirkan oleh kalangan perguruan tinggi (masyarakat 
akademis) inilah yang nantinya akan digunakanuntuk melakukan pengujian produk kejaksaan 
dan pengadilan.
Kebebasan	hakim	yang	merupakan	personifikasi	dari	kemandirian	kekuasaan	kehakiman,	
tidaklah berada dalam ruang hampa tetapi dibatasi oleh rambu-rambu akuntabilitas kepada 
publik sehingga akan terwujud suatu proses peradilan yang bersih dan berwibawa. Oleh karena 
itu, kebebasan kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan pasangan dari akuntabilitas 
publik dalam mewujudkan sebuah sistem peradilan pidana yang bersih dan berwibawa. 
PENUTUP
Kesimpulan 
Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa independensi hakim dan akuntabilitas 
publik tidak seharusnya diletakkan sebagai dua hal yang berlawanan namun justru merupakan 
dua sisi mata uang yang akan saling mendukung terciptanya peradilan yang bersih dan 
berwibawa. Putusan yang independen akan menciptakan sebuah putusan yang bebas dari 
bujukan, tekanan dan paksaan sedangkan akuntabilitas publik dalam proses peradilan pidana 
akan melahirkan putusan hakim yang tidak sewenang-wenang. 
Saran
Para hakim seharusnya mampu mewujudka independensi dalam memuat keputusan 
agar mampu menjamin terwujudnya peradilan yang bersih dan berwibawa dalam negara 
Indonesia yang merupakan negara hukum yang memberikan jaminan perlindungan kepada 
warga negara pada umumnya dan para pencari keadilan pada khususnya. 
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PENDAHULUAN
Berangkat dari sebuah sejarah kelam yang menggetarkan serta mengoyak nilai-nilai 
kemanusiaan,	dengan	berlangsungnya	konflik	berkepanjangan	yang	sampai	sekarang	belum	
terselesaikan	dengan	 tuntas,	suatu	konflik	besar	yang	melibatkan	Pemerintahan	Israel	dan	
Pemerintahan  Palestina. 
Permasalahan Israel dan Palestina menjadi polemik yang sangat panjang serta 
menyita	perhatian	masyarakat	internasional.	Setiap	tahunnya	selalu	saja	terjadi	konflik	antar	
keduanya,		konflik	yang	tak	berujung	dan		telah	menewaskan	banyak	nyawa	yang	tak	berdosa,	
merusak tatanan kehidupan masyarakat Palestina. Sebuah kalimat penah terlontar dari salah 
seorang pengungsi Palestina dari Desa Saffuriya yang diungkapkan pada tahun 1988, yang 
URGENSI STATUTA ROMA 1998 
TERHADAP KEJAHATAN HAM DALAM KONFLIK 
ISRAEL DAN PALESTINA
Oleh:
Sholihin Bone
Magister Ilmu Hukum PPs Universitas Hasanuddin
E-mail: olin_sipodeceng@yahoo.com
Abstract: “The urgency of the Rome Statue 1998 Rights Against Serious Crime in Israel 
and Palestine Conflict” with the title, I’ll try to explain my view of the academic side of 
a comprehensive legal solution to bring the perpetrators of serious human rights crime 
before the  International Criminal Court or Palestinian people. Through this instrument will 
bedescribed other forms of crimes done by Israel against the Palestinians during the conflict. 
Crimes set forth in Article 5 Statuta Roma 1908 is Genocide, Crimes Against Humanity, War 
Crimes and Agression, in the study law into four types are classified into kejatan Crime Extra 
Ordinary or extraordinary crime that received special attention within the scope of the study 
of international law. Therefore, four types of crimes will be the foundation in this paper.
Keywords: Rome Statute, Genocide, War Crimes, Aggression
Abstrak: “Urgensi Statuta Roma 1998 Terhadap Kejahatan HAM Serius Dalam Konflik 
Israel dan Palestina” dengan judul tersebut, saya akan berusaha menjelaskan pandangan 
saya dari sisi akademik tentang posisi kasus atas konflik Israel dan Palestina yang dewasa ini 
untuk membawa pelaku kejahatan HAM serius ke hadapan Mahkamah Pidana Internasional 
(ICC) atas kejahatan HAM yang terjadi terhadap masyarakat Palestina. Melalui instrument 
tersebut akan dijelaskan bentuk-bentuk kejahatan yang di lakukan oleh Israel terhadap 
Palestina selama terjadinya konflik. Kejahatan HAM yang termaktub didalam Pasal 5 Stauta 
Roma 1998 adalah Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan Perang dan 
Agresi, dalam kajian Hukum Internasional  ke empat jenis kejatan tersebut tergolong ke 
dalam Extra Ordinary Crime atau kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian khusus 
dalam lingkup kajian hukum internasional. Oleh karena itu, empat jenis kejahatan tersebut 
akan menjadi dasar pijakan dalam tulisan ini.
Kata Kunci: Statuta Roma, Genosida, Kejahatan Perang, Agresi
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menyatakan: 1
“Kita tidak meratapi perpisahan, Kita tidak punya waktu, tidak pula air mata, kita 
tidak menggenggam saat-saat perpisahan. Mengapa, inilah perpisahan dan kita 
ditinggal dengan air mata.”
Untaian kalimat di atas, merupkan salah satu bentuk curahan dari sekian banyak curahan 
masyarakat Palestina yang telah lama terintimidasi dan terokupasi oleh Pemerintahan Israel 
yang resmi berdiri pada tahun 1948. Ragam kekerasan dan pendudukan yang telah lama 
dilanggengkan oleh otoritas Israel telah memporandak-porandakan sendi-sendi kehidupan 
masyarakat Paletina.
Terjadi ketidakteraturan dalam kehidupan sosial dan ekonomi, akibat pendudukan yang 
dilakukan oleh pemerintahan Israel. Genosida, Kejahatan Terhadap Kemanusiaan, Kejahatan 
Perang dan Agresi terus dialami oleh masyarakat Palestina. Sejarah telah mencatat bahwa 
dipenghujung tahun 2008, Israel telah membuat warga dunia tersentak, oleh berbagai aksi 
keji seperti penggempuran dan penyerangan di Jalur  Gaza yang terjadi selama 22 hari dalam 
sebuah kampung besar yang tertututp rapat dari semua penjuru.
Hasilnya tentu sangat menakjubkan, lebih dari 1500 anak-anak, wanita, dan warga sipil 
meregang nyawa akibat serbuan peluru dari darat, laut, dan udara, lebih dari 5000 manusia 
cedera dan cacat, gaza menjadi kuburan terbesar dalam sejarah.2
Hal	yang	paling	utama	dari	konflik	berkepanjangan	antara	Israel	dan	Palestina	adalah,	
tidak adanya suatu solusi yang komprehensif, baik yang dilakukan  kedua negara maupun 
dari dunia Internasional, hal itu terlihat pada ketidak berhasilan Perserikatan Bangsa-Bangsa 
(PBB), yang mengagendakan resolusi melalui sidang  Majelis umum Perserikatan Bangsa-
Bangsa, ketika PBB baru terbentuk dan sampai saat ini belum terselesaikan meski banyak 
resolusi yang  telah dikeluarkan.3
Permasalahan yang mesti kita lontarkan adalah, apakah yang menyebabkan Israel tidak 
mentaati resolusi dari Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa? secara umum, alasan 
yang paling kuat dari ketidak taatan otoritas Israel terhadap resolusi Perserikatan Bangsa 
Bangsa adalah, tidak kuatnya peran PBB dalam mengagregasi Israel untuk menjalankan 
resolusi PBB dan diperparah dengan  faktor politik dari kepentingan negara Israel untuk 
menguasai tanah Palestina secara utuh yang terjelma melalui doktrin Zionisme.
Konflik	antara	masyarakat	Palestina	dan	Israel	diperparah	dengan	belum	maksimalnya	
lembaga peradilan Internasional (ICC) sebagai respon dari kejahatan yang dilakukan otoritas 
Israel, dilain pihak kecaman masyarakat dunia juga terus membahana mengutuk aksi-aksi 
Israel di Tanah Palestina.
1 Illan Pappe, Pembersihan Etnis Palestina, Jakarta, Elex Media Komputindo, 2009, hlm. xiii
2 Dikutip dari sinobsis buku Gelegar Gaza.  
3 Ahmad Gazali, dkk. Air Mata Palestina.Jakarta Timur. HI Fest Publishing. 2009.hlm 137
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Dalam kajian Hukum Pidana Internasional, aksi penyerangan dan  pendudukan yang 
dilakukan Israel bertentangan dengan hukum internasional, sebagaimana diatur di dalam 
Stauta Roma 1998 tentang Mahkamah Pidana Internasional, Statuta tersebut membahas 
tentang empat jenis kejahatan yang  dalam literature hukum internasional dimasukkan di 
dalam kejahatan luar biasa (Extra Ordinary Crime).
Statuta Roma 1998 memiliki 125 pasal dan 13 bab, yang isi utamanya adalah membahas 
empat jenis kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional, 
kejahatan yang dimaksud adalah:4
1. Kejahatan genosida ( the crime of genocide)
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan ( crimes against humanity)
3. Kejahatan perang ( war crimes)
4. Kejahatan agresi ( the crime of aggression) 
Keempat jenis kejahatan yang terdapat di dalam Statuta Roma 1998 merupakan 
hal penting untuk mendikotomikan kejahatan-kejahatan yang terjadi pada masyarakat 
internasional secara umum dan penyerangan Israel ke Palestina secara khuhus. 
Topik inilah yang menjadi dasar dari penulis untuk berusaha mengkaji secara objektif, 
dan berusaha menegedepankan nilai-nilai intelelektual secara umum, dan yang terpenting 
berusaha	 memandang	 dan	 memperjelas	 konflik	 tersebut	 melalui	 ranah	 yuridis,	 dengan	
berpedoman pada kaidah hukum interrnasional. Berdasarkan fakta sejarah maupun fakta 
hukum, bahwa pendudukan yang dilakukan oleh Israel, yang di mulai dari tahun 1948 sampai 
dengan sekarang, adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia.
PEMBAHASAN DAN ANALISIS.
Kejahatan (Genosida) dalam Konflik Israel dan Palestina
Bertolak	 dari	 definisi	 tentang	 pembersihan	 etnis	 atau	 yang	 lebih	 dikenal	 dengan	
genosida, bahwa genosida adalah suatu perbuatan yang mencakup aksi-aksi terlarang yang 
didaftar secara rinci (misalnya pembunuhan,dan kejahatan serius yang bertujuan untuk 
menghancurkan, seluruh, atau sebagian bangsa, suku bangsa, ras atau kelompok agama.5
Jika menelaah secara lebih dalam dan mengedepankan kemurnian serta penggunaan 
kaidah hukum internasional tentang penyerangan yang dilakukan militer Israel ke Palestina, 
maka yang perlu untuk ditelaah secara mendalam apakah penyerangan itu memenuhi unsur 
dari	definisi	genosida	ataukah	tidak?
Secara	hukum	pidana	internasional,	unsur	yang	nampak	dari	definisi	menurut	Statuta	
Roma	1998		sebenarnya	telah		dapat	untuk	menjustifikasi	bahwa	serangan	Israel	ke	Palestina	
4 Adnan Buyung, A Patra.M.Zen (Penyunting). Instrumen Pokok Hak Asasi Manusia. Jakarta. Yayasan Obor 
Indonesia. 2006 hlm 670
5 Mengenal ICC, pengadilan kejahatan Internasional. Jakarta Pusat. IKOHI dan Kedutaan Besar Swiss hlm 5
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dapat dikategorikan sebagai genosida, karena didalam serangan itu telah menyebabkan korban 
dari masyarakat sipil Palestina.
Hal itu didasarkan pada karakteristik atau unsur genosida yang tertuang dalam Pasal 6 
Statuta Roma 1998.6 Berikut uraian karakteristik genosida yang diatur didalamnya:
a. Membunuh anggota kelompok tersebut.
b. Menimbulkan	 luka	 fisik	 atau	 mental	 yang	 serius	 terhadap	 para	 anggota	 kelompok	
tersebut. 
c. Secara sengaja menimbulkan kondisi kehidupan atas kelompok tersebut yang 
diperhitungkan	 akan	 menyebabkan	 kehancuran	 fisik	 secara	 keseluruhan	 atau	 untuk	
sebagian.
d. Memaksakan tindakan-tindakan yang dimaksud untuk mencegah kelahiran dalam 
kelompok tersebut 
e. Memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok itu kepada kelompok lain.
Apa yang terjadi di tanah Palestina atas penyerangan Israel, dengan mendasarkan 
argumen hukum melalui pasal 6 Statuta Roma 1998, maka terbuktilah bahwa genosida telah 
melanda warga Palestina. Itu terbukti bahwa konlik itu  telah menimbulkan korban jiwa, 
luka-luka ringan dan berat dari masyarakat sipil, karena didalamnya terjadi pembunuhan oleh 
militer Israel beserta persenjataanya. 
Karakteristik	yang	sangat	dominan	dalam	konflik	itu	adalah,	serangan	Israel	sebenarnya	
sangat sistematis, yang berakibat pada pemusnahan suatu etnis yaitu etnis atau bangsa 
Palestina, menurut catatan sejarah  sebenarnya Israel sudah sangat lama  berusaha untuk 
melakukan pembersihan etnis atau lebih dikenal dengan genosida..
Itu terbukti bahwa ditahun 1948, pada hari Rabu sore yang dingin tepatnya pada tanggal 
10 Maret, sebuah kelompok yang terdiri dari 11 orang, Veteran pemimpin Zionis bersama 
dengan petugas militer muda Yahudi, memberikan sentuhan akhir pada rencana  pembersihan 
etnis Palestina.
Pada malam yang sama, perintah militer dikirimkan ke unit lapangan untuk menyiapkan 
pengusiran sistematis warga Palestina dari seluruh negeri. Perintah itu datang dengan 
gambaran detail metode yang harus dikerjakan untuk mengusir paksa warga : intimidasi skala 
besar, melakukan pengepungan, dan pengeboman desa-desa serta pusat populasi, melakukan 
pembakaran rumah, harta benda, dan barang-barang.
Pengusiran, penghancuran dan akhirnya menanam ranjau di tengah-tengah reruntuhan 
untuk mencegah penduduk yang terusir untuk kembali. Setiap unit dilengkapi dengan daftar 
desa-desa dan tetangganya sebagai target rencana utama ini, nama dari operasi ini adalah 
operasi atau rencana D (Dalet dalam bahasa Yahudi). 
6 Adnan Buyung, Op.cit. Hlm 671
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Rencana ini menyatakan secara jelas dan tidak lagi ambigu bahwa warga Palestina 
harus pergi, hal itu sejalan dengan ucapan Simcha Flapan, salah seorang sejarawan pertama 
yang	mencatat	signifikansi	 rencana	 itu,	yaitu	“kampanye	melawan	militer	Arab,	 termasuk	
pendudukan dan penghancuran wilayah pedesaan” diatur di dalam rencana Dalet tersebut, 
inti dari rencana Dalet adalah menyatakan kehancuran, baik wilayah pedesaan maupun urban 
Palestina.7
Rencana Dalet tersebut yang terjadi pada tanggal 10 Maret 1948 adalah bukti nyata 
bahwa memang Kaum Zionis Israel berkehendak menguasai tanah Palestina dengan cara 
melakukan pembersihan etnis atau  genosida di tanah palestina. Sebenarnya rencana 
pembersihan etnis Palestina oleh Israel, tidak mengalami titik henti, hal itu di dasarkan 
pada penyerangan militer Israel yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008-18 Januari 
2009, operasi itu dinamakan operasi Cast lead, yang warga Palestina menyebutnya dengan 
“Pembantaian Sabtu Kelabu”, karena operasi tersebut terjadi pada hari Sabtu.8 Di dalam 
operasi tersebut telah menyebabkan berbagai macam kerugian dari pihak Palestina, seperti 
kehilangan anggota keluarga akibat pembunuhan sistematis yang dilakukan oleh tentara 
militer Israel operasi tersebut mengakibatkan lebih dari 250 warga Palestina tewas. 
Dengan mendasarkan pada dua kasus yang telah penulis paparkan, telah cukup bukti 
untuk mengklaim bahwa Palestina mengalami apa yang dinamakan dengan genosida, dan 
secara hukum memenuhi unsur dari Pasal 6 Statuta Roma 1998. Pada akhirnya bahasa 
pantas	 sebagai	proses	 justifikasi	adalah	bahwa	sebenarnya	niat	 Israel	adalah	berkehendak	
menguasai wilayah Palestina untuk dijadikan seluruh wilayah negara Yahudi dengan cara 
melakukan	penyerangan,	pembunuhan,	yang	berakibat	timbulnya	berbagai	kehancuran	fisik	
dari masyarakat Palestina.
Secara substansi kasus penyerangan Israel ke Palestina untuk menduduki wilayah 
palestina tidak lain adalah hasrat sebuah negara untuk menguasai suatu wilayah dengan cara 
kekerasan yang sangat bertentangan dengan norma hukum internasional yang termaktub di 
dalam Statuta Roma. Yaitu hasrat negara Israel yang ingin menguasai tanah Paletina, kerena 
konflik	 ini	 bukan	 konflik	 agama	 akan	 tetapi	 konflik	 ini	 adalah	 konflik	 tentang	 perebutan	
sebuah wilayah.  
Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam Konflik Israel dan Palestina.
Merujuk	pada	definisi	Statuta	Roma	1998,	bahwa	“kejahatan	terhadap	kemanusiaan”	berarti:	
salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas 
atau sistematik yang ditunjukkan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dan penduduk 
kelompok sipil tersebut mengetahuai akan terjadinya serangan itu.
7  Illan Pappe, Op.cit. Hlm. xiv
8  Ahmad Gazali, dkk. Op.cit. Hlm 99 
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Kejahatan yang dimaksud adalah pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, deportasi 
atau	pemindahan	paksa	penduduk,	pemenjaraan	atau	perampasan	berat	atas	kebebasan	fisik	
dengan melanggar aturan dasar hukum internasional, penyiksaan, perkosaan, perbudakan 
seksual, penghilangan paksa, kejahatan pembedaan warna kulit (apartheid) dan perbuatan tak 
manusiawi lain dengan sifat sama yang secara senagaja menyebabkan penderitaan  berat, atau 
luka	serius	terhadap	badan	atau	mental	atau	kesehatan	fisik.9
Dengan rujukan dasar hukum di atas, maka yang perlu dianalisis apakah benar 
penyerangan	 Israel	 ke	 Palestina	 dapat	 diklasifikasi	 sebagai	 suatu	 kejahatan	 terhadap	
kemanusiaan? menurut argumen hukum dari penulis, aksi peyerangan itu dapat dikategorikan 
sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.
Hal yang sangat substansial dapat kita lihat pada penyerangan otoritas Israel kepada 
warga Palestina yang terjadi pada tanggal 27 Desember 2008.dimana Israel menggelar 
operasi militer besar-besaran di Jalur Gaza dan membuat ledakan bertubi-tubi, tepat pukul 
11.30 siang, militer Israel meluapkan murkanya terhadap warga sipil di Jalur Gaza, dengan 
50 jet tempur F-16 dan helikipter Apache buatan Amerika Serikat yang memuntahkan lebih 
dari 100 bom.
Israel menyebut ini sebagai “Operation Cast lead“, tapi orang Palestina lebih 
menyebutnya sebagai “pembantaian Sabtu kelabu”. Kelabu karena jumlah korban serangan 
pada hari pertama yang mencapai leih dari 250 orang, itu merupakan satu diantara hari-hari 
paling berdarah selama 60 tahun pendudukan Israel.10
Tidak	 hanya	 itu,	 di	 dalam	 konflik	 kadang	 Israel	 menggunakan	 warga	 sipil	 sebagai	
perisai. Amnesti international melaporkan bahwa selama tiga pekan agresinya, tentara 
pendududukan Israel mengambil alih rumah-rumah penduduk dan menggunakannya sebagai 
posisi-posisi militer.
Dalam banyak kasus, keluarga-keluarga melarikan diri atau diusir oleh serdadu-serdadu 
Zionis. Namun dalam sebagian kasus, tentara pendudukan  melarang keluarga-keluarga 
Palestina untuk pergi, mereka menggunakan “perisai manusia” (berlindung dibawah warga 
sipil), sebagai contoh salah satu anggota keluarga Sammouni dari kampong Al Zaitun 
mengisahkan kepada Amnesty internasional, bahwa 46 anggota keluarganya ditawan tentara 
Israel selama dua hari di awal Januari.
Berikut ucapan Sammouni ke pada amnesti internasional, “sejumlah besar serdadu 
memasuki rumah dan menempatkan kami semua di dalam satu kamar di atas lantai. Mereka 
merampas posel-ponsel kami, mengikat tangan dan menutup mata kami selama dua hari, kami 
tidak bisa bergerak, mereka hanya mengizinkan sepotong makanan untuk anak-anak. Kami 
9  Adnan Buyung. Op.cit. Hlm 672
10 Dikutip dari sinobsis buku Gelegar Gaza.Hlm. 99
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tahu bahwa kelompok keluarga yyang lain telah dibunuh olehh Israel di rumah seberang 
jalan, dan kami menjerit ketakutan”. 
Seorang warga kamupng Hay Alsalam (Jabalia Timur, utara Gaza) juga melaporkan 
bahwa tentara Israel mengambil alih rumahnya menyandera dirinya, istrinya, dan Sembilan 
anaknya di ruang bawah tanah. “Kami tidak memiliki air untuk diminum dan para serdadu 
tidak membiarkan kami mendapatkan air. Aku harus mengambil air di tangki toilet dengan 
sedikit air minum untuk anak-anak, aku pergi ke kamar mandi beberapa kali untuk menangis. 
Aku tidak ingin anak-anakku melihatku menangis.” Kemudian pada tanggal 6 Januari 2009, 
atau hari ke-11 dari agresi brutalnya, Israel membantai 43 warga sipil ketika orang-orang 
tak berdosa ini mencari perlindungan di sekolah Fakhoura di kamp pengungsi Jabalia. Israel 
mengklaim, bahwa serangan itu diprovokasi oleh tembakan pejuang- pejuang Palestina dari 
dalam sekolah teresbut seraya memberikan bukti cuplikan video dari insiden dimaksud untuk 
mendukung klaimnya.
Namun Chris Gunnes, juru bicara badan PBB urusan pengungsi Palestina, menolak 
klaim tersebut, dan mengatakan cuplikan video itu berasal dari insiden ditahun 2007 serta 
tidak berkaitan dengan peristiwa terbaru. Pada esok harinya, kepada Gunnes, pejabat militer 
Israel akhirnya mengakui bahwa pemboman komplek sekolah itu bukan tindakan yang 
diprovoksi, bahwa tidak ada tembakan yang bersumber dari sekolah itu ketika ia ditembaki 
oleh tank-tankk Israel.“Pada intinya Israel mengakui bahwa tembakan yang direspon pasukan 
militer Israel di Jabalia tidak berasal dari sekolah itu.”
Palang Merah Internasional menuduh Israel telah melakukan kejahatan kemanusiaan 
ketika mereka menemukan empat anak kecil yang lemah sedang menangis diantara 12 jenazah 
ibu, ayah, dan saudara-saudara mereka yang koyak karena pemboman di Gaza City “apa yang 
kami temukan sangat mengejutkan,” kata salah seorang tim Palang Merah Intenasional yang 
sebelumnya dilarang Israel untuk masuk ke Gaza demi memberikan pertolongan kepada 
warga sipil.
Dari rentetan kasus yang telah penulis paparkan tentang kejadian yang telah menimpa 
warga	sipil	Palestina	akibat	konflik,	tentunya	telah	kuat	cukup	bukti	memberikan	justifikasi	
bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan telah terjadi di Palestina. Unsur yang telah dipenuhi 
sebagai dasar hukum yang terdapat di dalam Pasal 7 statuta Roma 1998 adalah, bahwa di sana 
terjadi pembunuhan, pemusnahan, adanya pemindahan paksa penduduk, adanya pemaksaan, 
pemenjaraan	atau	perampasan	berat	atas	kebebsan	fisik.	dan	adanya	perbuatan	yang	tidak	
manusiawi.
Kejahatan Perang dalam Konflik Israel dan Palestina
Pasal	 8	 ayat	 (2)	 Statuta	 Roma	 1998	mendefisikan	 kejahatan	 perang,	merujuk	 pada	
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Konvensi Jenewa tertanggal 12 Agustus 1949, berikut kejahatan perang yang dilakukan 
Militer Israel terhadap Palestina: 
1. Menggunakan panah besi terhadap warga sipil.
Diantara beberapa persenjataan yang dipakai secara ilegal terhadap warga sipil 
Gaza selama 22 hari agresinya, Israel menggunakan apa yang dinamakan “flechette” 
atau semacam panah besi berukuran 4 cm yang dimasukkan kedalam peluru-peluru tank 
Merkava. ketika ditembakkan, sekitar 5000 hingga 8000 panah besi itu menyebar keudara 
dengan radius 300 meter. Panah besi semacam itu, dibawah Hukum Internasional, dilarang 
digunakan diwilayah-wilayah sipil.
Selama agresi, penggunaan panah besi tersebut telah menewaskan dan melukai 
beberapa penduduk di Gaza. Di kota Beit Hanoun, panah besi tersebut dilaporkan telah 
membunuh Wafa Nabil Abu Jarad, ibu anak berusia 21 tahun yang tengah hamil.
2. Menggunakan bom fosfor terhadap warga sipil 
Selain terlihat jelas dengan sengaja menargetkan warga  sipil dalam agresinya, 
Israel juga menggunakan secara illegal bom fosfor putih diwilayah-wilayah sipil padat 
penduduk, menurut tim pencari fakta dari Human Rights Watch (HRW), penggunaan bom 
jenis ini terlihat jelas di Jalur Gaza dan telah menyebabkan jatuhnya korban sipil yang 
besar, karena ledakan dan pecahannya bisa mencapai radius seluar tiga kali lapangan sepak 
bola. Tindakan ini jelas melanggar hukum perang yang melarang serangan tanpa bulu.
3. Menggunakan uranium sisa (depleted uranium)
Tim medis asal Norwegia menemukan jejak-jejak uranium sisa pada tubuh-tubuh 
korban Agresi Israel. Ini menunjukkan bahwa Israel telah menggunakan menggunakan 
senjata illegal ini dalam agresinya. Menurut Badan Energi PBB (IAEA), terdapat “resiko 
yang besar”berupa berkembangnya kanker karena terpapar radiasi yang berasal dari 
uranium sisa. 
Konvensi Jenewa telah menggolongkan aminisi-amunusi yang mengandung uranium 
sisa sebagai “senjata  pemusnah missal” yang illegal mengingat tingginya risiko radioaktif 
dan keracunan yang dikandung didalamnya.
4. Menembak secara sengaja ambulans dan wartawan
Palang merah internasional (ICRC) melaporkan bahwa Ambulans milik Bulan Sabit 
Merah Palestina (PRC) di kamp pengungsi Jabalia dijadikan target oleh Militer Israel. Para 
paramedik	menggunakan	 jaket	 –jaket	 berwarna	 pijar	 dan	Ambulans-Ambulans	mereka	
memilki tanda menyala yang bisa dilihat dari jarak yang cukup jauh.
Selain Ambulans, Israel dilaporkan secara sengaja menargetkan media dan para 
jurnalis serta mempraktikan sensor media dalam agresi ini, tindakan ini telah melanggar 
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konvensi jenewa.11
5. Serangan yang ditujukan terhadap tempat-tempat publik
Penyerangan yang dilakukan oleh Israel telah menimbulkan hancurnya infrastruktur, 
dan dalam penyerangannya tidak memilah-milah, mulai dari rumah penduduk, Masjid, 
Universitas Gaza, hingga Rumah Sakit.
Dari lima rentetan kasus yang penulis paparkan, tentang agresi Israel ke Palestina, 
maka secara kaidah Hukum Internasional, Israel telah melakukan kejahatan perang yang 
dapat	dijustifikasi	melalui	Konvensi	Jenewa	1949,	berikut	uraian	pasal	yang	telah	dilanggar	
oleh Israel. Pasal 2 bagian B menyatakan:
i. Secara sengaja melancarkan seranga terhadap sekelompok penduduk sipil atau 
terhadap setiap orangg sipil yang tidak ikut secara langsung dalam pertikaian itu.
ii. Secara sengaja melakukan serangan terhadap objek-objek sipil, yaitu, objek yang 
bukan merupakan sasaran militer.
iii. Secara sengaja melakukan serangan terhadap personil, instalasi, material, satuan atau 
kendaraan yang terlibat dalam bantuan kemanusiaan atau misi penjaga perdamaian 
sesuai dengan piagam perserikatan bangsa-bangsa, sejauh bahwa mereka berhak 
atas perlindungan yang diberikan kepada objek-objek sipil berdasarkan hukum 
internasional menenai sengketa bersenjata.
iv. Menyerang atau membom, dengan sarana apapun,kota-kota, desa, perumahan atau 
gedung yang tidak dipertahankan atau bukan objek militer.
v. Secara sengaja melakukan serangan terhadapgedung-gedung yang digunakan untuk 
tujuan keagamaan, pendidikan, kesenian, keilmuan, atau social, monument bersejarah, 
rumah sakit, dan tempat-tempat dimana orang-orang sakit dan terlukka dikumpulkan 
sejauh bahwa tempat tersebut bukan objek militer.
vi. Menggunakan racun atau senjata yang dibubuhi racun
vii. Menggunakan gas yang menyesakkan napas, beracun atau lain-lain dan semua cairan, 
bahan atau peralatan yang serupa.
viii. Secara sengaja menunjukkan serangan terhadap gedung, material, satuan dan 
angkutan serta personil medis yang menggunakan lencana yang jelas dari konvensi 
jenewasesuai dengan hukum Internasional.12
Setelah merinci deretan kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel, dan membuktikan 
pelanggaran atau kejahatan HAM serius melalui Konvensi jenewa 1949, maka secara otomatis 
otoritas Israel adalah penjahat perang yang harus diadili dengan kaidah hukum intersional.
11 Ibid. Hal 128
12  Adnan Buyung. Op.cit. Hlm 674
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Kejahatan Agresi dalam konflik Israel dan Palestina.
Secara hukum internasional yang diatur didalam Statuta Roma 1998, tidak nampak 
pendefinisian	 Agresi,	 didalam	 Statuta	 hanya	 dijelaskan	 bahwa	 kejahatan	 agresi	 belum	
ditetapkan	 definisi	 dan	 ruang	 lingkupnya	 sehingga	 untuk	 sementara	 ini	 belum	 dapat	
diterapkan, karena masih menunggu adanya amandemen atas Statuta, hal itu diatur di dalam 
Pasal 121 dan peninjauan kembali Pasal 123.
Oleh	karena	itu,	akan	sangat	berat	untuk	mendefinisikan	tentang	agresi,	apa	tak	lagi	
untuk memberikan vonis bahwa Israel telah melakukan kejahatan Agresi atas serangannya ke 
Palestina, akan tetapi untuk memperkaya khasanah dan referensi di dalam tulisan ini, maka 
penulis berusaha mencari kaidah hukum lain yang mampu menjelaskan tentang Agresi.
Di	 dalam	 sebuah	 data	 yang	 penulis	 himpun,	 bahwa	 definisi	Agresi	 diatur	 di	 dalam	
Piagam Pengadilan Militer Internasional, London, 1945 pada pasal 6 bagian a, dinyatakan 
tindakan agresi merupakan suatu yang dilarang. 
Ketentuan ini disepakati setelah perang dunia kedua berakhir. Dalam Piagam Pengadilan 
Militer Internasional, London, 1945, pada pasal 6 (a) dinyatakan bahwa:
“Planning, preparation, initiatiaon or waging of a war of aggression, or a war in 
violation of international treaties, agreements or assurances, or participation in a 
common plan, or conspiracy for the accomplishment of any of the foregoing are crimes 
against peace entailing individually responsibility. Leaders, organizers, instigators 
and accomplices participating in the formulation or execution of the common plan or 
conspiracy are responsible for all acts performed by any person in execution of such 
plan.”
(Perencanaan, persiapan, inisiasi, atau mengadakan agresi peperangan atau pelangaran 
perjanjian internasional. perjanjian atau jaminan atau partisipasi dalam suatu perencanaan 
atau konspirasi untuk melaksanakan apa pun yang telah disebutkan sebelumnya adalah 
kejahatan terhadap perdamaian yang membutuhkan tanggung jawab individual. 
Pemimpin, organisator, penghasut dan kaki tangan (komplotan) berpartisipasi dalam 
perumusan maupun pelaksanaan rencana umum atau sebuah yang bertanggung jawab 
atas semua tindakan yang dilakukan oleh setiap orang dalam pelaksanaan rencana 
tersebut.)
Akan	 tetapi	 definisi	 dan	 ciri	 dari	 agresi	 belum	 mendapat	 kesepakatan	 masyarakat	
internasional.	Kesepakatan	definisi	 tersebut	 baru	 lahir	 pada	 tahun	1974,	melalui	Resolusi	
Majelis Umum No. 3314 (XXIX), tentang Definition of Aggression. 
Pasal 1 resolusi tersebut menjelaskan agresi sebagai, “is the use of armed force by a 
state against the sovereignty, territorial integrity or political independence of another state, 
or in any other manner inconsistent with the charter of the united nations, as set out in this 
definition.” 
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Penegasan pada Pasal 1 tersebut dapat diartikan bahwa penggunaan kekuatan militer 
oleh negara terhadap kedaulatan, integritas teritorial atau kemerdekaan politik negara lain, 
atau dengan cara lain, tidak, sejalan dengan piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 
sebagaimana	 tercantum	 dalam	 definisi	 ini.	Definisi	 agresi	 tersebut	merupakan	 pengulang	
apa yang telah diatur dalam pasal 2 (4) Piagam PBB bahwa setiap negara dilarang untuk 
menggunakan kekerasan bersenjata dalam hubungan internasionalnya.
Resolusi Majelis Umum membagi agresi menjadi dua. Pertama, a war of aggression 
(perang agresi) yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap perdamaian. Kedua, 
aggression (agresi) yang menimbulkan tanggung jawab internasional (Pasal 5 ayat 2). 
Konsekuensi dari pembedaan tersebut adalah jika sebuah negara melakukaan perang agresi 
maka tanggungjawab dijatuhkan pada pribadi sebagai pelanggaran pidana internasional, 
namun jika sebuah negara hanya melakukan agresi, maka tanggung jawabnya dibebankan 
kepada negara dengan melakukan reparasi.
Apabila melihat ketentuan di atas, maka dengan mudah dapat dikategorikan bahwa 
tindakan	Israel	ke	Gaza	memenuhi	unsur	definisi	agresi.	Serangan	yang	dilakukan	oleh	Israel	
telah melanggar wilayah kedaulatan Palestina. Tujuan Israel yang ingin menjatuhkan Hamas, 
juga telah melanggar kemerdekaan politik di Palestina karena telah diketahui bersama 
bahwa Hamas merupakan kekuatan politik yang sah di Palestina (Gaza) setelah mereka 
memenangkan pemilu pada Juni 2007.
Tindakan	 Israel	 juga	 dapat	 diklasifikasikan	 sebagai	 Perang	 Agresi.	 Agresi	 yang	
dilakukan oleh Israel telah menimbulkan peperangan antara Hamas dengan Israel di Gaza. 
Dengan demikian, maka tanggung jawab individu bisa dijatuhkan kepada pihak yang 
bertanggungjawab atas agresi Israel tersbut.
Serangan Israel ke Gaza memenuhi unsur Agresi dan tidak memenuhi unsur bela diri. 
Hal ini berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam aturan-aturan hukum internasional. 
Dampak serangan tersebut menimbulkan kewajiban atas Israel.
Pertanggungjawaban dalam hukum pidana internasional dijatuhkan kepada individu 
yang bertanggungjawab atas serangan tersebut. Mengacu pada aturan ICC, maka para 
pemimpin Israel bisa diajukan ke ICC karena telah memenuhi yurisdiksi mahkamah, dimana 
Israel telah melakukan agresi, kejahatan perang (crime against peace), dan kejahatan 
kemanusiaan.13
Peradilan International Crimimal of Court (ICC) atas Kejahatan  HAM Serius
Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Coourt) didirikan berdasarkan 
Statuta Roma yang diadopsi pada tanggal 17 Juli 1998 oleh 120 negara. Dasar dari pendirian 
13 Dikutip dari situs: http://senandikahukum.wordpress.com/2009/02/03/aksi-israel-ke-gaza-agresi-atau-bela-
diri
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ICC adalah untuk mengadili kejahatan HAM serius yang mendapatkan perhatian masyarakat 
internasional. Kejahatan yang dimaksud terdiri dari empat jenis, yaitu kejahatan Genosida 
(the crime of genocide), kejahatan terhadap kemanusiaan (crimes against humanity), 
kejahatan perang (war crimes), dan kejahatan Agresi (the crime of aggression).
Mahkamah pidana Internasional atau ICC merupakan mahkamah yang independen 
dan bukan merupakan badan dari PBB karena dibentuk berdasarkan perjanjian multilateral, 
meskipun dalam beberapa kondisi tertentu ada relasi peran antara mahkamah dengan PBB 
(Pasal 2 Statuta Roma).14
Inilah	dasar	hukum	yang	penulis	gunakan	untuk	membedah	konflik	dan	pelanggaran	yang	
terjadi di Palestina, serta berusaha memposisiskan secara objektif tentang siapa sebenarnya 
yang bersalah secara hukum, antara Israel maupun Palestina, dan pengadilan mana yang 
bewenang untuk menindak atau mengadili kejahatan yang telah terjadi di Palestina.
Penekanan dari ICC adalah berusaha menangani masalah-masalah individu dan 
memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan pemidanaan, ICC 
menangani tindak pidana yang dilakukan oleh individu-individu baik sebagai bagian dari 
rezim pemerintahan ataupun sebagai bagian dari gerakan pemberontak.
Dalam hal ini ICC memberlakukan yurisdiksi internasional terhadap tindak-tindak 
pidana yang diatur didalamnya, dasar utama  pendirian ICC adalah:
1. Kegagalan masyarakat internasional dalam menangani kejahatan genosida, kejahatan 
terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi.
2. Banyaknya pelaku kejahatan yang tidak dihukum (impunity).
Dengan mendasarkan 2 pijakan dari pendirian ICC tersebut, maka adalah suatu 
kewajiban yang mesti dilaksanakan untuk membawa Israel ke dalam suatu lembaga 
peradilan internasional sebagai sanksi atas  penyerangan, pendudukan, pembersiahan etnis 
dan kejahatan lainnya  di tanah Palestina.
Pada	wilayah	 hukum,	 Israel	 belum	meratifikasi	 Statuta	 Roma	 1998,	 pertanyaannya	
kemudian bagaimana metode atau mekanisme yang ditempuh untuk membawa Israel kedalam 
lembaga peradilan internasional? hal itu dapat kita jawab dengan menganalisis Statuta Roma 
1998 secara objektif dan tetap berpegang pada nilai-nilai hukum internasional.
Tampaknya para perancang naskah sudah sangat menyadari atas keadaan seperti ini, 
yaitu bagaimana negara-negara yang belum terikat didalam Statuta dapat dibawa kedalam 
lembaga	peradilan	internasional	seperti	negara	Israel,	yang	belum	meratifikasi	statuta,	agar	
tidak terjadi impunitas atas pelaku kejahatan HAM serius.
Dalam kasus ini, terdapat  alasan hukum bagi mahkamah untuk menerapkan yurisdiksi 
14 Koalisi Masyarakat Sipil untuk Mahkamah Pidana Internasional. Indonesia Menuju Ratifikasi Statuta Roma. 
hlm 1
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kriminalnya terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara yang belum atau tidak 
meratifikasi	Statuta	Roma	1998.	Hal	ini	secara	tegas	diatur	di	dalam	pasal	13	butir	b	Statuta	
yaitu: Dewan Keamanan PBB berdasarkan kewenangannya menurut bab VII piagam PBB, 
berhak untuk menyerahkkan kepada Mahkamah melalui Jaksa penuntut (The Presecutor) 
atas	kejahatan	yang	terjadi	di	wilayah	yang	belum	atau	tidak	meratifikasi	Statuta.
Namun penyerahan ini, hanya bisa dilakukan apabila Dewan Keamanan PBB terlebih 
dahulu bersidang untuk membahas masalah yang terjadi di dalam wilayah atau lintas batas 
wilayah negara-negara yang tidak menjadi peserta Statuta, yang menurut Dewan Keamanan 
merupakan ancaman atas keamanan dan perdamaian dunia (Bab VII Piagam PBB).
Selanjutnya diakhiri dengan pengambilan keputusan (yang dituangkan didalam satu 
Resolusi) untuk menyerahkan kasus tersebut kepada jaksa penuntut (The Presucotor) untuk 
ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan Statuta, dengan demikian maka secara teoritis 
terhindarkanlah terjadinya impunitas bagi pelaku kejahatan HAM serius. Dalam hal ini, 
secara otomatis Israel dapat dibawa kedalam lembaga peradilan Internasional melalui ICC 
atau pengadilan pidana internasional.    
Menurut hemat penulis, dengan rujukan Pasal 13 butir b Statuta Roma 1998, berarti 
memberikan legitimasi yang sangat kuat untuk membawa Israel kedalam suatu lembaga 
pengadilan Internasional, hal itu diperkuat dengan, kaidah hukum Internasional yang secara 
tegas menyatakan bahwa pelaku-pelaku kejahatan yang mendapat respon dari masyarakat 
internasional tidak boleh dibiarkan atau bebas tanpa hukuman (impunity) maupun diberikan 
amnesty dan terhadap kasusnya harus diselesaikan secara hukum melalui forum pengadilan 
(Judicial pro ceedings) baik nasional maupun internasional.
Karena, pelaku kejahatan-kejahatan seperti genosida, kejahatan kemanusiaan, dan 
kejahatan perang dianggap melanggar norma hukum Internasional yang berkategori 
“Jus cogens” atau “peremptory norm”. Selain itu, kejahatan-kejahatan tesebut tidak 
mengenal kadaluarsa (non-statutory limitation), sehingga tidak ada batas waktu dalam 
hal penuntutannya, hal itu diperkuat oleh Pasal 29 Stuta Roma 1998, tentang tidak dapat 
diterapkannya ketentuan pembatasan yang isi pasalnya adalah Kejahatan didalam yurisdiksi 
Pengadilan tidak tunduk pada ketentuan pembatasan, itu artinya tidak ada batasan waktu 
didalam melakukan penuntutan bagi siapa saja pelaku kejahatan HAM serius.
Kemudian, setiap negara memiliki hak atau kewenangan berdasarkan prinsip yurisdiksi 
universal (universal jurisdiction) untuk menangkap, mengadili dan menghukum si pelaku 
atau mengekstradisikannya ke negara-negara yang memiliki kepentingan atau keterkaitan 
dengan si pelaku atas kejahatan yang dilakukannya.15
15 Andrey sujatmako. Jurnal Hukum Internasional. Pengadilan Campuran sebagai forum Penyelesaian Keja-
hatan Internasional. Jakarta. Pusat Study Hukum Humaniter dan HAM. Unversitas Tri sakti. 2007. Hlm 971
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Melalui tiga alasan hukum yang telah dikemukakan di atas, yaitu Pasal 13 butir b dan 
Pasal 29 Statuta Roma 1998, serta diperkuat dengan  asas atau prinsip Yurisdiksi Universal, 
maka Mahkamah Pidana Internasional memberikan suatu kepastian untuk menindak dan 
mengadili pelaku-pelaku kejahatan HAM serius, seperti sikap penyerangan Israel di Palestina. 
Oleh karena itu, secara hukum internasional yang terjelma melalui Statuta Roma 
1998 memberikan legitimasi untuk membawa otoritas Israel kedepan Mahkamah Pidana 
internasional dan jaksa tersebut berhak melakukan penuntutan dan penghukuman menurut 
kaidah yang diatur didalam Statuta atas Kejahatan HAM serius yang dilakukan di Palestina.
Melalui serangan militernya, yang telah menimbulkan kerugian besar baik dari segi 
ekonomi, soial dan psikologi bagi masyrakat atau warga Palestina, belum lagi banyaknya 
masyarakat sipil yang tewas akibat  gempuran-gempuran tentara Israel melalui persenjataan-
persenjataan yang canggih.
Selanjutnya mekanisme yang harus dipakai untuk membawa Israel ke mahkamah 
pidana internasional, sesuai dengan yang tertuang di dalam pasal 13 butir b Statuta, yang 
mengisyaratkan tata cara penindakan negara yang melakukan kejahatan HAM serius yang 
belum	atau	tidak	meratifikasi	Statuta.	Tata	cara	penuntutan	untuk	membawa	Israel	ke	ranah	
mahkamah peradilan internasional adalah, penulis mendasarkan pijakan terhadap sebuah 
kasus yang terjadi di Darfur, negara Sudan, berikut uraian ringkas atas kasus yang terjadi di 
Darfur Sudan.
Pada tanggal 31 Maret 2005, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan Resolusi no. 
1593, menyerahkan situasi di Darfur Sudan kepada Jaksa Penuntut ICC. Sebagai akibat dari 
penyerahan ini Jaksa Penuntut menerima dokumen arsip-arsip. Komisi penyelidik PBB (UN 
International Commision on Inquiry) di Darfur, demikian juga nama-nama individu dalam 
amplop bersegel dari komisi, sebagai terdakwa kejahatan-kejahatan internasional yang berat 
di Darfur, Sudan. Setelah dilakukannya eksaminasi yang teliti atas ribuan dokumen dan 
berbagai sumber dan wawancara terhadap lebih dari 50 orang ahli independen, maka Jaksa 
Penuntut memutuskan bahwa ada suatu alasan yang masuk akal untuk melakukan investigasi 
di Darfur.
Pada tanggal 6 Juni 2005, Jaksa Penuntut ICC, Luis Moreno Ocampo secara resmi 
membuka penyelidikan atas kejahatan-kejahatan yang dilakukan di Darfur. Jaksa menyatakan 
bahwa “investigasi akan memerlukan kerjasama yang berlanjut dari pemerintah nasional dan 
internasional.
Hal itu akan membentuk suatu usaha bersama, yang melengkapi Uni Afrika dan gerakan 
lainnya untuk mengakhiri kekerasan di Darfur dan untuk mencapai keadilan. Mekanisme 
tradisional Afrika dapat merupakan alat yang penting untuk melengkapi usaha-usaha ini dan 
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mencapai rekonsiliasi nasional.
Pada tanggal 29 Juni 2005, 13 Desember, Juni dan 14 Desember 2006, Luis Moreno 
Ocampo menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB atas tindakannya terhadap resolusi 
1593. Berdasarkan Resolusi 1593 (2005), yang mengacu kepada situasi Darfur kepada 
ICC, Jaksa Penuntut ICC harus melaporkan kepada Dewan setiap enam bulan mengenai 
perkembangan investigasinya di Darfur. Dalam presentasinya yang terakhir, Jaksa Penuntut 
ICC harus melaporkan kepada Dewan bahwa kantor Jaksa Penuntut hampir merampungkan 
investigasi di Darfur dan rencana-rencananya pada langkah-langkah berikutnya.
Pada tanggal 27 Februari 2007, Jaksa Penuntut ICC menyerahkan kepada PTC PRE 
Trial Chamber (Kamar Pra Peradilan) I surat panggilan terhadap Ahmad Harun (merupakan 
mantan Menteri dalam negeri Sudan) dan Ali Muhammad Ali Abdal-Rahman (merupakan 
pemimpin milisi yang juga dikenal dengan sebutan Ali Kushayb), untuk membawa mereka 
menghadiri pemeriksaan awal di ICC.
Kantor Jaksa Penuntut menyimpulan bahwa terdapat alasan yang masuk akal untuk 
meyakini bahwa kedua orang tersebut bertanggung-jawab secara pidana untuk kejahatan 
terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang mereka lakukan di Darfur pada tahun 2003 
dan 2004.
Pada tanggal 2 Mei 2007, telah diumumkan kepada publik bahwa majelis hakim PTC I 
mengeluarkan surat penangkapan tertanggal 27 april 2007 untuk Ahmad Muhammad Harun 
dan Ali Muhammad Al-Abd-Rahman. PTC I menyatakan bahwa terdapat alasan yang masuk 
akal untuk meyakini bahwa kedua terdakwa tersebutbertanggung jawab secara pidana karena 
melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi di darfurv 
pada tahun 2003 dan 2004.
Berdasarkan informasi yang disediakan oleh Jaksa Penuntut, majelis hakim memutskan 
untuk meminta surat penangkapan di samping perintah untuk hadir di Mahkamah, karena 
Ahmad Muhammad Harun dan Ali Muhammad Al-Abd-al-Rahman tidak akan hadir dengan 
sukarela di depan Mahkamah dan bahwa penangkapan mereka dipandang diperlukan pada 
tahap ini. Dua surat penangkapan berisi daftar 51 buah dakwaan berturut-turut, termasuk 
persekusi, pembunuhan dan penyerangan terhadap penduduk sipil, pemindahan paksa, 
perkosaan, penjarahan, penghancuran harta benda, tindakan-tindakan tidak manusiawi, 
penghukuman dan penyiksaan.
Pada tanggal 5 Desember 2007, Jaksa Penuntut ICC, Luis Moreno Ocampo 
menyampaikan kepada Dewan Keamanan PBB perkembangan investigasinya di Darfur. 
Selama penjelasannya, Moreno Ocampo melaporkan tentang penolakan Pemerintahan Sudan 
untuk bekerjasama dengan ICC.
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Jaksa menekankan perlunya tindakan dari Dewan Keamanan PBB dan juga meminta 
negara-negara anggota PBB, termasuk Sudan, untuk bekerjasama dengan ICC. Jaksa Penuntut 
juga mengumumkan pembukaann dua buah kasus di Darfur, yang pertama akan dilakukan 
investigasi atas serangan yang terjadi ttehadap penduduk sipil, terutama pada kamp-kamp 
pengungsi internal, dan yang kedua akan dilakukan investigasi yang akan memfokuskan diri 
pada serangan terhadap para personil kemanusiaan.
Pada tanggal 5 Juni 2008, Jaksa Penuntut menjelaskan pada Dewan Keamanan dan 
mengulang kembali bahwa “Pemerintah Sudan tidak mematuhi Resolusi 1593” Jaksa 
menambahkan bahwa di Darfur, bukti-bukti menunjukkan adanya kampanye yang terorganisasi 
oleh para pejabat Sudan untuk menyerang penduduk sipil, terutama suku Fur, Massalit dan 
Zaghawa serta bahwa perkosaan terhadap para wanita dilakukan secara sistematis.
Jaksa mengatakan bahwa untuk merencanakan dan melakukan kejahatan-kejahatan 
tersebut pada suatu skala tertentu, dan dalam suatu masa tertentu, “para penjahat telah 
memobilisasikan dan mengkoordinasikan keseluruhan para pejabat Negara, mulai dari satuan 
keamanan hingga para pejabat di lingkup birokrasi dan pengadilan”.
Situasi di Darfur, Sudan telah ditugaskan kepada PTC I, yang terdiri dari ketua majelis 
hakim Akua Kuenyehia, hakim Anita Uacka dan hakimSylvia Steiner. Pada tanggal 14 Juli 
2008, Luis Moreno-Ocampo, meminta PTC untuk mengeluarkan surat penangkapan untuk 
Omar Hassan Ahmad Al-Bashir atas situasi Darfur di sudan. Dalam permohonannya, Jaksa 
Penuntut menyatakan bahwa terdapat alsan yang masuk akal untuk meyakini bahwa Al-
Bashir bertanggung jawab secara pidana untuk tindak pidana genosida, kejahatan-kejahatan 
lain dan kejahatan perang yang dilakukan di Darfur dalam lima tahun terakhir. Permohonan 
tersebut berisi 10 buah dakwaan dan tuduhan, antara lain bahwa Al-Bashir adalah “dalang 
dan melakukan rencana untuk menghancurkan bagian penting dari suku Fur, Massalit dan 
Zaghawa, atas dasar kesukuan mereka.
Berangkat	dari	realitas	kasus	di	atas,	yang	terjadi	di	Darfur	Sudan,	yang	mana	konflik	itu	
mampu diselesaikan oleh Mahkamah Pidana Intenasional atau ICC, melalui resolusi Dewan 
Keamanan	PBB	No.	1593,	yang	merekomendasikan	kepada	ICC	untuk	menyelesaikan	konflik	
di Sudan. 
Seperti	halnya	dengan	kasus	atau	konlik	yang	terjadi	di	Palestina,	yaitu	konflik	yang	
melibatkan Israel dan Palestina, maka Dewan Keamanan harus mengeluarkan sebuah  resolusi 
untuk	menyerahkan	konflik	Israel	dan	Palestina		kepada	ICC,	seperti	tertuang	di	dalam	Pasal	
13 butir b Statuta Roma 1998, sebagai alasan yuridis atas untuk menggiring Israel ke forum 
ICC. Apa yang terjadi di Sudan tentang pelanggaran atau kejahatan HAM serius, yang 
didakwa dengan aturan hukum internasional melalui Statuta Roma 1998, yang tebukti dengan 
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adanya pembersihan etnis atau genosida, yang menimbulkan musnahnya suku Fur, Massalit, 
dan Zaghawa dan  tejadinya kejahatan-kejahatan lain, seperti kejahatan perang.
Jika	 mengacu	 pada	 konflik	 Israel	 dan	 Palestina,	 terdapat	 banyak	 bukti	 nyata	 atas	
Pelanggaran atau kejahatan HAM serius yang terjadi diwilayah itu, yang mana otoritas 
Israel berusaha dan berniat untuk menghabisi komunitas Arab Palestina, itu terbukti sejak 
pendudukan Israel di tanah Palestina. Belum lagi kejahatan perang dan kejahatan terhadap 
kemanusiaan,	yang	telah	lama	bergejolak	di	tanah	historis	Palestina.	Pada	dasarnya	konflik	itu	
akan reda jika Dewan Keamanan PBB bersikap tegas secara hukum, dan tidak mendasarkan 
pada mekanisme politik. Statuta Roma 1998 adalah angin segar untuk menggiring siapaun 
pelaku kejahatan HAM serius secara umum dan Israel secara khusus.
Menurut hemat penulis, tidak ada jalan lain untuk menciptakan ketenangan di Palestina 
tanpa keberanian dari dewan Keamanan PBB, melihat fungsi yang dimiliki PBB adalah 
pengayom kemanan masyarakat Internasional, atau biasa dikenal dengan “polisi dunia”. 
Dengan	 keberanian	 PBB	 mengeluarkan	 Resolusi	 untuk	 menyerahkan	 konflik	 Israel	 dan	
Palestina ke Mahkamah Pidana Internasional.
Melalui dasar yang tertuang pada Pasal 13 butir b Statuta, dan didukung dengan 
ketegasan dari Jaksa Penuntut ICC, maka secara otomatis pelaku kejahatan akan dapat 
diadili menurut aturan peradilan ICC, karena penulis yakin tanpa ada keberanian secara 
hukum	dari	Dewan	Keamanan	PBB,	maka	konflik	 antara	 keduanya	 tak	 akan	 lenyap	dan	
tetap berlangsung, yang akan menyebabkan korban dari warga yang tidak berdosa. Pada 
akhirnya impunitas atas setiap pelanggaran atau kejahatan HAM serius tidak terjadi lagi, 
seperti tehadap otoritas Israel, melalui Statuta Roma 1998 yang penulis jadikan landasan 
hukum untuk membawa Israel ke Lembaga Peradilan Internasional.
Akan tetapi itu semua dapat tercapai jika seluruh komponen internasional mampu 
bekerjasama secara tim dan mempunyai tujuan yang sama tanpa ada tendensi politik, baik 
dari	 Dewan	 Keamanan	 PBB,	 terutama	 negara	 yang	 berada	 pada	 posisi	 konflik,	 karena	
masyrakat internasional secara umum dan masyarakat  Palestina secara khusus menginginkan 
terciptanya keadilan.
PENUTUP
Di akhir tulisan sederhana ini, penulis ingin menjabarkan kesimpulan singkat dari tulisan ini. 
ketika permasalahan Hak Asasi Manusia menjadi perhatian fundamental dalam masyarakat 
internasional, menjadi kewajiban manusia di jagad ini menghormati dan menegakkan 
prinsip-prinsip Universal Hak Asasi Manusia, oleh karena Hak Asasi tersebut melekat dalam 
tiap-tiap manusia yang mesti dijaga dan dihormati.
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Hal senada mesti termasifestasi terhadap masyarakat Palestina yang hak-hak 
kemerdekaan mereka terus dikebiri oleh Otoritas Israel, Hukum sebagai instrument pemecah 
berbagai	konflik	mesti	ditempatkan	pada	garda	terdepan,	Statuta	Roma	1998	sebagai	 titik	
pijak dalam proses pemidanaan pelanggar Hak Asasi Manusia mesti terlaksana secara utuh 
dan konsisten. Rangkaian perilaku Israel yang mengekang kemerdekaan Palestina dengan 
berbagai macam kejahatan, mesti dihentikan dengan pendekatan hukum yang konsisten dan 
berwibawa, lembaga yang paling bertanggung jawab terhadap masalah ini adalah Perserikatan 
Bangsa-Bangsa, sebagai patron “Polisi Dunia” guna menindak setiap pelanggar Hak Asasi 
Manusia yang dikategorikan sebagai Extra Ordinary Crime.
Penjabaran dari Statuta Roma 1998 telah memenuhi unsur untuk memidanakan 
Otoritas Israel kedalam Mahkamah Pidana Internasional sebagaimana termaktub didalam 
pasal 5,6,7, dan 8. Selanjutnya dalam literature hukum internasional kita kenal dua asas 
yang berlaku secara universal yakni asas kadaluarsa (non-statutory limitation), dan Asas 
Yurisdiksi Universal  yang berarti dalam penuntutan pelaku kejahatan internasional tidak 
mengenal batas waktu penuntutan. Sepanjang telihat pembuktian yang jelas tentang adanya 
pelanggaran Hak Asasi Manusia, maka kapanpun dan dimanapun terjadi penuntutan dapat 
dilakukan.
Konsep ideal diatas akan berjalan dengan baik, jika masyarakat internasional secara 
umum dan Perserikatan Bangsa-Bangsa secara khusus mengaplikasikan gagasan tersebut 
dengan tetap konsisten  pada pemberlakuan Statuta Roma 1998. Pada akhirnya, akar 
dari Hukum menghendaki tatanan yang tertaur, damai, sejahtera berlandaskan nilai-nilai 
keadilan, karena keadilan mesti melekat dan dipraktikkkan terhadap setiap individu, bangsa 
dan masyarakat internasional.  
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PENDAHULUAN 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) secara 
tegas menyatakan bahwa kedaulatan rakyat berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 
undang-undang. Konsekuensi dari ketegasan dalam konstitusi NRI ini adalah bahwa  dalam 
menyelenggarakan pemerintahan  rakyat harus diikutsertakan dalam pengambilan keputusan 
publik, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam Badan 
Perwakilan Rakyat baik pusat maupun daerah. Keikutsertaan rakyat ini yang dikenal dengan 
istilah partisipasi publik. 
Partisipasi masyarakat merupakan dasar pelaksanaan demokrasi sesuai dengan cita-cita 
negara demokrasi yang mengedepankan kesejahteraan rakyat. Pengertian demokrasi yang 
berarti pemerintahan oleh rakyat1 memiliki ciri-ciri pokok, sebagai berikut:2
1   Munir Fuadi.  2009.  Teori Negara Hukum Moderen. PT	Refika	Aditama:	Jakarta.		Halaman	136.
2 Dikutip dari, http://sorak-aceh.or.id/Data/Public-Policy-Advocacy-Division/Ciri-ciri-Demokrasi.html, pada tanggal 
20 Oktober 2011
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 
YANG PARTISIPATIF  SEBAGAI PERWUJUDAN 
PRINSIP GOOD GOVERNANCE
Oleh:
Johnny Lembong
Program Pascasarjana lmu Hukum Universitas Hasanuddin
Abstract: State in a democracy the people are very important position in the country because 
the people who held the sovereignty of power that puts citizens on the Constitution, or in 
other words, sovereignty is the power of a full community-owned. In the state of democracy, 
a country considered to belong to society as the country’s formal agreement was established 
with the community. Community needs and resource needs can only be found if people 
participate in the process of determination.
Keywords: Financial Management, Good Governance
Abstrak: Negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat penting sebab 
di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yaitu kekuasaan yang 
menempatkan warganegara di atas Undang-undang Dasar, atau dengan kata lain kedaulatan 
adalah kekuasaan yang penuh yang dimiliki masyarakat. Di dalam negara demokrasi, 
suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara formal negara itu didirikan dengan 
perjanjian masyarakat. Kebutuhan masyarakat dan sumber pemenuhan kebutuhan tersebut 
hanya dapat ditemukan jika masyarakat  ikut serta dalam proses penentuannya.
Kata Kunci: Pengelolaan Keuangan Daerah, Good Governance
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1) Berciri kedaulatan rakyat (sovereign) dan berhak bersuara
Hak bersuara ada yang bersifat langsung tetapi banyak juga yang melalui badan-
badan perwakilan yang anggota-anggotanya dipilih rakyat (representative democracy). 
Indonesia menganut sistem demokrasi, sebagaimana ditegaskan dalam alinea 4 
Pembukaan UUD NRI 1945, bahwa, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 
kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. 
2) Bercirikan musyawarah untuk mufakat
Musyawarah untuk mufakat  bisa dengan suara bulat (consensus) dan bisa pula dengan 
suara terbanyak (mayority vote). Tersimpul di sini kesempatan mengungkapkan pikiran 
rakyat dan memperjuangkan aspirasinya. Untuk memungkinkan rakyat mengungkapkan 
aspirasi dan pikirannya, dibutuhkan suasana keterbukaan.
3) Tanggung jawab atas pikiran dan perbuatan diri (accountability)
Orang harus memikul tanggung jawab atas ungkapan dan perbuatannya. Rasa tanggung 
jawab ini tumbuh tidak hanya terhadap diri sendiri, tetapi terhadap masyarakat, bangsa, 
negara dan Tuhan, sehingga kebebasan mengungkap dan bertindak dilaksanakan dalam 
ruang lingkup rasa tanggung jawab yang luas ini.
Salah satu bagian tak terpisahkan dari pembangunan nasional adalah pembangunan 
daerah yang dilaksanakan dengan landasan  Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004  tentang 
Pemerintahan Daerah. Penyeraha kewenangan dari pusat kepada daerah melalui desentralisasi 
dalam suatu konsep yang dikenal dengan otonomi daerah pada hakikatnya merupakan salah 
satu pengejawantahan prinsip kedaulatan takyat yang ditegaskan dalam UUD NRI 1945.  Jadi 
hakikat penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam era otonomi daerah adalah demokrasi 
yang ditandai dengan  partisipasi masyarakat secara aktif dan dinamis dalam bentuk partisipasi 
nyata sehingga terbentuk sebyah pemerintahan bersifat aspiratif dan responsif.
Prinsip-prinsip partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah merupakan bagian 
penting yang tidak boleh diabaikan karena pada dasarnya uang Negara/daerah merupakan 
uang rakyat sehingga salah satu ciri pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang 
mengikutsertakan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan termasuk dalam pengelolaan 
keuangan daerah. 
PEMBAHASAN DAN ANALISIS
Gagasan Kedaulatan Rakyat 
Istilah kedaulatan ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli kenegaraan 
berkebangsaan Perancis yang bernama Jeans Bodin (1539-1596) melalui konsep kedaulatan 
negara yang mutlak. Menurut Jeans Bodin, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam 
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
suatu negara. Kedaulatan ini sifatnya tunggal, asli, dan tidak dapat dibagi-bagi. Tunggal 
berarti hanya ada satu kekuasaan tertinggi, sehingga kekuasaan itu tidak dapat dibagi-
bagi. Asli berarti kekuasaan itu berasal atau tidak dilahirkan dari kekuasaan lain. Abadi 
berarti kekuasaan negara itu berlangsung terus-menerus tanpa terputus-putus. Maksudnya 
pemerintah dapat berganti-ganti, kepala negara dapat berganti atau meninggal dunia, tetapi 
negara dengan kekuasaanya berlangsung terus tanpa terputus-putus. 3   
Pandangan lain dikemukakan oleh Dahlan Thaib,4  bahwa kedaulatan atau sovereignty 
adalah ciri atau atribut hukum dari negara, dan sebagai atribut negara sudah lama ada, bahkan 
ada yang berpendapat bahwa sovereignty itu mungkin lebih tua dari konsep negara itu sendiri. 
Perkataan sovereignty (bahasa Inggris) mempunyai persamaan kata dengan Souvereniteit 
(bahasa Belanda) yang berarti tertinggi. Jadi secara umum, kedaulatan atau sovereignity itu 
diartikan sebagai kekuasaan tertinggi dalam suatu negara yang mempunyai wewenang untuk 
mengatur penyelenggaraan negara. Kedaulatan adalah konsep mengenai kekuasaan tertinggi 
dalam suatu negara. 
Hal penting terkait dengan kedaulatan menurut Jack H. Nagel yaitu hubungan 
antara subjek dan sovereign atau lebih jelasnya hubungan antara siapa yang berdaulat dan 
hubungan apa atau siapa yang didaulat.5 John Locke6 mengemukakan bahwa kekuasaan 
penguasa tidak pernah mutlak, tetapi selalu terbatas, karena dalam mengadakan perjanjian 
dengan seseorang atau sekelompok orang, individu-individu tidak menyerahkan seluruh 
hak-hak alamiah mereka. Ada hak-hak alamiah yang merupakan hak-hak asasi yang tidak 
dapat dipisahkan atau dilepaskan, juga oleh individu tersebut. Penguasa yang diserahi 
tugas mengatur hidup individu dalam ikatan kenegaraan harus menghormati hak-hak asasi 
tersebut. Fungsi perjanjian masyarakat menurut Locke ialah untuk menjamin dan melindungi 
hak-hak kodrat itu. Dengan konstruksi demikian, Locke menghasilkan negara yang dalam 
kekuasaanya dibatasi oleh hak-hak kodrat yang tidak dapat dilepaskan itu. Maka, ajaran 
Locke menghasilkan negara konstitusional, bukan negara absolut.  
Perubahan UUD 1945 ketiga tahun 2001 yang di antaranya mengubah rumusan Pasal 
2 ayat (2) UUD 1945 yang bunyinya menjadi: “Kedaulatan adalah di tangan rakyat dan 
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”. Perubahan rumusan Pasal 2 ayat (2) UUD 
1945	 tersebut	membawa	 konsekuensi	 dan	 implikasi	 yang	 signifikan	 terhadap	 fungsi	 dan	
kewenangan dari lembaga negara, terutama pada lembaga MPR sebagai pelaksana kedaulatan 
rakyat sepenuhnya. Dengan demikian MPR tidak lagi sebagai satu-satunya lembaga yang 
melakukan kedaulatan rakyat. Kedaulatan tetap dipegang oleh rakyat, namun pelaksanaanya 
3 Anton Praptono, Teori Kedaulatan, (Pustaka Agung , Jakarta, 2008), hlm. 34.
4  Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat, (Bina Pustaka, Yogyakarta 1989), hlm. 9.
5 Achmad Ruslan, Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Berkualitas, (Bina Rena Pariwara, 
Jakarta, 2006), hlm.  29.
6  Ibid.
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dilakukan oleh beberapa lembaga negara yang memperoleh amanat dari rakyat dalam 
menyelenggarakan pemerintahan negara.
Pengelolaan Keuangan Daerah
Kelembagaan dan manajemen keuangan daerah merupakan wujud pengelolaan 
keuangan daerah. Pengertian pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan 
pejabat pengelola keuangan daerah sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya yang 
meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. 
Mardiasmo   mengemukakan acuan dalam suatu sistem pengelolaan daerah, meliputi:
a. Pengelolaan keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak  saja 
terlihat dari besarnya porsi anggaran tetapi juga pada besarnya partisipasi masyarakat 
dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.
b. Kejelasan mengenai misi pengelolaan keuangan daerah pada umumnya dan anggaran 
daerah pada khususnya.
c. Kejelasan peran partisipasi
d. Kerangka hukum dan administrasi bagi pembiayaan, invenstasi dan pengelolaan 
keuangan daerah didasarkan pada kaidah meknisme pengelolan uang daerah berdasarkan 
kaidah mekanisme pada value of money, transparansi dan akuntabilitas.
e. Kejelasan kedudukan DPRD, Bupati, pegawai
f. Ketentuan tentang bentuk dan struktur anggaran, anggaran kinerja dan anggaran 
multitahunan
g. Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang daerah yang profesional
h. Prinsip akuntansi pemerintah daerah laporan keuangan, peran DPRD, akuntan publik 
dalam pengawasan, pemberian opini dan rating kinerja anggaran dan transparansi 
infoemasi ke publik.
Ditinjau dari aspek administrasi atau manajemen,  yang   dimaksud   dengan pengelolaan 
keuangan  adalah  proses pengurusan, penyelenggaraan,  penyediaan dan penggunaan uang 
dalam setiap  usaha kerjasama   sekelompok   orang   untuk  tercapainya suatu tujuan. Proses 
ini tersusun dari pelaksanaan fungsi-fungsi penganggaran pembukuan dan pemeriksaan atau 
secara operasional apabila dirangkaikan dengan daerah  maka pengelolaan keuangan daerah 
adalah  yang   pelaksanaannya  meliputi penyusunan,  penetapan,  pelaksanaan pengawasan 
dan  perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah.  
Sejalan dengan pengertian tersebut, Abdul Halim mengatakan bahwa  membicarakan 
pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari pembahasan anggaran pendapatan dan 
belanja  daerah : oleh karena itu anggaran pendapatan dan  belanja daerah adalah merupakan 
program kerja  suatu daerah dalam bentuk angka-angka selama  satu tahun anggaran. 
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Good  Financial Governance
Pengelolaan keuangan daerah dengan arahan fundamental “good governance’” 
merupakan tuntutan sekaligus pengembangan bagi upaya peningkatan kinerja pemerintah. 
Kemudian, prinsip ini dibingkai. Kemudian, prinsip ini dibingkai oleh United Nation 
Development Programme (UNDP) dalam Good Financial Governance (GFG), yang memiliki 
karakter:7 
a. Partisipatoris (Participation);  
b. Berdasar hukum (Rule of Law);  
c. Keterbukaan (Transparency);  
d. Bertanggung jawab (Responsiveness);  
e. Berorientasi kesepakatan (Concensus orientation);  
f. Keadilan atau kesetaraan (Equity);  
g. Tepat guna dan berhasil guna (Effectiveness and Efficiency);  
h. Berperhitungan (Accountability);  
i. Memiliki visi strategis (Strategic vision) 
Sementara itu, Asian Development Bank8 memberikan  indikator  ataupun  prinsip-
prinsip  good financial governance, yaitu: 
a. Transparansi dalam laporan keuangan (Transparency of finacial reporting);
b. Laporan keuangan yang terpercaya (Reliability of financial  reporting);
c. Standard akuntansi dan audit (Accounting &  auditing  standards);
d. Penguatan profesi akuntansi dan audit (Strength  of  the  accounting  and  auditing 
profession )
e. Kerangka legal dan aturan (Legal  and regulatory framework)
Saragih,9 mengemukakan bahwa terdapat lima prinsip dasar dalam pengelolaan 
keuangan  publik,  yaitu:  
a. Transparansi, 
b. Efisien,		
c. Efektif,  
d. Akuntabilitas dan 
e. Partisipatif. 
Konsep good financial  governance  juga mengilhami dalam pengelolaan keuangan 
negara. Menurut Mardiasmo,10 terdapat prinsip-prinsip utama yang mendasari pengelolaan 
7 Soekarwo dalam R. Herlambang Perdana Wiratraman. 2005. Paradigma Hukum dan Demokratisasi Dalam 
Pengelolaan Keuangan Daerah Disertasi. Universitas Airlangga. Halaman 5.
8 Walden Bello. 2002.  Deglobalization: Ideas for a New World Economy. Zed Books :  London. Halaman 324
9 Saragih.  2004. Memahami  Good  Governance:  dalam  Perspektif  Sumber  Daya  Manusia. Gava Media: 
Yogyakarta  
10 Ibid.
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keuangan  negara.  Prinsip-prinsip tersebut adalah transparansi, akuntabilitas,  dan Value for 
money. Sementara itu, World Bank dalam Mardiasmo,11 menetapkan  prinsip-prinsip pokok 
dalam penganggaran dan manajemen  keuangan daerah, antara lain:  
a. Komprehensif  dan  disiplin,  
b. Fleksibilitas,  
c. Terprediksi,  
d. Kejujuran,  
e. Informasi  dan  
f. Transparansi dan akuntabilitas. 
Adapun tujuan dari Good Financial Governance, menurut Walden Bello 
mengidentifikasinya	ke	dalam	4	(empat)	kategori,	yaitu:12
1. Untuk menciptakan kesadaran dan keinginan bagian masyarakat untuk menyelenggarakan 
kondisi ketatapemerintahan yang baik  (to create awareness and willingness on the part 
of the society to establish the condition of good  governance);
2. Untuk memberlakukan hukum di bawah UUD yang konsisten dengan niat 
(pembentukannya) (to enact organic laws under the constitution that are consistent 
with its intent); 
3. Untuk memperkuat implementasi dan pengelolaan perubahan, khususnya dalam 
pelayanan dan pendidikan publik  (to reinforce the implementation and management of 
change, especially reforms in public service and education);  
4. Untuk menyegerakan solusi masalah-masalah korupsi dan penyalahgunaan dalam sektor 
bisnis publik dan swasta. (to urgently solve the problems of corruption and misconduct 
in the public and private business sectors.
Good financial governance adalah prinsip utama dari kedua sisi yakni pendapatan 
dan pengeluaran. Prinsip ini mendukung tindakan negara yang transparan, terlegitimasi dan 
berorientasi pembangunan. Penerapan good financial government adalah bagian penting 
dari reformasi keuangan publik. Reformasi keuangan publik harus bisa memastikan bahwa 
dana masyarakat (publik) dikelola secara kompeten dan transparan dan digunakan secara 
bertanggung jawab.13
Keuangan publik memiliki pusat fungsi alokasi sosial. Melalui itu, tata kelola keuangan 
yang baik dapat membantu mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Di beberapa 
negara, kapasitas administrasi dan manajemen yang buruk mengindikasikan  bahwa tata 
11 Ibid 
12  Walden Bello. 2005. “The Tragedy of Contemporary Democracy in The South”. Focus on Trade, Number 
112.  September 2005.  Part 2  Bangkok-Thailand.  Halaman 214
13 Ludgera Klemp dan Jutta Wagner (eds). 2009. Promotion Of Good Governance In German Development 
Policy. Federal Ministry for Economic Cooperation and Development: Germany. Halaman 16
Jurnal Ilmu Hukum AMANNA GAPPA | Vol. 19 Nomor 3, September 2011
AMANNA GAPPA
kelola keuangan yang baik sebagai prasyarat utama,  tidak dimplementasikan.14
Anggaran akan gagal memenuhi perannya sebagai instrumen pusat kemudi politik 
dan sosial jika keputusan belanja  tidak sesuai dengan prioritas politik dan sosial.  Kontrol 
keuangan negara seringkali tidak memadai sebagai instrumen informasi kepada parlemen. 
Kontrol internal dan eksternal yang efektif sangat penting untuk membatasi penyalahgunaan 
kekuasaan dan sumber kesalahan dalam sistem anggaran dan keuangan.15
Masyarakat seharusnya  memantau tindakan pemerintah secara efektif dan menuntut 
akuntabilitas dari pemerintah. Model-model pendekatan Good Financial Government 
menurut Ludgera Klemp dan Jutta Wagner:16
a) Memperkuat peran anggaran publik sebagai alat kendali atas kebijakan pusat dan atas 
para pelaku di parlemen/legislatif, pemerintah dan pengelolaan yang terlibat dalam 
proses anggaran (penyusunan anggaran dan pelaksanaan);
b) Penguatan kontrol  eksternal  keuangan  yang independen dan efektif (misalnya lembaga 
audit, organisasi masyarakat sipil);
c) Meningkatkan kapasitas untuk menghasilkan pendapatan melalui reformasi kebijakan 
penerimaan dan pengelolaan;
d) Mempromosikan pendekatan penganggaran yang memperhitungkan dampak pada 
kelompok sasaran yang relevan (misalnya anggaran responsif jender).
Suatu pemerintahan memegang kekuasaan politik dan administratif atas sumber daya 
masyarakat. Dengan kombinasi kekuatan tersebut,  maka tata kelola pemerintahan yang baik 
menjadi faktor penting dalam tatakelola keuangan sektor publik. Pemerintahan yang baik 
mensyaratkan pemerintah yang menjamin stabilitas ekonomi, redistribusi dan pencapaian 
tujuan  pembangunan dengan bertindak secara bertanggung jawab, partisipatif, transparan 
dan akuntabel.  17
Menempatkan sektor publik sebagai pemantau publik  merupakan hal yang sangat 
penting. Lembaga  pemeriksa, Lembaga Perlindungan dan Komisi Pelayanan Umum seperti 
halnya unit-unit investigasi lainnya merupakan contoh untuk memenuhi peran penting dalam 
menegakkan akuntabilitas pejabat publik atas pengelolaan keuangan.  Tindakan masyarakat 
melalui  partisipasi dalam proses pembuatan undang-undang,  proses pengambilan kebijakan 
dan peran pengawasan atas pengeluaran dana masyarakat (publik)  akan memastikan 
akuntabilitas  para pejabat publik dan pegawai negeri atas pengelolaan keuangan negara dan 
pembangunan bangsa.18
14  Ibid. 
15  Ibid.
16  Ibid. 
17 David Fourie. 2005. Good Governance In Public Financial  Management : An African Perspective.  Uni-
versity of Pretoria. South Africa. Halaman 13.
18 Ibid. Halaman 14
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Urgensi Partisipasi Publik dalam Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai 
Pengejawantahan Kedaulatan Rakyat 
Partisipasi berasal dari bahasa latin pars yang artinya bagian dan capere, yang artinya 
mengambil, sehingga diartikan “mengambil bagian”. Dalam bahasa Inggris, participate atau 
participation berarti mengambil bagian atau mengambil peranan. Sehingga partisipasi berarti 
mengambil bagian atau mengambil peranan dalam aktivitas atau kegiatan politik suatu 
negara.19 
Andrea Cornwall and John Gaventa20 mengemukakan bahwa partisipasi adalah 
proses  tumbuhnya  kesadaran  terhadap  hubungan di  antara  stakeholders  yang  berbeda 
dalam  masyarakat, yaitu  antara  kelompok-kelompok  sosial  dan  komunitas  dengan 
pengambilkebijakan  dan  lembaga-lembaga  jasa  lain.  Secara  sederhana,  “partisipasi” 
dapat dimaknai  sebagai  “the act of  taking part or sharing  in  something”.   Dua kata  yang 
dekat  dengan  konsep  “partisipasi”  adalah  keterikatan (engagement)”  dan keterlibatan 
(involvement).
Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berpartisipasi dalam suatu kegiatan mulai 
dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan 
keuangan daerah dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik. Oleh Huntington dan 
Nelson21 partisipasi politik diartikan sebagai kegiatan warga negara sipil (private citizen) 
yang bertujuan mempengaruhi pengambilan keputusan oleh  pemerintah. 22
Partisipasi (Kamus Besar Bahasa Indonesia) berarti ada  keikutsertaan (mengawasi, 
mengontrol dan mempengaruhi) masyarakat dalam suatu kegiatan mulai dari perencanaan 
sampai dengan evaluasi pelaksanaan. Ada beberapa konsep partisipasi yaitu:23
a. Partisipasi sebagai kebijakan, yaitu konsep yang memandang partisipasi sebagai 
prosedur konsultasi para pembuat kebijakan kepada masyarakat sebagai subjek 
pengelolaan keuangan daerah;
b. Partisipasi sebagai strategi, konsep ini melihat partisipasi sebagai salah satu strategi 
untuk mendapatkan dukungan masyarakat demi kredibilitas kebijakan yang dikeluarkan 
pemerintah
19 Huntington dan Nelson dalam Sastroatmodjo. 1995. Partisipasi Politik. Persada Buana: Jakarta. Halaman 
43.
20 Andrea Cornwall and John Gaventa. 2001.  “From Users and Choosers to makers and shapers:  reposition-
ing participation in social policy”. IDS Working Paper. Halaman 127.   (http://www.psigeorgia.org/undpsa/
participation.htm)
21 Samuel P. Huntington dan Joan Nelson. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Rineka Cipta: 
Jakarta. Halaman 43
22 Muchtar Sarman. 1998. Dimensi Kemiskinan: Agenda Pemikiran Sajogyo”. Kata Pengantar Mubyarto. Pu-
sat P3R-YAE. Bogor. Edisi Terbatas. Halaman  85-86
23 Kamus Besar bahasa Indonesia. 2001. Halaman 831.
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c. Partisipasi sebagai alat komunikasi, konsep ini melihat partisipasi sebagai alat 
komunikasi bagi pemerintah (sebagai pelayan rakyat) untuk mengetahui keinginan 
rakyat
d. Partisipasi sebagai alat penyelesaian sengketa, konsep yang melihat partisipasi sebagai 
alat penyelesaian sengketa dan toleransi  atas ketidakpercayaan dan kerancuan yang 
ada di masyarakat.
Konsep  good  financial  governance  menempatkan partisipasi sebagai salah satu 
unsur penting. Partisipasi juga akan meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat 
untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik (to create awareness and willingness 
on the part of the society to establish the condition of good financial governance). Dengan 
demikian, ketiadaan partisipasi masyarakat akan mempengaruhi perwujudan good financial 
governance.
Selain sebagai upaya mewujudkan good financial governance, pelaksanaan 
partisipasi masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan daerah juga merupakan salah 
satu pengejawantahan asas demokrasi untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang 
demokratis, hal tersebut merupakan wujud dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Menurut 
A.V. Dicey,  dalam negara yang menganut asas demokrasi kedudukan rakyat sangat penting 
sebab di dalam negara tersebut rakyatlah yang memegang kedaulatan yaitu kekuasaan yang 
menempatkan warganegara di atas Undang-undang Dasar, atau dengan kata lain kedaulatan 
adalah kekuasaan yang penuh yang dimiliki masyarakat. 
Di dalam negara demokrasi, suatu negara dianggap milik masyarakat karena secara 
formal negara itu didirikan dengan perjanjian masyarakat. Kebutuhan masyarakat dan 
sumber pemenuhan kebutuhan tersebut hanya dapat ditemukan jika masyarakat  ikut serta 
dalam proses penentuannya.
PENUTUP
Urgensi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan daerah adalah untuk melibatkan 
masyarakat sebagai pemilik kedaulatan terlibat secara langsung untuk memberikan saran 
dalam rangka pemernuhan kebutuhannya, sehingga tidak akan terjadi perbedaan antara 
produk dari sebuah proses pengelolaan keuangan daerah dengan keinginan dan kebutuhan 
dari masyarakat. 
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